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BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR     73      TAHUN 2021 

 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANTUL, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta  (Berita  Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950  Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339); 

 

 

SALINAN 



2 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 

Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- 

Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah  

Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun Seri D 

Nomor 12 Tahun 2010); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran 

Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 140); 

 

MEMUTUSKAN : 

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026. 

 

 

 

 

 

Menetapkan : PERATURAN   BUPATI  TENTANG  RENCANA STRATEGIS
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 

yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2021-2026 

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang 

merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Tahun 2006-2025. 

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat 

Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 

(satu) tahun. 

4. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 

5. Bupati adalah Bupati Bantul. 

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

 

BAB II 

FUNGSI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026 

 

Pasal 2 

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, 

program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan 

urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 
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(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan bersifat 

indikatif. 

(3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja 

Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026. 

 

BAB III 

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026 

 

Pasal 3 

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut : 

a. BAB I 

b. BAB II 

c. BAB III 

 

 PENDAHULUAN. 

 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH. 

 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH. 

d. BAB IV 

e. BAB V 

f. BAB VI 

g. BAB VII 

h. BAB VIII 

 TUJUAN DAN SASARAN. 

 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. 

 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. 

 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. 

 PENUTUP. 

 

Pasal 4 

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 terdiri atas : 

a. Renstra Sekretariat Daerah; 

b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

c. Renstra Inspektorat Daerah; 

d. Renstra Dinas Daerah, terdiri atas : 

1. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; 

2. Renstra Dinas Kesehatan; 

3. Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan 

Permukiman; 

4. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

5. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

6. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan; 
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7. Renstra Dinas Sosial; 

8. Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta 

Tata Sasana); 

9. Renstra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan); 

10. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;  

11. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; 

12. Renstra Dinas Lingkungan Hidup; 

13. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,   

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

14. Renstra Dinas Perhubungan; 

15. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika; 

16. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 

17. Renstra Dinas Pariwisata; 

18. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja; 

19. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan 

20. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan; 

e. Renstra Badan Daerah, terdiri atas : 

1. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

2. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan  dan Aset Daerah; 

3. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia; 

4. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

5. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

f. Renstra Kapanewon, terdiri atas : 

1. Renstra Kapanewon Srandakan;  

2. Renstra Kapanewon Sanden;  

3. Renstra Kapanewon Kretek;  

4. Renstra Kapanewon Pundong;  

5. Renstra Kapanewon Bambanglipuro;  

6. Renstra Kapanewon Pandak; 

7. Renstra Kapanewon Pajangan;  

8. Renstra Kapanewon Bantul;  

9. Renstra Kapanewon Jetis;  

10. Renstra Kapanewon Imogiri;  

11. Renstra Kapanewon Dlingo;  

12. Renstra Kapanewon Banguntapan;  

13. Renstra Kapanewon Pleret;  

14. Renstra Kapanewon Piyungan;  
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15. Renstra Kapanewon Sewon;  

16. Renstra Kapanewon Kasihan; 

17. Renstra Kapanewon Sedayu; dan 

g. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati. 

 

Pasal 5 

Uraian terperinci Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4, tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. 

 

Ditetapkan di Bantul  

pada tanggal 24 September 2021 

BUPATI BANTUL,  

 

ttd 

 

ABDUL HALIM MUSLIH 

 

Diundangkan di Bantul  

pada tanggal 24 September 2021    

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 

 ttd 

HELMI JAMHARIS 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 73 

 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rencana Strategis (Renstra) 

Dinas Komunikasi dan Informatika 

Tahun 2021-2026 

  



 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah 

suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan 

pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna 

pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka 

waktu tertentu di daerah. 

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan 

pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan 

pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, 

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing 

daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana 

pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana 

Perangkat Daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) 

Renja Perangkat Daerah. 

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 

2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 

periode 2021-2024. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka 

seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. 

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan 

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai 

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun 

berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis 

adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan 

kejelasan arah dan tujuan Perangkat Daerah. Dalam rencana tersebut 

dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi, pemecahan masalah, 

dan menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana 



 

strategis berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategi 

khusus berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi (meliputi 

kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan 

kecenderungan atau “trends” dan mengembangkan kegiatan yang 

memiliki dampak terhadap masyarakat.  

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk 

memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau 

organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan 

mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. 

Memperbaiki sebuah tatanan yang telah rapuh akibat konflik sosial 

yang berkepanjangan atau berbagai gejolak akibat perebutan kekuatan-

kekuasaan membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan 

yang lebih baik, positif dan berkelanjutan. Tuntutan dan kebutuhan 

untuk perubahan dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai 

arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk 

mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, 

tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan 

pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien. Dengan konsisten memfokuskan 

perhatian pada visi dan tujuan yang lebih spesifik, rencana strategis 

menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap perubahan 

lingkungan. 

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan 

program Perangkat Daerah dan makin eksis serta unggul dalam 

persaingan pada lingkungan yang semakin kompetitif dan selalu 

berubah, setiap Perangkat Daerah harus selalu melakukan perbaikan 

dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta 

akuntabilitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Suatu 

pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap issu strategis 

akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang 

dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian 

tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan 

komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi 

dan prioritas. 

Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi: 

a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan acuan pelaksanaan 

yang terlibat untuk menentukan tujuan di masa depan;  



 

b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) 

Perangkat Daerah sebagai dokumen operasional tahunan di 

Perangkat Daerah. 

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan beberapa 

tahapan, sebagai berikut: 

1. persiapan penyusunan;  

2. penyusunan rancangan awal;  

3. penyusunan rancangan;  

4. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;  

5. perumusan rancangan akhir; dan 

6. penetapan 

Sasaran pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam 

Renstra perangkat daerah semestinya dapat disinkronkan antar 

lembaga secara berjenjang. Karena pada dasarnya Pemerintah Daerah 

merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, Penyusunan 

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan 

mempedomani dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya. 

Selain itu, dokumen ini akan menjadi pedoman bagi perencanaan 

tahunan. Hal ini dijelaskan sebagai berikut: 

a. Keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Bantul dengan RPJM Daerah Kabupaten Bantul. 

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 

berpedoman pada RPJM Daerah sebagai dokumen perencanaan 

berwawasan 5 (lima) tahunan : 

1) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 

sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJM Daerah; dan 

2) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 

memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana 

program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas 

pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh 

Perangkat Daerah yang berkoordinasi dengan Bappeda; 

b. Keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Bantul dengan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Bantul. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Bantul digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang disusun 



 

sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan 

kompilasi rencana kerja bidang teknis setiap tahun anggaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Alur Keterhubungan Antar Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

c. Keterkaitan Renstra Proses Penyusunan Renstra PD dengan 

Dokumen Perencanaan lain 

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022-2026 

merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan 

pembangunan nasional. Hubungan antara Renstra dengan dokumen 

rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul 

Tahun 2022-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah  

 

Sumber: Permendagri 86 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata 

Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD 

 



 

 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai Perangkat 

Daerah (PD) dibentuk pada Tanggal 1 Januari 2017, berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 

tertanggal 23 September 2016 yang telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 8 tahun 2019. Dinas Komunikasi dan Informatika 

merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dibidang 

komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang memiliki 

ketugasan yaitu melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah 

Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, 

statistik dan persandian. 

Berdasarkan peraturan daerah tersebut telah dilaksanakan penataan 

organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan 

pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang 

persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, 

dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya 

pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pembentukan Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai organisasi 

Perangkat Daerah baru, menyelenggarakan aspek komunikasi dan 

informatika, statistik dan persandian yang merupakan gabungan OPD 

dan bagian dari OPD yaitu :  

1. Pengolahan Data Telematika melaksanakan tugas penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah bidang komunikasi dan informatika;  

2. sebagian dari Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 

melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam 

melaksanakan fungsi pada bidang penyampaian informasi 

penyelenggaraan pembangunan daerah; dan  

3. sebagian dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 

melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam 

melaksanakan fungsi persandian; dan  

4. sebagian dari Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas 

pengelolaan sumber daya telekomunikasi.  

5. Sebagian dari Bappeda yang melaksanakan tugas pengelolaan 

statistik. 

 



 

 

1.2 Landasan Hukum  

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum 

penyusunan Perubahan Renstra Dinas komunikasi dan informatika 

Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut: 

1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

44); 

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4723); 

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 

6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5339); 

8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 



 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

10) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5941); 

11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6178); 

13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20I9 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 



 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213); 

16) Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan 

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994); 

17) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6633); 

18) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

19) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) 

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213); 

21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang 

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 

22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 



 

24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) 

26) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 3); 

27) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 5); 

28) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 

2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 86); 

29) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109); 

30) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 

2005 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang 



 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 

2010 Nomor 12); 

31) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04); 

32) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 

12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2021 Nomor 5); 

33) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2021–2026; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2021 Nomor 140). 

 

1.3 Maksud dan Tujuan  

Pernyataan maksud dapat disempurnakan menjadi: “memberikan 

arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan 

untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai 

dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD”. 

Pernyataan tujuan dapat disempurnakan menjadi: 

1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah 

kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 

(lima) tahun kedepan. 

2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan 

dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.  

3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai 

hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala. 

4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan 

RKA SKPD. 

  



 

1.4 Sistematika Penulisan  

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB II.  GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat 

Daerah 

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.3. Kinerja Perangkat Daerah 

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah 

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

Perangkat Daerah 

BAB III.  PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT 

DAERAH 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah 

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS 

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 

 

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN 

BAB V.  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VI.  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 

PENDANAAN 

BAB VII.  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII.  PENUTUP 

 

  



 

BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH. 

 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dibentuk 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bantul, dalam perda tersebut Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Bantul dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan 

bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistic.  

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik 

dan urusan pemerintahan bidang persandian yang disesuaikan dengan 

kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk 

mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas komunikasi dan informatika 

Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi urusan Komunikasi dan 

Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika 

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan 

rincian sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas mempunyai tugas tugas membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan 

informatika, statistik dan persandian.Dalam melaksanakan tugas, 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja Dinas; 

b. perumusan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik  serta bidang 

persandian; 

c. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, 

bidang statistik serta bidang persandian; 

d. perumusan kebijakan teknis bidang GCIO; 

e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, 

bidang statistik serta bidang persandian; 



 

f. pelaksanaan kebijakan teknis bidang GCIO ; 

g. pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;  

h. pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi telematika dan 

integrasi sistem informasi;  

i. pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan TI; 

j. pengoordinasian penyelenggaraan Smart City; 

k. penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Daerah; 

l. penyelenggaraan statistik sektoral dan geospasial; 

m. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi 

Dinas; 

n. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi 

jabatan fungsional pada Dinas; 

o. pengoordinasian  ketatausahaan dan kesekretariatan Dinas; 

p. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Dinas; 

q. pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem 

pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan 

ketatalaksanaan,  kearsipan, dan perpustakaan serta budaya 

pemerintahan pada Dinas; 

r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; 

s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 

tugas Dinas; dan 

t. pelaksanaan fungsi  lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan bidang tugasnya; 

 

2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan  urusan  kesekretariatan 

dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan  organisasi  di  

lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat 

mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat; 

b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 

c. penyusunan program kerja Dinas; 

d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas; 

e. penyelenggaraan  kesekretariatan; 

f. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;  

g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas; 

h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas; 

i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan,  



 

kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan 

pada Dinas; 

j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem 

pengendalian internal pemerintah, hukum,  organisasi, 

ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas; 

k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi; 

l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas 

m. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di 

lingkungan Dinas; 

n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi 

jabatan fungsional pada Dinas; 

o. pembinaan dan fasilitasi  pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan 

fungsional pada Sekretariat; 

p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja  Dinas; 

q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas; 

r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan 

prasarana; 

s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan  laporan pelaksanaan 

program kerja Sekretariat; dan 

t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 Sekretariat, terdiri atas : 

(1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan 

data dan informasi serta  pengelolaan keuangan Dinas. Untuk 

melaksanakan tugas, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai 

fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan; 

b. penyiapan bahan perumusan  kebijakan teknis perencanaan, 

pengendalian  dan evaluasi; 

c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana 

kegiatan dan anggaran; 

e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan 

informasi; 

f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan; 

g. pengelolaan keuangan Dinas; 



 

h. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem 

pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta sistem 

pengendalian internal pemerintah pada Dinas; 

i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas; 

j. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; 

k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan  kinerja 

Subbagian Program dan Keuangan; dan 

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

(2)  Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan 

barang, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kehumasan, 

ketatalaksanaan Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum 

dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan 

Kepegawaian; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait 

administrasi  umum dan kepegawaian; 

c. pengelolaan data kepegawaian  Dinas; 

d. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;  

e. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas; 

f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas; 

g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas; 

h. penyelenggaraan kepustakaan Dinas; 

i. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas; 

j. penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan; 

k. penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dan kehumasan Dinas; 

l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal 

pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya 

pemerintahan pada Dinas; 

m. pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas  

n. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran; 

o. pemeliharaan sarana dan prasarana; 

p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan 

kegiatan  Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan bidang tugasnya. 



 

2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 

pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi 

penyelenggaraan pengelolaan opini publik dan pelayanan pengaduan 

publik, penyelenggaraan produksi dan distiribusi informasi publik serta 

penyelenggaraan kehumasan, pemberdayaan dan kemitraan. Dalam 

melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik; 

b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan opini publik dan 

pelayanan pengaduan, produksi dan distribusi informasi publik 

dan bidang kehumasan serta pemberdayaan dan kemitraan.   

c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik 

aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan 

saluran  informasi publik; 

d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan 

informasi publik aspirasi publik, produksi informasi publik, serta 

pengelolaan saluran  informasi publik; 

e. pemberian bimbingan teknis dan pembinaan bidang pengelolaan 

informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, serta 

pengelolaan  saluran informasi publik;  

f. pemgoordinasian pengelolaan opini publik; 

g. penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Kabupaten; 

h. pengoordinasian pelayanan pengaduan publik; 

i. pelaksanaan  produksi dan distribusi informasi publik; 

j. pengoordinasian pengembangan kemitraan komunikasi Pemerintah 

Daerah dengan media massa dan komunitas; 

k. pelaksanaan pemberdayaan komunitas informasi; 

l. pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi;  

m. pembinaan dan fasilitasi  pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan 

fungsional pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi 

Publik; 

n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan  kinerja Bidang 

Pengelolaan Informasi dan  Komunikasi Publik; dan 

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugasnya. 



 

 

Bidang Pengelolaan Informasi , Komunikasi Publik terdiri atas : 

(1) Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan mempunyai 

tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, 

pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian 

bimbingan penyelenggaraan pengelolaan informasi publik serta 

pelayanan pengaduan publik. 

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Opini Publik dan 

Pelayanan Pengaduan mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Opini Publik dan 

Pelayanan Pengaduan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan opini 

publik dan pelayanan pengaduan publik; 

c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

pengelolaan opini publik dan pelayanan pengaduan publik; 

d. penyiapan bahan dan pengelolaan konten media sosial pemerintah 

kabupaten; 

e. pengelolaan website Pemerintah Kabupaten; 

f. pelaksanaan monitoring dan analisis opini publik di media massa 

dan media sosial; 

g. penyelenggaraan layanan dan  pengelolaan  aduan masyarakat; 

h. pelaksanaan peliputan kegiatan Pemerintah Daerah dan 

masyarakat; 

i. pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Informasi 

Publik; 

j. pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan  

opini publik  dan pelayanan pengaduan; 

k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi 

Pengelolaan Opini Publik dan Pelayanan Pengaduan; dan 

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

(2) Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik mempunyai tugas 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, pembinaan, 

pengawasan, pengendalian dan  evaluasi dalam  pelaksanaan produksi 

dan distribusi informasi. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Seksi Produksi dan Distribusi 



 

Informasi Publik mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Produksi dan Distribusi 

Informasi Publik; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis produksi dan 

distribusi informasi publik; 

c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan 

produksi dan distribusi informasi publik; 

d. pelaksanaan pembuatan materi informasi publik; 

e. pelaksanaan promosi potensi lokal; 

f. pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah 

maupun non pemerintah daerah; 

g. pelaksanaan distribusi materi informasi publik melalui berbagai 

saluran informasi atau media komunikasi massa; 

h. pelaksanaan diseminasi kebijakan teknis informasi publik melalui 

media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah; 

i. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi produksi dan 

distribusi informasi publik; 

j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan 

kinerja Seksi Produksi dan Distribusi Informasi Publik; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

(3)  Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan mempunyai tugas penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, pembinaan, 

pengawasan, pengendalian dan  evaluasi  penyelenggaraan kehumasan, 

pemberdayaan dan pengelolaan kemitraaan;  

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan  

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan dan Kemitraan; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kehumasan, 

pemberdayaan dan kemitraan; 

c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

kehumasan, pemberdayaan dan kemitraan bagi media dan 

lembaga komunikasi publik;  

d. pemberdayaan dan penyediaan akses bagi media dan lembaga 

komunikasi publik; 

e. penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Kabupaten; 



 

f. penyiapan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing 

notes, press release, backgrounders); 

g. pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID ) 

utama dan  pembinaan PPID pembantu; 

h. pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat 

(KIM); 

i. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang kehumasan, 

pemberdayaan dan kemitraan; 

j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi 

Pemberdayaan dan Kemitraan; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pengelolaan Informasi dan  Komunikasi Publik sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

3. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan 

Persandian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, 

pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan 

penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi 

informasi pemerintah, infrastruktur teknologi informasi non pemerintah, 

dan keamanan informasi dan persandian. Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan 

Informasi dan Persandian mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, 

Keamanan Informasi dan Persandian; 

b. perumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur teknologi informasi, 

keamanan informasi dan persandian; 

c. pengoordinasian pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, 

keamanan informasi dan persandian; 

d. pelaksanaan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan 

infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian; 

e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan Infrastruktur 

Jaringan, Keamanan Informasi dan Persandian; 

f.   pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur 

teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian; 

g. pengembangan dan pengelolaan TIK; 

h.  pengembangan dan pengelolaaan saluran informasi digital; 

i. pengembangan dan penyelenggaraan Data Center dan Network Operating 



 

Center ; 

j. pengembangan dan penyelenggaraan Disaster Recovery Center; 

k. pengembangan dan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik; 

l. pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dan persandian; 

m. pengembangan dan pengelolaan Security Operation Center; 

n. pengembangan dan pengelolaan tanda tangan digital; 

o. pembinaan dan fasilitasi  pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan 

fungsional pada Bidang Infrastruktur Jaringan, Keamanan Informasi 

dan Persandian; 

p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan  kinerja 

Bidang Infrastruktur Jaringan, Keamanan Informasi dan Persandian; 

dan 

q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

Bidang Infrastruktur Jaringan, Keamanan Informasi dan Persandian 

terdiri atas : 

(1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah mempunyai tugas 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, pembinaan, 

pengawasan, pengendalian dan  evaluasi  terhadap pelaksanaan 

pengembangan infrastruktur teknologi informasi pemerintah. Untuk 

melaksanakan tugas, Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi 

Pemerintah mempunyai fungsi :  

a. penyusunan rencana kerja Seksi Infrastruktur Teknologi 

Informasi Pemerintah; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait 

infrastruktur dan teknologi sektor pemerintah; 

c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan 

infrastruktur dan teknologi sektor pemerintah; 

d. pelaksanaan Data Center dan Network Operating Center; 

e. pengembangan dan penyelenggaraan sistem komputer, server dan 

services; 

f. pelaksanaan Disaster Recovery Center; 

g. pelaksanaan pembangunan/ pengadaan dan pemeliharaan sarana 

publikasi milik pemerintah; 

h. penyediaan dan pengelolaan bandwith untuk akses internet 

pemerintah dan pelayanan publik; 

i. pelaksanaan layanan interkoneksi jaringan intranet pemerintah; 



 

j. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan perangkat jaringan 

pemerintah; 

k. pelaksanaan TI publik milik pemerintah; 

l. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

bidang infrastruktur TI pemerintah; 

m. pelaksanaan kegiatan  peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia dalam pengelolaan infrastruktur  TI pemerintah. 

n. pengelolaan nama domain, sub domain pemerintah daerah; 

o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi 

Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah; dan 

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan 

Persandian sesuai dengan bidang tugasnya. 

(2) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non Pemerintah mempunyai 

tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, 

pembinaan, pengawasan, pengendalian dan  evaluasi terhadap 

pengelolaan  dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi non 

pemerintah. 

Untuk melaksanakan tugas Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Non 

Pemerintah mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Infrastruktur Teknologi 

Informasi Non Pemerintah; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Infrastruktur 

Informasi Non Pemerintah; 

c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan 

dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi non 

pemerintah; 

d. pelaksanaan fasilitasi penyiapan dan pengelolaan akses internet 

publik; 

e. pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian Menara 

Telekomunikasi; 

f. pelaksanaan penerbitan Surat Rekomendasi pendirian Menara 

Telekomunikasi; 

g. penyiapan dan pengelolaan sarana dan prasarana teknologi 

informasi dan komunikasi untuk kepentingan publik; 

h. pelaksanaan penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 

Retribusi Jasa Umum Pengendalian Menara Telekomunikasi; 



 

i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

bidang infrastruktur TI non pemerintah; 

j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi 

Infrastruktur Teknologi Informasi Non Pemerintah; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan 

Persandian sesuai dengan bidang tugasnya. 

(3)  Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas 

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, pembinaan, 

pengawasan, pengendalian dan  evaluasi penyelenggaraan  pengelolaan 

dan  pengembangan sistem keamanan informasi dan  persandian serta 

pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah 

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Keamanan Informasi dan Persandian 

mempunyai fungsi :  

a. penyusunan rencana kerja Seksi Keamanan Informasi dan 

Persandian; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keamanan 

informasi dan persandian; 

c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan dan 

pengembangan sistem keamanan informasi dan persandian serta 

pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah; 

d. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan tanda tangan digital 

Pemerintah Kabupaten Bantul; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan monitoring trafik 

elektronik; 

f. pelaksanaan penanganan insiden keamanan informasi; 

g. pelaksanaan keamanan informasi pada system elektronik 

pemerintah daerah; 

h. pelaksanaan audit teknologi informasi komputer; 

i. penyelenggaraan internet sehat; 

j. penyusunan rancangan, pengembangan dan pengelolaan pola 

hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di 

lingkungan Kabupaten Bantul; 

k. penyediaan sarana dan prasarana komunikasi pemerintah; 

l. penyelenggaraan  operator perangkat telekomunikasi; 

m. pelaksanaan pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik 

pemerintah daerah; 



 

n. pelaksanaan kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan 

persandian lainnya untuk pengamanan terhadap kegiatan dan 

instalasi penting; 

o. pelaksanaan Security Operation Center; 

p. pengelolaan Bantul Command Center; 

q. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

keamanan informasi dan persandian; 

r. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi 

Keamanan Informasi dan Persandian; dan 

s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh  Kepala  Bidang 

Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan 

Persandian sesuai dengan bidang tugasnya. 

 4. Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik 

mempunyai  tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, 

pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi  

penyelenggaraan tata kelola e-government, pengembangan aplikasi 

informatika dan pengelolaan data statistic. Untuk melaksanakan tugas 1) 

Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program kerja Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi 

Informatika dan Statistik; 

b. perumusan kebijakan teknis bidang tata kelola e-government, aplikasi 

informatika dan statistik; 

c. pengoordinasian penyelenggaraan tata kelola e-government, 

pengembangan aplikasi informatika dan pengelolaan statistik. 

d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan tata kelola e-

Government, statistik sektoral, dan aplikasi telematika; 

e. perumusan kebijakan teknis terpadu implementasi pemerintahan 

berbasis TIK dan Smart City; 

f. penyelenggaraan layanan pemerintahan terintegrasi dan berbasis TIK; 

g. pengoordinasian  penyelenggaraan smart city; 

h. pengoordinasian sistem pemerintahan berbasis elektronik; 

i. pengembangan dan pelaksanaan inovasi TIK pada penyelenggaraan 

pemerintahan berbasis elektronik; 

j. pelaksanaan fungsi walidata; 

k. pengoordinasian penyusunan sistem informasi lintas organisasi 

perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah 



 

pusat serta non-pemerintah 

l. pembinaan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang 

tata kelola e-government, aplikasi informatika  dan statistik; 

m. pembinaan dan fasilitasi  pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan 

fungsional pada Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi 

Informatika dan Statistik; 

n. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Tata 

Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik; dan 

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan 

Statistik, terdiri atas : 

(1) Seksi Tata Kelola e-Government mempunyai tugas penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, koodinasi, pembinaan, pengawasan, 

pengendalian dan  evaluasi penyelenggaraan dan pengembangan  tata 

kelola e-Government. 

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Tata Kelola e-Government 

mempunyai fungsi: 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Tata Kelola e- Government; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tata kelola e-

Government; 

c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyenlenggaraan dan 

pengembangan tata kelola e-Government; 

d. penetapan regulasi dan kebijakan teknis terpadu implementasi e- 

Government; 

e. pelaksanaan penyusunan sistem informasi  lintas organisasi 

perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah 

pusat serta non-pemerintah; 

f. penyiapan bahan pengkoordinasian Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE); 

g. pengembangan Business Process Re-Engineering pelayanan pada 

lingkungan pemerintah dan non-pemerintah; 

h. penyelenggaraan sistem informasi Smart City, layanan interaktif 

pemerintah dan masyarakat; 

i. penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi 

penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi dan 

Smart City; 



 

j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja  Seksi Tata          

E-Government; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata 

Kelola         e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

(2) Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika mempunyai tugas penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, pembinaan, 

pengawasan, pengendalian dan  evaluasi dalam pengelolaan dan  

pengembangan  aplikasi informatika. 

Untuk  melaksanakan tugas, Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika 

mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Aplikasi 

Informatika; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis aplikasi 

informatika; 

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis aplikasi 

informatika; 

d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan dan 

pengembangan aplikasi informatika; 

e. pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang 

terintegrasi; 

f. pengembangan sumber daya pengelolaan aplikasi informatika; 

g. pengembangan dan pengelolaan aplikasi website dalam domain 

dan sub domain; 

h. pengelolaan domain pemerintah; 

i. pemeliharaan aplikasi pemerintah dan publik; 

j. penetapan standar format data dan informasi, walidata dan 

kebijakan teknis, layanan recovery data dan informasi; 

k. pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan; 

l. pelaksanaan layanan interoperabilitas; 

m. pelaksanaan layanan pusat Application Program Interface (API) 

daerah; 

n. penyelenggaraan internet kreatif, inovatif dan produktif; 

o. peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang 

teknologi informasi komunikasi; 

p. penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi  

pengembangan aplikasi informatika; 



 

q. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi 

Pengembangan Aplikasi Informatika; dan 

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata 

Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

(3)  Seksi Pengelolaan Data dan Statistik mempunyai tugas penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis, koodinasi, pembinaan, 

pengawasan, pengendalian dan  evaluasi pelaksanaan pengelolaan data 

statistik sektoral. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Data dan Statistik menyelenggarakan 

fungsi : 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Data dan Statistik; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan statistik; 

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis urusan 

statistik; 

d. pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data 

geospasial dan statistik sektoral; 

e. penyiapan bahan pembinaan dalam pelaksanaan tugas 

pengelolaan data geospasial dan statistik sektoral; 

f. peningkatan kapasitas kelembagaan data geospasial dan statistik 

sektoral; 

g. pengoordinasian  data geospasial dan statistik sektoral; 

h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

urusan statistik; 

i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi 

Pengelolaan Data dan Statistik; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata 

Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik sesuai 

dengan bidang tugasnya 

 

 

 

 



 

 Secara lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika 

dapat dilihat pada Gambar berikut ini: 

 

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Bantul 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan 

RPJPD dan RPJMD sebagaimana dalam pasal 17 sampai dengan Pasal 70 

berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJPD 

dan RPJMD. Sehingga Organisasi Perangkat Daerah meliputi Tujuan, Sasaran, 

Strategi dan Indikator harus selaras/ mengacu dengan Dokumen RPJMD 

Kabupaten Bantul, karena Tujuan, Sasaran, Strategi dan Indikator Organisasi 

Perangkat Daerah diharapkan dapat secara langsung mendukung dalam 

pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Daerah, atas dasar tersebut Dinas 

Komunkasi dan Informatika berdasarkan Tugas pokok dan fungsi membuat 

proses bisnis yang mendukung sasaran daerah sebagai berikut : 



 

Gambar 2.2 

Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 

Dikaitkan dengan Sasaran Daerah Kabupaten Bantul, tugas dan fungsi Dinas 

Komunikasi dan Informatika terkait erat dengan pencapaian pada misi ke-1 

Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, 

bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima yang didukung 

langsung oleh proses utama Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai 

berikut : 

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

Pada proses ini menekankan pada keterbukaan Informasi dan 

penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada 
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masyarakat sebagai bentuk upaya terhindar dari stiga negative 

masyarakat dan juga Bebas dari KKN 

2. Penyelenggaraan Aplikasi Informatika 

Proses ini menekankan pada Pembangunan aplikasi sebagai dasar 

penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Bantul, sehingga dengan 

mengadaptasi Perkembangan teknologi dengan tepat dapat 

meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien sebagai 

bentuk pelayanan yang baik kepada masyarakat. 

3. Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi 

Proses Ini menjadi tumpuan dari kedua proses diatas, karena 

Insfrastruktur TIK merupakan penunjang utama penyelenggaraan kedua 

proses diatas. 

Selain proses utama, terdapat juga proses pendukung yang juga berperan 

penting dalam terwujudnya sasaran. Prosesn pendukung dinas komunikasi 

dan informatika kabupaten bantul terdapat dua proses sebagai berikut : 

1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 

Proses ini mendukung langsung proses utama diatas, sebagai penangkal 

serangan siber yang semakin marak dalam perkembangan TIK seperti 

sekarang ini. 

2. Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

Sebagai dasar pembangunan, data Statistik Sektoral sangat berperang 

penting untuk menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan 

wilayah. 

 

2.2  Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.2.1 Sumber Daya Manusia 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Komunikasi 

dan Informatika didukung dengan sumber daya Manusia sebagai berikut: 

Berdasarkan jumlah PNS menurut data per 7 Januari 2021 dapat 

diperoleh kondisi dan data selengkapnya sebagai berikut: 

a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan 

Tabel 2.1 

Jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan 

NO PENDIDIKAN JUMLAH 

1 SMA/SMK 6 

2 D1 0 

3 D2 0 

4 D3 10 



 

NO PENDIDIKAN JUMLAH 

5 D4/S1 27 

6 S2 6 

JUMLAH 49 

Sumber : Subbag Umum Kepegawaian Kominfo, 2021 

Komposi Sumber Daya Manusia yang mampu mengampu ketugasan bidang 

komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian 

berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

disajikan dalam grafik sebagai berikut : 

  

Gambar 2.3 

Grafik jumlah pegawai berdasarkan berdasarkan tingkat pendidikan 

 

b. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan 

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan 

NO GOLONGAN JUMLAH 

1 Golongan I 0 

2 Golongan II 13 

3 Golongan III 31 

4 Golongan IV 5 

JUMLAH 49 

Sumber: Subbag Umum Kepegawaian Kominfo, 2021 

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseorang Pegawai 

Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian 

dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah 

penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai 

Negeri Sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri 

Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Jumlah 

pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika di sajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut : 

  



 

 

Gambar 2.4 

Grafik jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan 

c. Jumlah ASN yang menduduki eselon dan staf 

Tabel 2.3 Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf 

NO Jabatan JUMLAH 

1 Eselon II 1 

2 Eselon III A 1 

3 Eselon III B 3 

4 Eselon IV A 11 

5 Staff 34 

Jumlah 49 

Sumber: Subbag Umum Kepegawaian Kominfo, 2021 

Eselon merupakan tingkat jabatan struktural, eselon tertinggi sampai dengan 

Eselon terendah dan jenjang pangkat untuk setiap eselon sebagaimana 

tersebut dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 13 Tahun 2002. Pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf 

di sajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :  

 

 

Gambar 2.5 

Grafik  jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan 



 

d. Komposisi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Jenis 

Kelamin 

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 

NO Jabatan JUMLAH 

1 Laki-Laki 28 

2 Perempuan 21 

Jumlah 49 

Sumber: Subbag Umum Kepegawaian Kominfo, 2021 

Komposi Sumber Daya Manusia yang mampu mengampu ketugasan bidang 

komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian 

berdasarkan Jenis Kelamin pada Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan 

dalam grafik sebagai berikut : 

  

Gambar 2.6 

Grafik Komposisi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Jenis 

Kelamin 

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika hanya akan terwujud 

apabila didukung oleh aparatur yang kompeten, handal dan profesional. 

Demikian penting dan strategisnya peran pegawai menuntut 

diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, 

tepat dan terarah sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif 

bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Komunikasi dan Informatika.  

Tabel 2.6 

Kondisi sekarang dan Kebutuhan ideal SDM 

Urusan Kondisi 
sekarang 

Kebutuhan 
ideal 

Keterangan 
 

Komunikasi dan 
Informasi 
 

10 
 
 
 

28 
 
 
 

1. Pengelola data & 
Informasi 

2. Pengelola Informasi 
Publik 



 

Urusan Kondisi 
sekarang 

Kebutuhan 
ideal 

Keterangan 
 

 
 
 

 
 
 

3. Pengadministrasi 
Umum 

4. Pranata Hubungan 
Masyarakat 

6 23 1. Teknisi Komputer  
2. Web Programmer  
3. Mobile Programmer  
4. Sistem Analis  
5. Administrator Sistem  
6. Administrator 

Jaringan 

7 20 Pranata Komputer  

1 5 Analis Sistem 
Informasi 

1 3 Pengelola Data 

Statistik 1 2 Pengelola Data 
Statistik 

- 2 Pengelola Data 
Geospasial 

- 2 Statistik pelaksana 

- 2 Statistik Penyelia 

Persandian 7 13 Analis Persandian 
Analis Keamanan 
Informasi 

Sekretariat 14 20 1. Analis Program & 
pelaporan 

2. Bendahara  
3. Verifikator keuangan 
4. Penyimpan Barang 
5. Penyusun data dan 

informasi 
6. Penyimpan barang 
7. Pembantu 

Bendahara 
8. Pengadministrasi 

Umum 
9. Analis Sistem 

Manajemen 
10. Pengemudi 
11. Petugas kebersihan 

Sumber: Subbag Umum Kepegawaian Kominfo, 2021, diolah 

  



 

2.2.2 Sarana Prasarana Perangkat Daerah 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Komunikasi 

dan Informatika didukung pula dengan sarana prasarana sebagai 

berikut: 

Dinas Komunikasi dan Informatika yang berada di komplek Parasamya 

Bantul dengan menempati gedung sebelah barat di lantai 2 (dua) yang 

terdiri sebagai berikut : 

1) Ruang kerja Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang Infrastruktur 

Teknologi Informasi Keamanan dan Persandian Dinas Komunikasi 

dan Informatika menempati gedung yang dahulu dipakai Kantor 

Pengolahan Data Telematika; 

2) ruang kerja Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

menempati gedung sayap barat sebelah selatan lantai 3 (tiga) bekas 

kantor Bagian Humas; 

3) ruang kerja Bidang Tata Kelola E-Government Aplikasi Informatika 

dan Statistik menempati gedung sayap barat sebelah selatan lantai 2 

(dua) bekas ruang pelatihan computer; dan 

4) Ruang Sandi dan Telekomunikasi menempati menempati gedung 

sayap timur lantai 2 (dua) berbagi dengan ruang pelatihan BKPP. 

5) Ruangan Bantul Command Center yang menempati gedung sayap 

barat lantai 2 (dua) bekas ruangan staf ahli. 

6) Ruangan Data Center akan menempati gedung sayap barat, selantai 

dengan ruang sekretariat, tepatnya di atas kamar mandi mushola 

 

Dalam rangka mendukung terselenggaranya tugas pokok dan tata kerja 

serta pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilengkapi 

dengan peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimana telah tercatat 

dalam KIB B. Sarana dan prasarana mobilitas sebanyak 16 unit kendaraan 

dinas dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 2.7 

Sarana dan Prasarana Mobilitas Tahun 2021 

No Jenis Barang Jumlah (Unit) 

1 Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 6 

2 Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 11 

Sumber data : Sub.Bag. Program Keuangan dan Aset, data per 4 Januari 2021 

 



 

Selain sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas tersebut Dinas 

Komunikasi dan Informatika juga telah dilengkapi dengan berbagai 

macam/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan 

untuk mendukung kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari 

Sekretariat, bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, 

Infrastruktur Teknologi Informasi Keamanan dan Persandian dan bidang 

Tata Kelola E-Government Aplikasi Informatika dan Data Statistik. 

Dalam upaya meningkatkan tata kelola pada bidang komunikasi dan 

informatika, persandian dan statistik Dinas Komunikasi dan 

Informatika telah memanfaatkan teknologi informasi yang didukung 

dengan berbagai peralatan berupa sarana prasarana yang melengkapi 

warehouse data (Network Operational Center), jaringan Local Area 

Network (LAN), jaringan Wide Area Network (WAN), ruang pelatihan dan 

perangkat komputer beserta perlengkapannya.  

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengguna barang 

milik daerah telah melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang 

milik daerah yang berada dalam penguasaannya sebagaimana yang 

tercantum dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau dalam Buku 

Inventaris (BI) Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan Buku 

Inventaris (BI) per 30 Desember 2020 barang milik daerah yang telah 

mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi 

dan Informatika sebagaimana disajikan pada tabel dan grafik sebagai 

berikut :  

Tabel 2.8 

Data Jumlah dan Jenis aset berdasarkan Saldo akhir 2020 

No Jenis Barang Jumlah Nominal Keterangan 

1 Tanah                                  KIB A 

2 Peralatan dan Mesin   33.151.966.941 KIB B 

3 Gedung dan 
Bangunan 

       363.492.800 KIB C 

4 Jalan Irigasi dan 
jaringan 

       458.207.500 KIB D 

5 Aset tetap lainnya          49.390.000 KIB E 

 6 Aset lainya (tak 

berwujud) 

      588.460.128   



 

No Jenis Barang Jumlah Nominal Keterangan 

7 Jumlah Aset Bruto   34.611.517.369  

8 Akumulasi 

penyusutan 

     24.219.607.543  

  JUMLAH ASET 
BERSIH 

10.391.909.826   

Sumber : CALK Dinas Kominfo, 2020 

 

2.3 Kinerja Perangkat Daerah  

Dinas komunikasi dan informatika mempunyai tugas membantu Bupati 

dalam bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang 

statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang disesuaikan 

dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk 

mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Bantul menyelenggarakan : 

a. Urusan Komunikasi dan Informatika 

b. Urusan Statistik  

c. Urusan Persandian  

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan 

Informatika dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan 

Informatika Nomor 27/Per/M.Kominfo/12/2011 tentang petunjuk teknis 

standar pelayanan minimal bidang Komunikasi dan Informatika di 

Kabupaten/Kota dan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan 

fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang telah 

tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul 2022-2026 dan 

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 

2022-2026, Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional maupun 

daerah yang mendukung pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan 

Informatika, maka telah dilaksanakan diseminasi informasi melalui media 

massa, media online, media tradisional (pertura), diskusi, buletin spanduk 

dan baliho.  

 

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Dalam Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi 



 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Pengukuran ini 

merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan 

pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, 

keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Strategi pencapaian visi dan misi 

yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja tahun 2016-2021 ini adalah 

berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. 

Penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program, 

dan kegiatan yang sesungguhnya dalam Kinerja tahun 2016-2021. Dari 

penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. 

Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan 

akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan 

realisasi kinerja dengan rumus sebagai berikut : 

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas komunikasi dan informatika 

kabupaten bantul mempunyai 2 indikator kinerja utama yaitu : 

  Tabel 2.9 

Indikator Kinerja Utama Dinas komunikasi dan informatika 

No Indikator Formulasi Satuan 

1 Persentase OPD yang 

menerapkan Layanan 

unggulan Digital 

Government Service 

(DGS) 

Realisasi/Rencana *100% diukur 

dengan mengakumulasi capaian 5 

unsur, antara lain: Infrastruktur, 

data Warehouse, pengelolaan 

aplikasi, pengelolaan SDM dan 

Regulasi. 

% 

2 Indeks kualitas 

layanan informasi 

publik 

Hasil survey terhadap kepuasan 

masyarakat dalam pelayanan 

informasi dan komunikasi. 

% 

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021 

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang 

telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara 

lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas 

Komunikasi dan Informatika. Adapun program-program yang mendukung 

masing-masing sasaran tahun 2017-2021 sebagai berikut: 

  



 

Tabel 2.10 

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2017-2020 

No Sasaran Strategis Program Perangkat Daerah 

1. Peningkatan Penyelenggaraan 

sistem informasi dan 

komunikasi berbasis teknologi 

sesuai standar 

  

1. Program Pengembangan 

Komunikasi, Informasi Dan Media 

Massa 

2. Program Fasilitasi Peningkatan 

SDM Bidang Komunikasi Dan 

Informasi 

3. Program Pengkajian dan 

Pengembangan Persandian 

4. Program Pengkajian Dan Penelitian 

Bidang Informasi Dan Komunikasi 

2. Peningkatan indeks kepuasan 

masyarakat terhadap 

penyelenggaraan informasi 

publik 

1. Program Kerjasama Informasi 

Dengan Mas Media 

2. Program Penyajian Data Statistik 

Daerah 

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 2.11 
Pencapain Kinerja Pelayanan  

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 

NO 

INDIKATOR 

KINERJA 
PERANGKAT 

DAERAH 

SATUAN 

TARGET REALISASI RASIO CAPAIAN (%) 

PENGAMPU 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Persentase 

SKPD yang 
menerapkan 
Layanan 
unggulan 
Digital 
Government 
Service (DGS) 

% n/a 70 75 80 85 90 n/a 75 
76,9
6 

80,6
9 

86,2
7 

90 
n/a 

107,1

4 

102,6

1 

100,8

6 

101,4

9 
100 

Dinas 

Komuniasi 

dan 

Informatika 

2 

Index 
kualitas 
layanan 
informasi 

publik 

% n/a 70 75 80 83 85 n/a 
75,3
2 

75,3
2 

78,5
6 

83,0
3 

85 
n/a 107,6 

100,4

2 
98,2 

100,0

4 
100 

Dinas 

Komuniasi 

dan 

Informatika 

3 

Persentase 

perluasan 

infrastruktur 

jaringan 

% 60 60 72 72 75 78 60 60 76,5 72 75 78 

100

% 
100% 100% 100% 100% 

100

% 

Bidang 

Infrastruktur 

Teknologi 

Informasi, 

Keamanan 

Informasi dan 

Persandian 

4 

Persentase 

pembanguna

n pusat data 

(warehouse 

data) 

% 40 45 50 52 55 60 40 45 70 52 55 60 

100

% 
100% 100% 100% 100% 

100

% 

Bidang Tata 

Kelola e-

Government, 

Aplikasi 

Informatika 

dan Data 



 

Statistik 

5 

Prosentase 

perangkat 

daerah yang 

telah 

menggunaka

n layanan 

persandian 

% n/a n/a n/a 
18,
5 

28 37 n/a n/a n/a 18,5 28 37 
N/A N/A N/A 100% 100% 

100

% 

Bidang 

Infrastruktur 

Teknologi 

Informasi, 

Keamanan 

Informasi dan 

Persandian 

6 

Persentase 

SDM yang 

memiliki 

pengetahuan 

dan 

keterampilan 

berbasis TI 

% 
n/
a 

46 47 48 49 50 
n/
a 

46 44 48 49 50 
N/A 100% 100% 100% 100% 

100

% 

Bidang Tata 

Kelola e-

Government, 

Aplikasi 

Informatika 

dan Data 

Statistik 

7 

prosentase 

peningkatan 

tata kelola 

sistem 

informasi 

dan layanan 

publik 

% 
n/
a 

65 65 67 70 75 
n/
a 

65 65 67 70 75 
N/A 100% 100% 100% 100% 

100

% 

Bidang Tata 

Kelola e-

Government, 

Aplikasi 

Informatika 

dan Data 

Statistik 

8 

Persentase 

peningkatan 

sosialisasi 

pembanguna

n 

pemerintah 

daerah 

% 
n/

a 
65 67 70 72 75 

n/

a 
65 67 70 72 75 

N/A 100% 100% 100% 100% 
100

% 

Bidang 

Pengelolaan 

Informasi dan 

Komunikasi 

Publik 



 

9 

Jumlah data 

statistik 

daerah 

sebagai 

acuan 

pembanguna

n 

dokume

n n/a n/a n/a n/a 1 1 n/a n/a n/a n/a 1 1 
N/A N/A N/A N/A 100% 

100

% 

Bidang Tata 

Kelola e-

Government, 

Aplikasi 

Informatika 

dan Data 

Statistik 

10 

Persentase 

Penyelenggar

aan Acara 

Kedinasan 

Yang Sesuai 

Dengan SOP 

% 10
0 

10
0 

10
0 

100 
10
0 

100 
10
0 

100 100 100 100 
10
0 

100 100 100 100 100 100 

Sekretariat 

Daerah- 

Bagian 

Humas Dan 

Protokol 

11 

Peningkatan 

infrastruktur 

jaringan 

internet dan 

intranet 

% 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

100

% 
100% 100% 100% 100% 

100

% 

Seksi 

Infrastruktur 

Teknologi 

Pemerintah 

12 

peningkatan 

kapasitas 

data center 

Pemkab. 

Bantul 

% 90 80 90 90 90 90 90 80 90 90 90 90 

100

% 
100% 100% 100% 100% 

100

% 

Seksi 

Infrastruktur 

Teknologi 

Informasi 

Non-

Pemerintah 

13 

Penyelenggar

aan 

pemberdayaa

n telematika 

dan 

pengembang

% 80 80 90 90 90 90 80 80 82.5 90 90 90 

100

% 
100% 100% 100% 100% 

100

% 

Seksi Tata 

Kelola e-

Government 



 

an system 

informasi 

14 

Terlaksanany

a 

Penyusunan 

dan publikasi 

peraturan 

Pemerintah 

Daerah 

bidang TIK 

layanan 
n/a 75 80 80 80 80 n/a 75 80 80 80 n/a 

N/A 100% 100% 100% 100% N/A 

Seksi Tata 

Kelola e-

Government 

15 

Persentase 

gangguan 

informasi 

yang 

tertangani 

% 
n/a n/a 80 n/a n/a n/a n/a n/a 100 n/a n/a n/a 

N/A N/A 125% N/A N/A N/A 

Seksi 

Keamanan 

Informasi dan 

Persandian 

16 

Pelatihan 

Aparatur 

Pemerintah 

di bidang 

Teknologi 

dan 

Informasi 

orang 23
8 

23
8 

23
8 

238 
23
8 

238 
22
8 

238 200 238 238 
23
8 

96% 100% 100% 100% 100% 
100

% 

Seksi 

Pengembanga

n Aplikasi 

Informatika 

17 

Peningkatan 

Penyelenggar

aan 

Informasi 

Publik 

% 
n/a 0 

10
0 

100 
10
0 

100 n/a 0 100 100 100 
10
0 

N/A N/A 100% 100% 100% 
100

% 

Seksi Tata 

Kelola e-

Government 

18 
Terlaksanany

a Kegiatan 

% 
n/a 94 

10
0 

100 
10
0 

100 n/a 94 100 100 100 
10
0 

N/A 100% 100% 100% 100% 
100

Seksi 

Pemberdayaa



 

PPID % n dan 

Kemitraan 

19 

Cakupan 

pengembang

an dan 

pemberdayaa

n Kelompok 

Informasi 

Masyarakat 

di Tingkat 

Kecamatan 

% 
n/a 98 

10

0 
100 

10

0 
100 n/a 98 112 100 100 

10

0 

N/A 100% 100% 100% 100% 
100

% 

Seksi 

Pemberdayaa

n dan 

Kemitraan 

20 

Jumlah 

pemanfaatan 

media massa 

dalam 

penyebarluas

an 

penyelenggar

an 

pemerintah 

daerah 

Mass 

Media 9 9 9 9 5 5 9 9 9 9 5 5 

100

% 
100% 100% 100% 100% 

100

% 

Seksi 

Produksi dan 

Distribusi 

Informasi 

Publik 

21 

Jumlah 

penyampaian 

informasi 

pembanguna

n dan 

penyelenggar

aan 

pemerintah 

melalui 

website 

pemerintah 

Berita 30
0 

44
4 

40
0 

440 
48
0 

520 
30
0 

444 420 440 480 
52
0 

100

% 
100% 100% 100% 100% 

100

% 

Seksi 

Pengelolaan 

Opini Publik 

dan 

Pelayanan 

Pengaduan 



 

daerah 

22 

Jumlah 
media yang 
digunakan 
untuk 
penyuluhan 
kepada 
masyarakat 

Mass 
Media 

n/a n/a n/a n/a 9 9 n/a n/a n/a n/a 9 n/a 
N/A N/A N/A N/A 100% N/A 

seksi 

Pengelolaan 

Opini Publik 

dan 

Pelayanan 

Pengaduan 

23 
Jumlah 
kunjungan 
kerja 

Kunjung
an 

40
0 

40
0 

40
0 

400 
40
0 

40
0 

40
0 

400 400 400 400 
40
0 

n/a 100% 100% 100% 100% 
100

% 

Sekretariat 

Daerah- 

Bagian 

Humas Dan 

Protokol 

24 

Jumlah 
Upacara 
Hari-Hari 

Besar 
Nasional Dan 
Hari Jadi 
Kabupaten 

kali 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

100

% 
100% 100% 100% 100% 

100

% 

Sekretariat 

Daerah- 

Bagian 

Humas Dan 

Protokol 

25 
Pengelolaan 
Informasi 
Media Massa 

Publikas
i 

26
0 

26
0 

26
0 

260 
26
0 

260 
26
0 

260 260 260 260  

100

% 
100% 100% 100% 100% 

100

% 

Sekretariat 

Daerah- 

Bagian 

Humas Dan 

Protokol 

Sumber : Dinas Kominfo & Bagian Humas dan Protokol , 2021 diolah 
 

Realisasi dan capaian humpro



 

A. Hambatan Pencapaian IKU 

Pencapaian target IKU terhadap indikator Indeks Kualitas Layanan Informasi 

Publik pada Tahun 2020 dibawah 100% disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah: 

1. Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government 

Service (DGS)  

a. Belum optimalnya pelayanan akses jaringan internet dan intranet baik 

kepada Perangkat daerah maupun masyarakat. 

b. Belum optimal pengelolaan keamanan informasi 

c. Tumpang tindih kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola e-

government 

 

2. Index kualitas layanan informasi publik  

a. Adanya pergeseran media yang digunakan masyarakat untuk mengakses 

informasi publik, dari era manual menuju era digital, seperti minat baca 

masyarakat terhadap surat kabar, majalah dan bulletin kurang diminati, 

bergeser ke media online. 

b. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan media komunikasi public 

yang berbasis online. 

 

B. Faktor pendukung Capaian Indikator Kinerja Utama 

a. Dokumen perencanaan yang telah dibukukan berupa Master Plan Smart 

City 

b. Regulasi pendukung implementasi teknologi informasi dan komunikasi. 

c. Komitmen Pimpinan dalam mewujudkan Bantul Smart City 

d. SDM yang kompeten dan berintegritas 

 

C. Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020 

Dari 3 urusan yang dikelola, menghasilkan keluaran yang menunjang 

pelayanan informasi dan komunikasi, yaitu : 

1. Publikasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul, melalui 

media sosial, buletin, iklan layanan masyarakat, siaran radio maupun 

televisi yang dikemas dalam dialog interaktif. 

2. Meluasnya infrastruktur jaringan internet dan intranet Perangkat Daerah 

Pemerintah Kabupaten Bantul dengan pembangunan jaringan fiber optic 

sepanjang 53 Km yang menghubungkan 10 kecamatan, 11 Puskesmas, 

Perpusda dan Pasar Bantul., kecamatan, dan pemerintah tingkat desa 



 

serta Puskesmas. Jalur pembangunan bacbone Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Bantul tahun 2020 sebagai berikut :  

Gambar 2.7 

Peta Jaringan Fiber Optik Kabupaten Bantul  

 

Sumber: Seksi Infrastruktur Teknologi Pemerintah, 2021 

3. Tersedianya Infrastruktur Jaringan internet Jaringan Wide Area Network 

(WAN) pada akhir tahun 2020 mencapai sebanyak 221 titik lokasi, dari 

yang sebelumnya 144 di tahun 2019. Lokasi tersebut diantaranya: 

seluruh Perangkat Daerah, 28 UPT, 17 Kantor Kapanewon, 75 Kantor 

Kalurahan, 29 Titik di Puskesmas, 7 Sekolah dan 39 titik vital lainnya 

berupa pasar, BUMD, fasilitas kesehatan dan Kelompok Informasi 

Masyarakat (KIM).  

4. Tersedianya Layanan Hotspot 

 Layanan Hotspot dibedakan untuk 2 kepentingan yaitu untuk pelayanan 

dan untuk penggunaan umum. Hotspot untuk pelayanan tersedia di 

semua titik WAN dengan pengguna instansi pemerintahan, diantaranya : 

✓ Kantor Bupati (Ruang lobi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris 

Daerah) 

✓ Ruang Layanan PBB, AKTA, Perijinan dan Pengadaan Barang Jasa 

✓ Perpustakaan Daerah 

✓ Sekretariat Dewan/Kantor DPRD Kab. Bantul 

✓ 45 PERANGKAT DAERAH 

✓ 17 Kantor Kapanewon  



 

✓ 75 Kantor Kalurahan 

✓ Rumah Sakit  

✓ 27 Puskesmas 

✓ 5 Pasar 

✓ Pusat Informasi Bisnis dan Teknologi (PIBT) Gabusan sebagai Pusat 

Perdagangan Hasil Karya Masyarakat Bantul oleh UKM 

✓ Tourism Information Center 

✓ Layanan Hotspot untuk penggunaan umum atau wifi public terletak 

pada beberapa sarana umum atau KIM diantaranya : 

➢ Lapangan Paseban 

➢ Taman Adipura 

➢ Pasar Bantul 

➢ Makam Raja  

➢ 17 Titik KIM 

5. Terpeliharanya kestabilan koneksivitas infrastruktur jaringan internet 

dan intranet Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul 

6. Terbangunnya aplikasi sistem informasi administrasi kesiswaan yang 

dapat membantu memfasilitasi pengolahan data untuk kepentingan 

perkembangan kesiswaan di sekolah-sekolah. 

7. Terpeliharanya aplikasi sistem yang mendukung pengolahan data 

perencanaan pembangunan dan rencana kegiatan dan keuangan, data 

keuangan dan sampai ke pengendalian pembangunan serta pelaporan 

pelayanan kesehatan masyarakat. 

8. Terbangunnya komitmen bersama seluruh pimpinan OPD untuk segera 

membangun dan mengembangkan teknologi informasi guna mewujudkan 

E-Government sebagai salah satu pengungkit terlaksananya percepatan 

reformasi birokrasi. 

9. Terlatihnya ketrampilan sumber daya manusia untuk aparat pemerintah 

khususnya desa di bidang komunikasi dan informasi yang berbasis 

teknologi. 

10. Terselenggaranya  Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul. 

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul yang 

diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dimulai pada 

tahun 2019 dengan melibatkan semua perangkat daerah dan Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Bantul. Proses yang telah dilalui mulai dari 

perencanaan, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan 

data. Pada tahun 2020 Kabupaten Bantul melalui Dinas Komunikasi dan 



 

Informatika telah membangun portal data geospasial (geoportal) dan 

portal data statistik sektoral yang dapat diakses di 

http://data.bantulkab.go.id/ dan telah terhubung ke geoportal nasional 

https://tanahair.indonesia.go.id/ dan portal data nasional 

https://data.go.id/. Data statistik sektoral yang telah dipublikasikan 

melalui portal data https://data.bantulkab.go.id/ sejumlah 380 

kumpulan data (dataset) dan 739 data (resource) yang diunggah oleh 37 

perangkat daerah dan satu desa (Desa Panggungharjo). Desa 

Panggungharjo menjadi pilot project nasional oleh Sekretariat SDI 

Bappenas untuk integrasi data nasional sampai dengan tingkat desa. 

Adapun sejumlah 18 kumpulan data (dataset) dan 27 data (resource) 

tidak dipublikasikan karena berstatus privat atas permintaan produsen 

data. Data geospasial yang telah dipublikasikan melalui portal data 

https://data.bantulkab.go.id/ sejumlah 157 layer data spasial. 

11. Terfasilitasinya Kunjungan Kerja di Kabupaten Bantul 

12. Upacara Hari-Hari Besar Nasional Dan Hari Jadi Kabupaten 

13. Pengelolaan Informasi Media Massa 

Pers Rilis Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati s.d tahun 2020 sebanyak 

260 kali. 

 

 



 

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah 

Prinsip penganggaran belanja adalah merupakan penetapan 

rencana belanja pada batas tertinggi yang boleh dikeluarkan. Sementara 

untuk Anggaran Pendapatan berpedoman pada prinsip pencapaian 

pendapatan minimal yang harus diperoleh. 

Penggunaan anggaran yang baik tercermin produktif, efektif, dan 

efisiensi kerja yang berdampak pada kinerja dari perangkat daerah. 

Akuntabilitas di sektor publik digunakan tidak hanya untuk 

meminimalisir kecenderungan kecurangan atau penyalahgunaan 

wewenang tetapi dapat juga untuk meningkatkan kinerja Pemerintah 

Daerah, serta pemerintah wajib mempertanggungjawabkan, menyajikan, 

melaporkan dan mengungkap segala aktivitas dan kegiatan kepada 

masyarakat.  

Transparansi publik pemerintah daerah dimaksudkan untuk 

menyajikan segala informasi kepada masyarakat secara terbuka dan 

sebenar-benarnya agar dapat mengerti dan dipantau oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan. Salah satu prinsip manajemen keuangan daerah 

yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah adalah 

transparansi.  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika dari tahun 2017-2021 sebagai berikut :



 

Tabel 2.12 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 

No URAIAN  

ANGGARAN REALISASI RASIO CAPAIAN (%) 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 
201

7 

201

8 

201

9 
2020 2021 

1 
Pendapata

n 

 
674.000.00

0  

1.376.964.0

00  

 
269.064.00

0  

 
500.000.00

0  

535.500.00

0 

1.297.332.

000 

2.631.258.

000 

1.758.744.

000  

1.272.420.

000  

535.500.

000  

192

% 

191

% 

654

% 
254% 

100

% 

2 Belanja 
17.418.860.

100  

22.529.692.

446  

24.162.400

.306  

17.044.520

.465  

18.339.110

.427 

16.721.876

.199  

20.596.406

.949 

23.066.792

.936  

15.740.867

.365  

18.339.1

10.427  
96% 91% 95% 92% 

100

% 

 
Belanja 
Operasi 

 NA   NA   NA   NA  
15.471.561

.745 
 NA   NA   NA   NA  

 
15.471.5

61.745  
 NA   NA   NA   NA  

100
% 

a 
Belanja 
Tidak 
Langsung 

2.763.731.4
00  

3.134.033.6
46  

2.938.943.
672  

3.164.536.
724  

 NA  
2.680.302.

792  
2.726.730.

302  
2.714.524.

685  
2.645.902.

755  
 NA  97% 87% 92% 84%  NA  

b 
Belanja 
Langsung 

14.655.128.
700  

19.395.658.
800  

20.587.181
.634  

13.879.983
.741  

 NA  
14.041.573

.407  
178696766

47 
19.734.358

.251  
13.505.771

.775  
 NA  96% 92% 96% 97%  NA  

- 
Belanja 
Pegawai 

 NA   NA   NA  
 

464.470.00

0  

5.590.229.
247  

 NA   NA   NA  
 

462.740.00

0  

5.590.22
9.247  

 NA   NA   NA  
99,6

% 
100

% 

- 
Belanja 
Barang 

dan Jasa 

7.853.974.3

00  

11.331.176.

600  

11.942.103

.283  

10.317.813

.720  

9.881.332.

498  

7.422.315.

707  

10.287.341

.950  

11.564.077

.749  

10.106.679

.961  

9.881.33

2.498  
95% 91% 97% 98% 

100

% 

- 
Belanja 

Modal 

6.801.154.4

00  

8.064.482.2

00  

8.645.078.

351  

3.097.700.

021  

2.867.548.

682  

6.619.257.

700  

7.582.334.

697  

8.170.280.

502  

2.936.351.

814  

2.867.54

8.682  
97% 94% 95% 95% 

100

% 

Keterangan: data diatas merupakan kinerja keuangan sebelum Perda No. 5 Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 2.13 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Humas Kabupaten Bantul 

N

o 

Uraian 

Sumber 

Keuanga

n 

Anggaran**) Realisasi Rasio Realisasi dan Anggaran 

201

6 

2017 2018 2019 2020 2021 201

6 

2017 2018 2019 2020 2021 201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

 1 Belanja 

Tidak 

Langsun

g 

                                   

 2 Belanja 

Langsun

g 

 n/

a 

526.080.

400 

1.127.402.

600 

606.506.

710 

897.245.

110 

  490.530.

715 

 

926.572.

950 

588.321.

440 

 

639.970.

000 

 

  93

% 

82

% 

97

% 

71

% 

  

  • Belanj
a 
Pegaw

ai 

  n/

a 

                  

  • Belanj

a 
Modal 

  n/

a 

113.074.

000 

8.750.000 225.738.

710 

296.221.

110 

 

  90.750.7

50 

8.068.60

0 

202.791.

110 

175.200.

000 

 

  80

% 

92

% 

90

% 

59

% 

  

  • Belanj
a 

Baran
g Dan 
Jasa 

  n/

a 

413.006.

400 

1.118.652.

600 

 

380.768.

000 

601.024.

000 

 

  399.779.

965 

 

918.504.

350 

 

385.530.

330 

 

464.770.

000 

 

  97

% 

82

% 

101

% 

77

% 

  

 Belanja            394.071.5

00  

          394.071.5

00  

         100

%  

3 • Belanj

a 
Opera
si 

     337.921.5

00 

     337.921.5

00 

     100

%  

4 • Belanj
a 
Modal 

     56.150.00

0 

     56.150.00

0 

     100

%  



 

5 • ·Belan

ja 
Tidak 
Terdu
ga 

                  

  ·  

Belanja 

Transfer 

                  

Sumber : Bagian Humas dan Protokol, 2021, diolah



 

Berdasarkan hasil pengukuran realisasi anggaran Dinas Komunikasi 

dan Informatika Tahun 2017-2020, disimpulkan bahwa seluruh realisasi 

anggaran berkriteria Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 

94,42 %. Dari table 2.7 realisasi anggaran terendah pada tahun 2018 

dengan capaian 91% dan capaian tertinggi pada tahun 2017 dengan rasio 

capaian 96%, Selengkapnya pada tahun 2019 rasio capaian mencapai 

95%; Tahun 2020 mencapai 92%. Sedangkan Tahun 2021  kita asumsikan 

100%  

Grafik 2.1  
Rencana, Realisasi 

Pendapatan dan Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika 

 

 
Dari grafik realisasi pendapatan dan belanjanya dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Adanya defisit anggaran yang cukup besar karena potensi pendapatan 

jauh dibawah kebutuhan belanjanya OPD. Tetapi realisasi pendapatan 

selalu melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini karena didalamnya 

terdapat realisasi pembayaran piutang retribusi yang dibayar oleh 

provider, yang penganggaranya diestimasikan dibawah nillai nominal 

piutang.  

2. Realisasi belanja berada dibawah anggaran belanja, hal ini disebabkan 

adanya efisiensi belanja dan adanya sisa lelang pengadaan barang dan 

jasa, maupun belanja modal. 

Salah satu prinsip Good Governance yaitu akuntabilitas yang 

menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi 

tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik,  sehingga 

pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian 

penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 

kepada publik telah dicapai. Sistem akuntabilitas kinerja berpedoman 

pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 



 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Regulasi ini mengatur tentang 

kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. 

Skala nilai peringkat kinerja diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan Skala Nilai Peringkat Kinerja 

Dinas Komunikasi dan Informatika 

Tabel 2.14 Skala Nilai Peringkat Kinerja 

No 

Interval Nilai 

Realisasi 

Kinerja 

Kriteria Penilaian Realisasi 

Kinerja 
Kode 

1 ≥ 90,1 Sangat Tinggi  

2 75,1 ≤ 90 Tinggi   

3 65,1 ≤ 75 Sedang   

4 50,1 ≤ 65 Rendah   

5 ≤ 50 Sangat Rendah  

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 

Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi 

Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di 

daerah telah dituangkan di dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang 

penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government). 

Melalui pengembangan e-government pemerintah diharapkan dapat melakukan 

penataan sistem manajeman dan proses kerja di lingkungan pemerintah 

dengan mengoptimalkan pemanfaaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

Pengembangan e-government merupakan upaya untuk 

mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis 

(menggunakan) elektronik adalah adanya pemangkasan biaya dan waktu, 

serta meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Melalui 

pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan 

proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK), agar pelayanan publik dapat diakses 

secara mudah dan murah oleh masyarakat. 

Tuntutan akan adanya pelayanan yang semakin baik kepada 

masyarakat tersebut, mengharuskan pemerintah daerah untuk segera 

melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Optimalisasi 

pemanfaatan kemajuan TIK ditujukan untuk mengeliminasi sekat-sekat 



 

organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan 

proses kerja yang memungkinkan setiap instansi pemerintah bekerja secara 

terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan 

publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian antara 

pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan 

lainnya setiap saat dapat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah 

secara optimal. 

Hasil analisis Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul, dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Bantul maka tantangan dan 

peluang pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah  

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek yang tidak selalu 

mudah dikendalikan dalam dinamika pembangunan  

2. Kesenjangan akses data dan informasi diberbagai sektor. 

3. Kemampuan pengendalian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi masih lemah 

4. Sikap proaktif masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi 

belum optimal. 

5. Permasalahan pengawasan dan pengendalian teknologi informasi dan 

komunikasi semakin kompleks 

6. Lemahnya penegakan hukum di bidang teknologi dan informasi  

7. Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap 

program Smart City 

 

Disisi lain juga terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam mewujudkan pelayanan 

yang baik, sebagai berikut : 

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pesat. 

2. Dukungan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

3. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi mulai berkembang. 

4. Investasi bidang teknologi informasi dan komunikasi sangat tinggi. 

5. Kepemilikan perangkat teknologi informasi semakin terjangkau oleh 

masyarakat. 

6. Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi/Pusat terhadap perwujudan 

Smart City 



 

BAB III. 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

3.1  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Perangkat Daerah 

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya 

timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, 

kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan 

ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal 

bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan 

diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi 

faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang. Faktor-faktor 

penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor 

faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam 

memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan 

keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan 

untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan SKPD yang 

tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi 

dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga 

menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam 

pelayanan kepada masyarakat. 

Upaya untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan 

daerah telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 

serangkaian kebijakan, program dan Kegiatan serta sumber pendanaan 

secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat 

berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau 

keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan 

dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui 

serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan 

berkelanjutan.  

Dengan berkembangnya permasalahan dan kompleksnya 

pelayanan, maka aspek dan indikator pengukuran keberhasilan 

penanganan masalah yang ditangani juga mengalami penyesuaian. 

Berkaitan dengan hal tersebut, pada periode Renstra lima tahun 

kedepan juga mengalami perubahan indikator kinerja utama, dimana 

terdapat penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 



 

Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Serta Peraturan 

Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. 

Adapun perubahan indikator kinerja digambarkan sebagai berikut : 

a. Urusan Komunikasi dan Informatika 

Urusan ini diukur dengan Indikator: 

● Indeks kualitas layanan informasi publik 

Pengukuran Indeks kualitas layanan informasi public melalui  

survey terhadap masyarakat pengguna informasi dan komunikasi. 

Survey yang dilakukan mencakup : 

1. kualitas sistem informasi 

2. kualitas informasi 

3. kualitas layanan informasi 

4. kepuasan pengguna informasi 

Kegiatan yang memberikan kontribusi besar kecilnya nilai indeks, 

yaitu  media yang digunakan, sasaran masyarakat pengguna 

informasi, serta konten berita yang tersampaikan. Dinas 

Komunikasi dan informatika berusaha membaca dan mengikuti 

trend perkembangan informasi tersebut dengan menganalisis 

melalui Big Data, kegiatan pemberdayaan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kelompok Informasi 

Masyarakat (KIM), serta penyebarluasan informasi sesuai topik 

yang menjadi isu-isu dinamis di masyarakat.  

● Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) 

Pada era digital, kebutuhan sarana dan prasarana komunikasi 

dan informasi sangat mendesak untuk dipenuhi. Beberapa aspek 

yang harus dipenuhi, yaitu :  

1. insfrastruktur Jaringan internet/intranet,  

2. penyediaan Bandwith,  

3. penyediaan  frekuensi radio,  

4. Disaster Recovery Center (DRC),  

5. Data Center dan  Command Center.  

Kebutuhan pemenuhan sarana prasarana komunikasi dan 

informasi tersebut di siapkan guna memfasilitasi pelayanan dan 

transaksi elektronik di Perangkat Daerah, maupun pelayanan 

publik lainya. 



 

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) 

dikembangkan  oleh  International  Telecommunication  Union  

(ITU). IP-TIK  sangat  penting  sebagai  ukuran  standar  tingkat 

pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat dibandingkan 

antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, IP-TIK juga  mampu  

mengukur pertumbuhan pembangunan TIK,  mengukur  gap  

digital  atau  kesenjangan  digital  antarwilayah,  dan  mengukur 

potensi pembangunan TIK. Penimbang untuk Indikator dan 

subindeks mengacu  pada  metodologi  dari  ITU  pada  publikasi 

Measuring Information Society tahun 2016 mencakup : 

1. Akses dan Infrastruktur, dengan indicator subindek : 

a. Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk 

b. Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk  

c. Bandwidth internet internasional per pengguna  

d. Persentase rumah tangga dengan komputer  

e. Persentase rumah tangga dengan akses internet 

2. Penggunaan , dengan indicator subindek : 

a. Persentase individu yang menggunakan internet  

b. Pelanggan fixed broadband internet per 100 penduduk  

c. Pelanggan mobile broadband internet aktif per 100 

penduduk 

3. Keahlian , dengan indicator subindek : 

a. Rata-Rata Lama Sekolah  

b. Angka partisipasi kasar sekunder   

c. Angka partisipasi kasar tersier 

 

● Nilai Tata Kelola SPBE 

     Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN-RB melakukan 

penilaian secara periodik terhadap pelaksanaan dan implementasi 

Teknologi Informasi melalui Penilaian Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE), berdasarkan Peraturan Kementerian 

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.59 

tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penilaian aspek tata kelola 

SPBE meliputi : 

2. Perencanaan strategis, dengan indikator : 

d. Arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah 



 

e. Peta rencana SPBE instansi pusat/pemerintah daerah 

f. Rencana dan anggaran SPBE  

g. Inovasi proses bisnis SPBE 

3. Teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator : 

a. Pembangunan aplikasi SPBE 

b. Layanan Pusat Data 

c. Layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah 

d. Penggunaan sistem penghubung layanan instansi 

pusat/pemerintah daerah 

4. Penyelenggaraan SPBE, dengan indikator : 

a. Tim koordinasi instansi pusat/pemerintah daerah 

b. Kolaborasi penerapan SPBE 

b. Urusan Statistik 

 Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis 

dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik 

menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 

25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data 

dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data 

statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada 

masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan 

kebijakan pemerintah Selain itu, statistik juga berguna untuk 

mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa kinerja 

dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator kualitatif dan 

kuantitatif. Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya 

penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan 

relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan 

informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai 

kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta 

Meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah. Sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, maka statistik merupakan urusan yang dikelola oleh Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota. 

 Dalam hal ketugasan sebagai koordinator pengelolaan data 

statistik sektoral, Dinas Komunikasi dan Informatika berkoordinasi 

dengan BPS berkewajiban menyajikan data, seperti: 

● Buku Profil Daerah 



 

● Kabupaten dalam angka 

● Survey statistik sektoral 

● Mewujudkan Satu Data Indonesia 

● Pengelolaan geoportal dan geospasial 

 

c. Urusan Persandian  

 Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang diampu oleh 

Dinas Komunikasi dan inofrmatika adalah urusan persandian. 

Kewenangan perangkat daerah terkait dengan urusan persandian 

telah dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka 

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 

Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah 

Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan 

untuk bidang persandian. 

 Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk 

pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola 

Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, 

ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator 

keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan 

juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan 

persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan 

yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan 

informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang 

harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang 

membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya 

Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan 

komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola 

hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah 

organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk 

mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio 

dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam 

komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat 

daerah (Majalah Info Singkat Permendagri Vol. VIII, No. 

09/I/P3DI/Mei/2016). Untuk mengaplikasikan indikator tersebut 

perlu adanya kerjasama antara urusan komunikasi dan informatika 

dengan persandian di Kabupaten Bantul.  



 

Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-

faktor yang mempengaruhinya merupakan permasalahan pembangunan yang 

dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi 

hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk 

mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam 

melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. 

Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data 

kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan 

yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan 

menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Perumusan Masalah 

pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi Daerah, masalah pokok 

dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Perumusan masalah 

dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih 

spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi. Perumusan akar masalah 

dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. 

Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. 

Identifikasi rumusan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah didasarkan 

pada hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah terhadap capaian 

kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan di Bab 2 dokumen ini, 

dan kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum optimalnya kualitas layanan informasi dan  komunikasi publik 

Belum 

optimalnya 

pengelolaan 

opini publik 

Belum 

optimalnya 

pelayanan 

pengaduan dari 

masyarakat 

Belum 

optimalnya 

produk 

informasi yang 

termuat di 

media informasi 

Belum 

optimalnya 

produk 

informasi yang 

termuat di 

media informasi 

Belum 

optimalnya 

respon OPD 

terhadap opini 

masyarakat 

Belum 

optimalnya 

waktu untuk 

merespon aduan 

masyarakat 

Keterbatasan 

personel peliput, 

editor dan 

redaktur berita, 

baik berita, foto 

maupun video 

Dinamika 

perkembangan 

IT berakibat 

Bergesernya 

selera 

masyarakat 

dalam 

penggunaan 

media informasi 

dan komunikasi 

Belum 

optimalnya 

pemberdayaan 

dan kemitraan 

dengan 

kelompok/ 

komunitas/lemb

aga pegiat media 

sosial 

Belum 

optimalnya 

pengelolaan 

informasi dan 

dokumentasi di 

Perangkat 

Daerah 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum optimalnya perluasan pelayanan jaringan 

internet 

Belum optimalnya 

perluasan jaringan 

disemua entitas 

pemerintahan 

Belum optimalnya 

pengelolaan sumber 

daya komunikasi 

non Pemerintah 

Belum optimalnya 

pengelolaan 

keamanan 

informasi dan 

persandian 

Mahalnya biaya 

pengembangan 

jaringan 

backbone/berbasis 

Fiber Optic 

Belum optimalnya 
waktu untuk 

merespon aduan 
masyarakat 
 

Belum optimalnya 

pengelolaan 

jaringan seluler 

dengan provider 

non pemerintah 

Belum optimalnya 

pengelolaan 

perijinan menara 

seluler 

Belum 

terpenuhinya 

standar keamanan 

informasi berskala 

Internasional/ 

Nasional 

Belum optimalnya 

standar keamanan 

data dan aplikasi 



 

 

 

 

 

Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

memberikan layanan kepada pengguna SPBE 

Belum optimalnya 

pemenuhan 

tatakelola SPBE 

Belum optimalnya 

pengelolaan dan 

pengintegrasian 

Aplikasi 

Belum optimalnya 

pengelolaan data 

dan Statistik 

Sektoral 

Belum 

optimalnya 

kebijakan 

tatakelola SPBE 

yang dituangkan 

dalam regulasi 

Belum 

terpenuhinya 

standar 

pengelolaan 

Government 

Chief  

Information 

Officer 

Pembangunan 

aplikasi belum 

mengacu pada 

proses bisnis 

SPBE 

Belum 

optimalnya 

pengintegrasian 

aplikasi antar 

Perangkat 

Daerah 

Belum 

optimalnya 

penyediaan data 

statistik sektoral 

Belum 

optimalnya 

Belum 

optimalnya 

pemanfaatan 

data statistik dan 

data geospasial. 



 

Tabel 3. 1 
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 

 

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

Belum optimalnya 

kualitas layanan 
informasi dan 

komunikasi publik 

Belum optimalnya 

pengelolaan opini 
publik 

Belum optimalnya respon 

OPD terhadap opini 
masyarakat  

Belum optimalnya 
pelayanan pengaduan 

dari masyarakat 

Belum optimalnya waktu 
untuk merespon aduan 

masyarakat 

Belum optimalnya 
produk informasi yang 

termuat di media 
informasi 

Keterbatasan personel 
peliput, editor dan redaktur 

berita, baik berita, foto 
maupun video 

Belum optimalnya 
pengelolaan media 

publikasi dalam 
penyebaran informasi 
kepada masyarakat 

Belum secara optimal dapat 
mengikuti pergeseran 

selera masyarakat dalam 
penggunaan media 
informasi dan komunikasi 

Belum optimalnya 
pemberdayaan dan 

kemitraan dengan 
kelompok/ 
komunitas/lembaga pegiat 

media sosial 

Belum optimalnya 

pengelolaan informasi dan 
dokumentasi di Perangkat 
Daerah 

Belum optimalnya 

perluasan pelayanan 
jaringan internet 

Belum optimalnya 

perluasan jaringan 
disemua entitas 

pemerintahan 

Mahalnya biaya 
pengembangan jaringan 

backbone/berbasis Fiber 
Optik 

Topografi wilayah yang 
berbukit dan terpencil 

Belum optimalnya 
pengelolaan sumber 

daya komunikasi non 
Pemerintah 

Belum optimalnya 
pengelolaan jaringan 
seluler dengan provider non 

pemerintah 

Belum optimalnya 

pengelolaan perijinan 
menara seluler 

Belum optimalnya 
pengelolaan keamanan 

informasi dan 
persandian 

Belum terpenuhinya 
standar keamanan 
informasi berskala 

Internasional/Nasional 

Belum optimalnya standar 

keamanan data dan 
aplikasi 

Belum optimalnya 
penyelenggaraan 
pemerintahan yang 

memanfaatkan 

Belum optimalnya 

pemenuhan tatakelola 
SPBE 

Belum optimalnya 
kebijakan tatakelola SPBE 
yang dituangkan dalam 

regulasi 



 

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

teknologi informasi 
dan komunikasi 
untuk memberikan 

layanan kepada 
pengguna SPBE 

Belum terpenuhinya 
standar pengelolaan 
Government Chief 

Information Officer 

Belum optimalnya 
pengelolaan dan 

pengintegrasian 
Aplikasi 

Pembangunan aplikasi 

belum mengacu pada 
proses bisnis SPBE 

Belum optimalnya 
pengintegrasian aplikasi 
antar Perangkat Daerah 

Belum optimalnya 
pengelolaan data dan 

Statistik Sektoral 

Belum optimalnya 
penyediaan data statistik 

sektoral 

Belum optimalnya 

pemanfaatan data statistik 
dan data geospasial 

Sumber : Dinas Kominfo, 2021, diolah 

Permasalahan yang paling mendasar pada unsur Komunikasi dan informasi 

untuk Kabupaten Bantul diantaranya: 

1. Belum optimalnya kualitas layanan informasi dan komunikasi public 

2. Belum optimalnya perluasan pelayanan jaringan internet 

Masyarakat Bantul memiliki kondisi geografis dan populasi penduduk 

yang heterogen baik dari segi sosial ekonomi, politik, budaya maupun 

agama, sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam berbagai 

bidang kehidupan, salah satunya adalah kesenjangan digital dapat 

diamati melalui: 

● Kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses dunia digital 

dan teknologi informasi dengan mereka yang terbatas aksesnya 

atau tidak memiliki akses sama sekali; 

● Kesenjangan atau kesenjangan antara mereka yang mendapat 

keuntungan dari teknologi dan mereka yang tidak 

mendapatkannya. 

3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan 

kepada pengguna SPBE. 

 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses 

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai 



 

stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya 

daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteran masyarakat 

dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 

yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah terpilih. 

Visi dan Misi RPJMD tahun 2021-2026 selaras dengan arah 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul, 

RPJMD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta selaras juga dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi dan 

Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul 

pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang 

terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah 

pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang 

menjadi etos kerja, yaitu: Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis 

dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan 

acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode 

jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah 

dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan 

secara berkesinambungan dan berkelanjutan. 

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut 

di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan 

pembangunan yang dihadapai sekaligus tertuang dalam isu-isu 

strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagai 

berikut: 

Berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta 

sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi 

Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah: 

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, 

Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika” 

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan 

masyarakat Kabupaten Bantul yang:  



 

1. Harmonis yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul 

yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.  

2. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, 

mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu 

berperan dalam kehidupan sosial.  

3. Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat 

menikmati pembangunan Bantul secara merata. 

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional 

yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2020-2024 yaitu : 

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” 

 yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga 

berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-

2022 yaitu 

 “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”. 

 

Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Visi Pembangunan Nasional 2020-2024:  

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” 

 

 

Visi Pembangunan DIY 2017-2022: “Terwujudnya Peningkatan 

Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” 

 

 

Visi Pembangunan Kabupaten Bantul 2021-2026: “Terwujudnya 

Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan 

Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai 

NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika” 

 



 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan 

umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 

mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan 

sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk 

mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek 

pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan 

memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai 

visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka 

dirumuskan misi sebagai berikut: 

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, 

efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik 

prima. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang 

baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi 

pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.  

2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan 

berbudaya istimewa. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan 

sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter 

budaya Yogyakarta.  

3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan 

penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi 

inklusif. Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi 

inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang 

didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.  

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan 

pengelolaan risiko bencana. Misi ini dimaksudkan untuk 

mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan 

mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan 

risiko bencana.  

5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan 

pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah 

perempuan, lansia dan difabel. Misi ini mewujudkan kesejahteraan 

sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta 

perlindungan anak dan perempuan. 

 

 

 



 

Keselarasan misi pembangunan RPJMN, RPJMD Provinsi DIY, 

RPJMD Kabupaten Bantul dan sasaran Dinas Komunikasi Dan 

Informatika Kab. Bantul adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3. 2 

Keselarasan misi pembangunan RPJMN, RPJMD Provinsi DIY, RPJMD 

Kabupaten Bantul dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul 

No 

Misi 

Pembangunan 

Nasional 2020 -

2024 

Misi 

Pembangunan 

DIY 2017- 2022 

Misi 

Pembangunan 

Bantul 2021 - 

2026 

Indikator sasaran 

Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika Kab. 

Bantul 

 Penegakan 

Sistem Hukum 

yang Bebas 

Korupsi, 

Bermartabat, 

dan Terpercaya 

Misi 2 

Mewujudkan 

Tata 

Pemerintahan 

yang 

Demokratis 

Misi 1 

Penguatan 

Reformasi 

Birokrasi 

menuju 

Pemerintahan 

yang Efektif, 

Efisien, Bersih, 

Akuntabel dan 

Menghadirkan 

Pelayanan 

Publik Prima 

1. Meningkatnya 

kualitas 

layanan publik 

terkait 

pelayanan 

komunikasi 

dan informatik 

2. Tersedianya 

infrastruktur 

TIK yang 

memadai 

3. Pengembangan 

aplikasi dan 

statistik 

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026, diolah 

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul, maka tugas 

dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika terkait erat dengan pencapaian 

misi ke-1 Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang 

efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik 

prima. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas 

Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan 

Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut: 

  



 

Tabel 3.3 

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Bantul , terhadap Pencapaian Visi dan 

Misi Bupati dan Wakil Bupati 

 

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, 
sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam 

bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika. 

Misi 

Program 

Bupati-Wakil 
Bupati terpilih 

Faktor 

Penghambat 

Faktor 

Pendorong 

Penguatan 
reformasi 

birokrasi menuju 
pemerintahan 

yang efektif, 
efisien, bersih, 
akuntabel dan 

menghadirkan 
pelayanan publik 

prima 

Penataan 

organisasi, 
perbaikan 

ketatalaksanaan 
dan 

pengembangan 
sumber daya 

aparatur;  

 

Perubahan 
paradigma 

birokrasi dan 
budaya organisasi 

yang belum 
maksimal 

Komitment 
Kepala Daerah 

dalam 
mewujudkan 

clean government 

 Pengintegrasian 

berbagai aplikasi 
untuk 

meningkatkan 
efektifitas, 
efisiensi, 

konsistensi dan 
akuntabilitas 
proses 

perencanaan 
sampai 

mempertanggun
gjawabkan 
kegiatan; 

Banyaknya 

aplikasi yang 

tidak berorientasi 

pelayanan publik 

makro. Sehingga 

sourccode nya 

tidak bisa diakses 

/dibuka oleh 

Dinas Komunikasi 

dan Informatika 

Tersedianya SDM 

yang kompeten 
dalam 

penanganan TIK 

 Penerapan 

teknologi 
informasi dan 
komunikasi 

untuk 
menghadirkna 

layanan publik 
yang mudah, 
cepat dan 

akurat. 

- Belum 

terintegrasinya 
seluruh sistem 
informasi 

pelayanan publik 
di Kabupaten 

Bantul. 
 

- Amanat 

Peraturan 
Presiden 
Republik 

Indonesia Nomor 
95 Tahun 2018 

tentang Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis 

Elektronik. 

  - Belum seluruh 
peyananan publik 
di Kabupaten 

Bantul 
dilaksanakan 

- Revolusi 
teknologi 
informasi dan 

komunikasi 
memberikan 



 

berbasis 
elektronik. 

peluang bagi 
pemerintah 

untuk melakukan 
inovasi 
pembangunan 

aparatur negara 
melalui 

penerapan Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis 

Elektronik. 

 Kurangnya 
Keterbukaan 
informasi dan 

sosialisasi kepada 
masyarakat. 

Kemajuan 
Teknologi 
Informasi untuk 

melayani 
masyarakat. 

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika, 
2021, diolah 

 

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi 

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang 

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda (Nawacita) Presiden/Wakil 

Presiden Republik Indonesia, Renstra Kementerian Komunikasi dan 

Informatika Tahun 2020-2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di 

bidang komunikasi dan informatika. 

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan 

diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, 

kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, 

pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, 

dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan 

sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2020-2024 akan berfokus 

membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, digitalisasi penyiaran 

televisi, dan Government Public Relations (GPR). 

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2020-2024, 

mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2020-2024, yaitu 

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 



 

Berlandaskan Gotong Royong”. Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Tahun 2020-2024 Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi 

pembangunan nasional, yaitu: 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan 

sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai 

negara kepulauan;  

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis 

berlandaskan negara hukum;  

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri 

sebagai negara maritim;  

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan 

sejahtera; 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;  

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, 

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;  

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 Sesuai 

dengan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan 

informatika, maka tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu 

menjadikan bidang komunikasi dan informatika sebagai pendorong 

pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan sektor TIK nasional beserta 

ekosistemnya yang tangguh, efisien dan berdaya saing internasional sehingga 

tercipta peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan 

pengurangan kesenjangan antar-wilayah dengan tetap menjaga martabat, 

keamanan nasional, kedaulatan dan kemandirian bangsa. 

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2020-

2024 disusun dengan 5 fokus utama yaitu: 

1. Penyediaan Infrastruktur TIK 

2. Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat Dan Layanan 

Publik 

3. Pemanfaatan TIK 

Pembangunan 2 Data Center Nasional  

a. Pemanfaatan aplikasi SPBE  

b. Implementasi UU PDP  



 

c. Penyediaan teknologi pengendalian konten negatif di internet  

d. Literasi Digital 50 juta masyarakat  

e. Pelatihan Digital Talent  

f. Transformasi digital sektor strategis (pertanian, perikanan, 

kesehatan, pendidikan, pariwisata, Logistik)  

g. Scaling-up 33.000 UMKM melalui teknologi digital  

h. 150 Startup Digital Aktif & Fasilitasi Startup Naik Kelas  

i. Implementasi Smart City di 5 Kawasan Destinasi Prioritas 

Pariwisata dan Kawasan IKN 

4. Komunikasi Publik 

a) Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi Publik : COVID-19, 

Stunting, UU Cipta Kerja, Bangga Buatan Indonesia  

b) Dukungan sosialisasi event nasional dan internasional  

c) Kebijakan tata kelola Komunikasi Publik pusat dan daerah 

Adapun Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra 

Kementerian Komunikasi dan Informatika, berdasarkan sasaran Renstra 

kementerian diuraikan pada tabel di bawah. 

Tabel 3.4 

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian 

Komunikasi dan Informatika 

No Sasaran Jangka 
Menengah 

Renstra K/L 

Permasalahan 
Pelayanan OPD 

Faktor 
Penghambat 

Faktor 
Pendorong 

1 Meningkatnya 
cakupan 
jaringan pita 
lebar yang cepat 
dan terjangkau 

penyelenggaraan 
akses pita lebar 
dan penyiaran 
digital menjadi 
ranah pemerintah 
pusat terkait 
regulasi dan 

pengendaliannya 

Mahalnya 
biaya 
pembangunan 
jaringan 

terselenggarakan 
konektivitas 
jaringan TIK 
antar tingkatan 
pemerintahan 
dalam rangka 
menunjang 

pelayanan 
publik 

2 Meningkatnya 
cakupan wilayah 
yang terlayani 
penyiaran digital 

penyelenggaraan 
penyiaran digital 
menjadi ranah 
pemerintah pusat 
terkait regulasi 
dan 
pengendaliannya 

Proses migrasi 
system dan 
piranti 
penyiaran 
belum optimal 

- penyediaan 
akses internet 
publik telah 
tersedia pada 
area publik -saat 
ini telah 
terselenggara 
ujicoba siaran 
digital oleh 1 
stasiun 



 

No Sasaran Jangka 

Menengah 
Renstra K/L 

Permasalahan 

Pelayanan OPD 

Faktor 

Penghambat 

Faktor 

Pendorong 

penyiaran 
televisi 
pemerintah dan 
2 stasiun 
penyiaran 
televisi swasta 

3 Meningkatnya 
konektivitas 
layanan pos 

penyelenggaraan 
konektivitas 
layanan pos 
menjadi ranah 
pemerintah pusat 
terkait regulasi 
dan 
pengendaliannya 

Layanan pos 
kewenanganya 
tidak 
dilimpahkan 
ke daerah 

- 

4 Terwujudnya 
konektivitas Next 
Generation 
Broadband 
Nasional 

penyelenggaraan 
akses konektivitas 
Next Generation 
Broadband 
Nasional menjadi 
ranah pemerintah 
pusat terkait 
regulasi dan 
pengendaliannya 

Konektivitas 
akses next 
generation 
hanya 
dilingkup 
Kabupaten yg 
jadi 
kewenangan. 

terselenggarakan 
konektivitas 
jaringan TIK 
antar tingkatan 
pemerintahan 
dalam rangka 
menunjang 
pelayanan 
publik 

5 Meningkatnya 
pemanfaatan 
spektrum 
frekuensi radio 
dan kualitas 
pengelolaan 
layanan publik 
bidang pos, 
telekomunikasi 
dan informatika 

penyelenggaraan 
akses 
pemanfaatan 
spektrum 
frekuensi radio 
dan kualitas 
pengelolaan 
layanan publik 
bidang pos, 
telekomunikasi 
dan informatika 
menjadi ranah 
pemerintah pusat 
terkait regulasi 
dan 
pengendaliannya 

Tidak semua 
kewenangan 
pusat 
dilimpahkan 
ke daerah, 
(pemanfaatan 
frekuensi 
radio dan Pos) 
sehingga 
penangananya  
tidak 
maksimal 

terselenggarakan 
konektivitas 
jaringan TIK 
antar tingkatan 
pemerintahan 
dalam rangka 
menunjang 
pelayanan 
publik 

6 Meningkatnya 

pemanfaatan TIK 
di sektor 
ekonomi dan 
bisnis 

Keterbatasan 

Insfrastrukrur TIK 
Terbatas 

Sentra 

pertumbuhan 
ekonomi 
pedesaan yang 
jauh dari 
pusat layanan 
jaringan 
belum semua 
terlayani 

terselenggarakan 

konektivitas 
jaringan TIK 
antar tingkatan 
pemerintahan 
dalam rangka 
menunjang 
pelayanan 
publik 

7 Terwujudnya 
masyarakat yang 
cerdas digital 

Pelatihan SDM 
bidang TIK 
dilaksanakan 
masih dalam 

Terbatasnya 
SDM 
bersertifikasi 
TIK 

Jumlah 
penduduk usia 
produktif 
semakin banyak 



 

No Sasaran Jangka 

Menengah 
Renstra K/L 

Permasalahan 

Pelayanan OPD 

Faktor 

Penghambat 

Faktor 

Pendorong 

jumlah terbatas 

8 Dukungan 
implementasi 
digitalisasi 
pemerintah 

implementasi 
digitalisasi 
membutuhkan 
regulasi dan 
penyesuaian  

Integrasi 
jaringan dan 
aplikasi belum 
optimal 

Terbukanya 
akses 
pemanfaatan 
teknologi oleh 
masyarakat 

9 Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 
informasi dan 
komunikasi 
publik 

Image positif 
Pemerintah 
Daerah 
dipengaruhi oleh 
pengelolaan media 
komunikasi dan 
informasi 

Pemanfaatan 
media social 
dan strategi 
komunikasi 
yang belum 
optimal  

Tersedianya 
LPPL, 
Media Center, 
Website 
Kabupaten, PPID 
dan 
komitmen 
aparatur di 
Dinas Kominfo 

10 Terwujudnya 
tata kelola 
pemerintahan 
yang baik 

Updating data 
perencanaan 
jaringan, aplikasi 
dan data server 
belum ditunjang 
regulasi yg 
memadai 

Padatnya 
jadwal 
prolegda 

Penerapan 
eGovernment 
untuk 
menunjang 
pelayanan 
publik 

Sumber : Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024, 

diolah 

3.3.2 Telaah Renstra Badan Pusat Statatistik (BPS) 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 

mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada 

skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, 

sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam 

Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan 

berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, 

untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita 

bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945. 

Di samping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, 

kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, 

lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu diwujudkan 

demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai amanat 

dari Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 

1997. 



 

Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi 

BPS pada tahun 2020-2024 adalah: 

● Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar 

pembangunan, terkait dengan Misi ke-1: Menyediakan statistik berkualitas 

yang berstandar nasional dan internasional; 

● Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam 

penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-2: Membina K/L/D/I melalui 

Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan; 

● Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, 

terkait dengan Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik 

untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan 

● Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, 

terkait dengan: Misi ke-4: Membangun SDM yang unggul dan adaptif 

berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.  

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana 

disebutkan di atas, BPS telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang 

merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS. Sasaran strategis 

beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) BPS pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS pada 

periode 2020-2024, antara lain: 

1. Perspektif Stakeholder 

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang 

diharapkan dari seluruh pembangunan statistik, yang diindikasikan 

dengan: 

a. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan 

statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta 

swasta, dengan indikator: 

1) Meningkatnya harmonisasi kegiatan survei 

2) Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei 

b. Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data, 

dengan indikator: 

1) Meningkatnya komunikasi dengan responden 

2) Meningkatnya perbaikan metode pengumpulan data 

3) Sosialisasi kepada masyarakat 

4) Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis yang 

berbasis teknologi informasi 

5) Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM 



 

6) Membuat customer relationship management 

7) Menyusun data mining pengguna data 

8) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data 

9) Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik 

10) Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden 

c. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik, dengan 

indikator: 

1) Persentase pengunjung BPS yang puas dengan sarana dan 

prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS; 

2) Persentase pegawai BPS yang puas dengan sarana dan prasarana 

kerja termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi 

dalam kegiatan statistik; 

3) Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan statistik 

sesuai standar; 

4) Jumlah satker yang menerapkan smart office termasuk yang 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan 

statistik; 

5) Dokumen grand design smart office termasuk yang berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik 

d. Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi internasional di 

Indonesia, dengan indikator: 

1) Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam 

sensus/survei 

2) Jumlah technical assistance yang dilakukan BPS di NSO 

3) Jumlah MoU atau kerjasama BPS dengan internasional 

4) Jumlah NSO yang menerima statistical capacity building di BPS 

5) Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam 

sensus/survei 

e. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standard 

penjaminan kualitas, dengan indikator: 

Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar 

penjaminan kualitas 

indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas 

  



 

2. Perspektif Customer 

SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan 

data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah 

Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan 

indikator sasaran: 

1) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar 

perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional 

2) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi 

sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan 

nasional 

SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya 

pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah Penguatan statistik 

sektoral K/L/D/I, dengan indikator sasaran: Persentase K/L/D/I yang 

mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK 

3. Perspektif Internal Process 

SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya 

kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN 

adalah Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan indikator 

sasaran: 

1) Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan 

statistik 

2) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan 

khusus sesuai standar  

4. Perspektif Learning and Growth 

SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola 

kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah: SDM statistik yang unggul dan 

berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan. 

Dengan indikator sasaran: 

1) Opini BPK atas laporan keuangan BPS 

2) Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana 

pelayanan BPS 

 

  



 

Tabel 3.5 

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Badan Pusat 

Statatistik 

No Sasaran Jangka 
Menengah Renstra 

K/L 

Permasalahan 
Pelayanan OPD 

Faktor 
Penghambat 

Faktor 
Pendorong 

1 Menyediakan data 
statistik untuk 
dimanfaatkan 
sebagai dasar 
pembangunan 

Ketersediaan 
data statistic 
yang handal 

- Keraguan 
masyarakat 
terhadap 
kredibilitas 
BPS sebagai 
penghasil 

data yang 
berkualitas 
 
 

Tingginya 
permintaan data 
kekinian untuk 
mendukung 
kebijakan 
strategis 

 
rujukan utama 
dalam 
perencanaan 
dan evaluasi 
pembangunan 

2 Meningkatnya 
kolaborasi, integrasi, 
dan standardisasi 
dalam 
penyelenggaraan SSN 

Proses bisnis 
statistik yang 
berjalan sendiri 
(belum 
terintegrasi) 

Pemanfaatan 
big data bisa 
dilakukan 
dengan 
beberapa 
exercise 
untuk 
memastikan 
posisi big data 
dan official 
statistic 

Pengelolaan 
Data dipercaya 
sebagai sumber 
data statistik 
untuk kebijakan 
Pemerintah 

3 Meningkatnya 
pelayanan prima 
dalam 
penyelenggaraan SSN 

Belum 
optimalnya 
pengelolaan dan 
analisis data 
statistik 

Keterbatasan 
resources 
(anggaran, 
jumlah SDM, 
dan 
infrastruktur) 
yang tersedia 

Keterbatasan 
resources 
(anggaran, 
jumlah SDM, 
dan 
infrastruktur) 
yang tersedia 

4 Penguatan tata 
kelola kelembagaan 
dan reformasi 
birokrasi 

Belum 
optimalnya 
pelaksanaan 
survey statistik 

bekerjasana 
dengan BPS 

Besarnya 
biaya survey 
statistik 

Komitment 
pimpinan dalam 
melakukan 
reformasi 

birokrasi 

Sumber : Renstra Badan Pusat Statatistik 2020-2024, diolah 

 

3.3.3 Telaah Renstra Badan Siber dan Sandi Negara 

Dalam rangka mencapai visi dan misi, BSSN berupaya memetakan visi dan 

misi tersebut dalam tujuan yang selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan 

strategi BSSN pada periode tahun 2020–2024. Tujuan BSSN tahun 2020–2024 

sebagai berikut: 



 

1. Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia. Keamanan siber saat 

ini telah menjadi isu prioritas seluruh negara di dunia semenjak TIK 

dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek sosial, 

ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, 

pemerintahan, keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya. Langkah 

konkret yang diperlukan Indonesia saat ini dalam mengantisipasi 

perkembangan siber di dunia yang sangat cepat yaitu melalui kolaborasi 

antar pemangku kepentingan untuk menyinergikan dua aspek penting 

ranah siber yaitu ketahanan siber dan keamanan siber. Kedua aspek 

selanjutnya menjadi dasar dalam mewujudkan kedaulatan siber di 

Indonesia melalui proses peningkatan pertumbuhan kesadaran dan 

mengubah perilaku seluruh sektor dan masyarakat dalam meningkatkan 

ketahanan dan keamanan siber di Indonesia.  

Pencapaian tujuan “Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia” 

ditandai dengan disusunnya Peta Jalan 2019-2045 “Mewujudkan 

Kedaulatan Siber Indonesia Berkelas Dunia”, dimana periode pertama 

(2019-2025) merupakan fase stabilisasi. Fokus BSSN pada periode pertama 

peta jalan yaitu menjadi fondasi dan stabilisasi teknologi siber dan sandi 

nasional melalui strategi penguatan dasardasar agar BSSN berjalan secara 

stabil sebagai institusi negara di bidang siber. Tujuan Strategis ini 

memastikan bahwa melalui tugas dan fungsi yang dijalankan BSSN akan 

mengantarkannya menjadi institusi yang diakui dan menjadi referensi di 

tingkat internasional. Implementasi ukuran keberhasilan BSSN dalam 

mewujudkan tujuan strategis pada periode pertama peta jalan sesuai 

dokumen RPJMN 2020-2024 yaitu menjadi pemimpin dalam mencapai 

kegiatan prioritas penguatan ketahanan dan keamanan siber yang ditandai 

dengan meningkatnya skor GCI dari 0,792 (nol koma tujuh sembilan dua) 

pada tahun 2020 menjadi 0.838 (nol koma delapan tiga delapan) pada 

tahun 2024.  

Pada era di mana implementasi teknologi seperti 5G, massive computing, 

nano satelite, next gen-fiber optic, dan lainnya yang saat ini sudah begitu 

masif menimbulkan berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu 

kedaulatan negara. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi BSSN dalam 

merumuskan rencana aksi yang akan diimplementasikan pada periode 

Renstra 2020-2024. Lima aspek yang menjadi variabel pada perwujudan 



 

rencana aksi periode pertama meliputi teknologi, pengembangan kapasitas 

sumber daya manusia, organisasi, Kerjasama, dan regulasi. 

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN. Modal penting 

dalam keberhasilan suatu organisasi meliputi manusia, informasi, dan 

organisasi itu sendiri. Melalui Renstra BSSN, telah ditetapkan satu tujuan 

yang menggambarkan kekuatan organisasi berupa budaya kerja, dimana 

seluruh komponen fokus pada pencapaian arah dan tujuan strategis yang 

telah ditetapkan. Implementasi reformasi birokrasi merupakan salah satu 

langkah aksi - 30 - BSSN untuk mencapai pemerintahan yang baik dan 

melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem 

penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel. 

Upaya pencapaian tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang 

baik di BSSN” melalui peningkatan kualitas reformasi birokrasi di BSSN 

telah dimulai sejak tahun 2010 hingga saat ini dan telah diperoleh 

peningkatan indeks reformasi birokrasi dan hasil evaluasi akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah serta meningkatnya kematangan sistem 

pengawasan internal pemerintah BSSN. Berdasarkan capaian prestasi 

tersebut. BSSN melalui nilai reformasi birokrasi, BSSN terus berusaha 

melakukan perbaikan secara berkesinambungan dengan salah satunya 

berfokus dalam penyiapan pelaksanaan audit keamanan SPBE dalam 

mendorong terwujudnya perlindungan aset informasi sehingga akan 

mengefisiensikan birokrasi tata kelola pemerintahan dan meningkatkan 

kualitas pelayanan dan kepercayaan publik pada implementasi SPBE. 

Implementasi ukuran keberhasilan BSSN dalam mewujudkan tujuan 

strategis “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di BSSN” 

ditandai dengan meningkatnya indeks reformasi birokrasi BSSN dari 70,01 

(tujuh puluh koma nol satu) pada tahun 2020 menjadi 84,36 (delapan 

puluh empat koma tiga puluh enam) pada tahun 2024 

Dalam rangka mendukung pencapaian 2 (dua) tujuan sebagaimana 

disebutkan diatas, BSSN telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang 

merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BSSN dalam kurun waktu 2020-

2024. Adapun Sasaran Strategis BSSN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:  

1. Meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia. Isu keamanan 

siber menjadi hal penting yang menjadi tanggung jawab seluruh 

komponen bangsa. Serangan siber di Indonesia dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berkembangnya 



 

teknologi internet menjadi latar belakang dalam peningkatan serangan 

siber di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dihadapkan dengan 

kondisi di atas, setiap entitas pada semua sektor di Indonesia, 

diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dalam melakukan 

identifikasi risiko keamanan siber dan melindungi seluruh aset yang 

dimiliki dari adanya ancaman/insiden siber sehingga akan terbentuk 

kematangan entitas dalam hal penanganan insiden siber secara 

sistematis dan terstruktur. Pada era infrastruktur digital saat ini 

membuat Indonesia semakin rawan terhadap serangan siber. 

Transformasi digital yang makin pesat berpotensi meningkatkan 

serangan siber di Indonesia. Pengembangan sistem keamanan digital 

dapat dimulai dari memperbarui teknologi keamanan siber untuk 

mengakomodasi ancaman siber baru pada semua lini kehidupan 

berbasis digital. Melalui konsep maturitas penanganan insiden siber 

secara mandiri oleh semua sektor baik pemerintah, IIKN, dan ekonomi 

digital, akan membentuk sebuah ekosistem siber yang terintegrasi, 

efektif, dan solid di wilayah Indonesia 

2. Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima. 

Dengan merujuk pada penilaian GCI yang telah diakui dan menjadi 

salah satu rujukan bagi seluruh negara terkait komitmen dan usaha 

dalam menjaga dan meningkatkan keamanan siber, Indonesia 

membutuhkan sebuah strategi keamanan siber nasional dengan tujuan 

untuk membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber yang 

efektif, membangun kemandirian teknologi keamanan siber, mencegah 

dan mengelola ancaman, insiden serangan siber, meningkatkan budaya 

keamanan dalam ruang siber, serta mengoptimalkan sumber daya 

keamanan siber. Keberhasilan dalam penyusunan dan implementasi 

strategi keamanan siber nasional tidak terlepas dari koordinasi dan 

kolaborasi seluruh pemangku kepentingan keamanan siber nasional. 

Melalui peran aktif seluruh komponen bangsa akan mewujudkan 

tatanan penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima di 

Indonesia. 

Terwujudnya birokrasi BSSN yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, 

efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik. Pembaharuan 

tatanan birokrasi di BSSN untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja 

tinggi, efektif serta efisien dalam rangka menuju pemerintahan yang 



 

dinamis dimulai melalui penerapan budaya birokrasi dalam 

menerjemahkan permasalahan dan kendala yang ada pada periode 

sebelumnya menjadi representasi pembelajaran bersama - 32 - secara 

adaptif dalam mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia. 

Tabel 3.6 

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Badan Siber Dan 

Sandi Negara 

No Sasaran Jangka 
Menengah Renstra 

BSSN 

Permasalahan 
OPD 

Faktor 
Pendorong 

Faktor 
Penghambat 

1. Meningkat nya 
Maturitas Keamanan 
Siber di Indonesia 

Belum 
optimalnya 
kapasitas 

pengelolaan 
keamanan 
siber & sandi 

Tingginya 
Integritas 
dan 

komitment 
pengelola 
keamanan 

siber & sandi 

Mahalnya 
harga piranti 
keamanan 

siber & sandi 
seiring 
kemajuan 

teknologi 

2. Terwujudnya 
penyelengg araan 

keamanan siber dan 
sandi yang prima 

Belum 
optimalnya 

ketersediaan 
piranti 
keamanan 

siber 

Kecepatan 
respon 

terhadap 
gangguan 
keamanan 

siber 

Terbatasnya 
sumber daya 

dalam 
pengelolaan 
keamanan 

siber 

3. Terwujudn ya Birokrasi 
BSSN yang Bersih, 
Akuntabel, Berkinerja 

Tinggi, Efektif Efisien 
dan Berorientasi pada 
Pelayanan Publik 

Belum 
terintegrasiny
a piranti dan 

SDM 
pengelola 
keamanan 

siber 

Koordinasi 
dan 
komunikasi 

yang intens 
dari 
pengelola 

keamanan 
siber 

Belum 
lengkapnya 
regulasi di 

daerah terkait 
keamanan 
siber 

Sumber : Renstra Badan Siber Dan Sandi Negara 2020-2024, diolah 

 

3.3.4 Telaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

Visi yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi dan 

Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah: 

“Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia 

Jogja” 

Perwujudan Visi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut diatas dilakukan 

melalui misi yang digunakan untuk memberikan arah sekaligus batasan 

proses pencapaian tujuan. Adapun misinya yaitu, mendukung peningkatan 



 

efisiensi dan efektifitas tata kelola pamerintahan yang transparan dan 

akuntabel di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi yang terintegrasi secara optimal 

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana di 

tingkat Kabupaten saja melainkan juga harus mempertimbangkan apa yang 

telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan propinsi maupun pemerintah 

pusat. Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 

DIY adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan 

terintegrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di DIY 

2) Mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pamerintahan 

yang transparan dan akuntabel di DIY dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi yang terintegrasi secara optimal.  

Adapun Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Dinas 

Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, 

berdasarkan sasaran Renstra di atas diuraikan sebagai berikut: 

Table 3.7 

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Dinas 

Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta 

No Sasaran Jangka 
Menengah Renstra 

Dinas Komunikasi dan 

Informatika DIY 

Permasalahan 
OPD 

Faktor 
Pendorong 

Faktor 
Penghambat 

1. Pengelolaan Data dan 
Informasi yang 
Berbasis TIK 

Kapasitas data 
center masih 
terbatas 

Data 
terintegrasi 
yang 

realtime 
sangat 

diperlukan 
dalam era 
digital 

Basis data 
belum 
terintegrasi 

dengan baik 

2. Kualitas Jaringan 

Infrastruktur yang 
Terintegrasi dalam 
Layanan TIK 

Jaringan 

Infrastruktur 
membutuhkan 
anggaran yang 

besar 

Kualitas 

Jaringan 
Infrastruktur 
yang 

terintegrasi 
dalam 
layanan tik 

merupakan 

Membutuhkan 

pembiayaan 
yang besar 



 

No Sasaran Jangka 
Menengah Renstra 

Dinas Komunikasi dan 
Informatika DIY 

Permasalahan 
OPD 

Faktor 
Pendorong 

Faktor 
Penghambat 

backbone 
pelayanan 

3. Indek kepuasan 

pelayanan masyarakat 

Pemanfaatan 

teknologi 
informasi 
mempengaruh

i Kualitas 
layanan 

informasi 

Tugas dari 

OPD adalah 
melayani 
masyarakat 

dengan 
prima 

Pelayanan yang 

belum satu 
pintu sehingga 
menyulitkan 

masyrarakat 

4. Tersebarluasnya 

informasi 
pembangunan dan 

penyelenggaraan 
daerah 

Banyak 

beralihnya ke 
media digital 

dalam 
mengakses 
informasi 

Pentingnya 

informasi 
sampai ke 

masyarakat 

Masyarakat 

kurang 
memperhatikan 

informasi yang 
di publikasikan 
penyelenggara 

daerah 

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2017-2022, diolah 



 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis 

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah  

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan 

melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-

2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah 

mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan 

bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta 

didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, 

perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan 

memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko 

bencana. 

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang 

Organisasi Perangkat Daerah yang diikuti oleh Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 2016, berdampak pada semakin luasnya cakupan 

instansi yang harus terlayani koneksi internet. Keberadaan OPD di 

Kabupaten Bantul selain Kecamatan yang menyebar di berbagai lokasi 

pun menuntut kesiapan jaringan komunikasi untuk menjalankan 

proses bisnisnya, baik pada unsur back office maupun front office 

dalam rangka pelayanan publik. Hal ini tentunya menjadi tantangan 

tersendiri bagi Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga 

merupakan OPD baru. Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul 

mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola permasalahan tersebut, 

sehingga permasalahan yang ada tidak menjadi kendala dalam 

pembangunan Bantul 

Di masa depan sangat dibutuhkan aparatur pemerintah yang 

kompeten dan profesional dalam menjalankan birokrasi pemerintahan 

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance). Memasuki era teknologi informasi yang begitu cepat maka 

aparatur pemerintah wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi teknis 

yang baik sehingga dapat mewujudkan layanan e-government 

Sesuai peraturran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 

Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 

Tahun 2010 – 2030, BAB IV Rencana Struktur Ruang Wilayah Bagian 

Kesatu Umum Pasal 11 : 



 

1. Struktur Ruang Kabupaten bertujuan untuk mengakomodasi 

fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana telah 

ditetapkan dalam RTRW Nasional serta melaksanakan 

pengembangan dan pembangunan Daerah sebagaimana 

diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul. 

2. Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Sistem perkotaan dan perdesaan; b. sistem jaringan 

transportasi; c. sistem jaringan energi; d. sistem jaringan 

telekomunikasi; e. sistem jaringan sumber daya air; dan f. sistem 

jaringan prasarana wilayah lainnya. Merespon hal tersebut, Dinas 

Komunikasi dan Informatika melakukan pemetaan kondisi 

infrastruktur dan menyusun skala prioritas pengembangan 

infrastruktur jaringan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. 

Jaringan wireless yang selama ini digunakan dirasakan kurang 

stabil dan dapat terkendala pada wilayah yang berbukit, akan 

disupport oleh jaringan fiber optic (FO). 

Pada aspek sistem informasi, berbagai aplikasi yang digunakan 

oleh OPD mayoritas dibangun oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika dan ada beberapa yang merupakan aplikasi yang 

berasal dari pemerintah pusat maupun instansi vertikal. Secara 

teknis, aplikasi tersebut telah mampu menjalankan proses bisnis 

organisasi namun belum dapat terintegrasi satu sama lain. 

Di sisi lain, Presiden Republik Indonesia mencanangkan 

Kebijakan Satu Data yang didasari oleh berbagai versi data dari 

bermacam aplikasi yang dimiliki dan dipublikasikan secara 

sektoral oleh instansi pemerintah. 

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia 

dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta 

makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk 

memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan 

telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan. 



 

Tabel 3.8 

Hasil Telaah RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah 

Rencana 
Struktur 

Ruang/Pola 

Ruang 

Struktur 
Ruang Saat Ini 

Indikasi 
Program 

Pemanfaatan 

Ruang 

Pengaruh 
Rencana 
Struktur 
Ruang 

Terhadap 

Kebutuhan 
Pelayanan 
Perangkat 

Daerah 

Arahan Lokasi 
Pengembangan 

Layanan 

Perangkat 
Daerah 

Faktor 
Penghambat 

Faktor Pendorong 

Telaah Rencana Struktur Ruang 

Rencana 
pengembangan 
jaringan 
prasarana 
telekomunikasi 

dan informatika 
melalui 
pembangunan 
menara 
bersama  

sistem jaringan 
telekomunikasi 

Adanya 
sinergitas 
pengelola 
jaringan 
menara 

telekomunikasi 

Menjadi 
acuan 
dalam 
pengelolaan 
menara 

telekomunik
asi 

Pengembangan 
jaringan 
prasarana 
telekomunikasi 
dan informatika 

di blank spot 
area yang aman 
dan sinergis  
 

Tuntutan 
ganti rugi 
masyarakat 
terhadap 
lahan dan 

lingkungan 

Kebijakan/regulasi 
penataan dan 
pengendalian 
menara 
telekomunikasi 

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, 

diolah 

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) di daerah memerlukan hasil analisis yang sistematik, menyeluruh 

dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Selain itu tentunya 

diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan 

kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen 

yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama mengintegrasikan 

pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang 

bersifat strategis, seperti arah kebijakan, rencana dan program pembangunan. 

Dalam penyusunan RPJMD, KLHS menjadi dasar untuk 

mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen 

RPJMD. Penyusunan KLHS RPJMD sedikit berbeda dengan penyusunan KLHS 

untuk dokumen kebijakan, rencana, dan/atau program lainya. Dalam proses 

penyusunan KLHS RPJMD tidak menunggu rumusan kebijakan dan program 

(KRP), namun tahap penyusunannya diawali dengan analisis capaian indikator 

tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berkesesuaian dengan 

indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Permendagri Nomor 7 

tahun 2018 menjadi pedoman dalam penyusunan KLHS RPJMD Berdasarkan 



 

hasil penyusunan dokumen KLHS RPJMD Tahun 2021-2024 Kabupaten 

Bantul dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan 16 Tujuan TPB 

dan 209 indikator TPB yang menjadi wewenang Pemerintah 

Kabupaten dari 17 Tujuan dan 220 indikator. Pencapaian 209 

indikator TPB terdiri atas 108 indikator (52%) sudah tercapai, 66 

indikator (31%) belum tercapai dan terdapat 35 indikator TPB (17%) 

yang tidak/belum ada data.  

2. Pencapaian indikator TPB yang telah memenuhi target nasional 

sebanyak 108 terdiri dari 58 indikator memiliki target Nasional dan 

50 indikator tidak ada target daerah. Perlu penetapan dalam progam 

daerah untuk target dimaksud.  

3. Indikator TPB yang tidak tercapai sebanyak 66 indikator perlu 

upaya tembahan dalam pencapaiannya, sedangkan 35 indikator 

tidak ada data perlu perhatian PD untuk pendataanannya.  

4. Penyusunan isu strategis menggunakan pertimbangan indikator 

tidak tercapai dan masukan saran yang disepakati dari kegiatan uji 

publik. Selanjutnya dari isu strategis dilakukan penilaian dengan 

mempertimbangkan PP 46 Tahun 2016 sehingga diperoleh Isu 

strategis prioritas dalam KLHS RPJMD Kabupaten Bantul yang di 

akomodir oleh dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Bantul, sebagai berikut: 

a) Tingginya angka kemiskinan 

Bahwa mengurangi angka kemiskinan masih menjadi agenda 

utama dalam setiap proses pembangunan, baik pembangunan 

nasional maupun pembangunan daerah. Hal ini disebabkan, 

penurunan angka kemiskinan merupakan indikator penting untuk 

mengukur keberhasilan sebuah proses pembangunan suatu 

wilayah. Kabupaten Bantul, berdasarkan data terakhir dari BPS, 

masih memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 12,43%. Namun, 

dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan akan membawa 

dampak serius dalam peningkatan jumlah penduduk miskin di 

Kabupaten Bantul. Tingginya angka kriminalitas berpengaruh pada 

kejadian kriminalitas di Kabupaten Bantul. 

 

 



 

b) Ketimpangan Pendapatan  

Proses pembangunan ditujukan untuk mecapai kemajuan bagi 

seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Keberhasilan proses 

pembangunan daerah sesungguhnya tidak hanya diukur dari 

kenaikan pendapatan daerah. Hal tersebut belum mampu 

memberikan jaminan meningkatnya pendapatan masyarakat, 

karena pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran kenaikan 

pendapatan daerah telah mengakibatkan lebarnya kesenjangan 

masyarakat baik antar wilayah maupun dalam suatu wilayah. 

Ketimpangan pendapatan masyarakat yang tercermin dari angka 

gini rasio pada tahun 2014-2018 yang menunjukkan 

kecenderungan naik. Pada tahun 2018, angka Gini Rasio mencapai 

0,448, hampir mendekati ambang batas bawah kesenjangan tinggi 

yaitu 0,50 – 0,70. 

c) Ketimpangan Wilayah 

Pengembangan sebuah wilayah merupakan suatu perubahan yang 

tidak dapat dihentikan. Seiring dengan perkembangan dan 

kebutuhan penduduk, maka akan membawa konsekuensi 

terhadap pengembangan wilayah. Namun, hal yang perlu 

diperhatikan dan menjadi perhatian adalah agar pengembangan 

dimaksud merupakan pengembangan yang berkelanjutan dan 

berorientasi pada kualitas lingkungan 

Proses pembangunan ditujukan untuk mecapai kemajuan 

bagi seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Namun, tujuan 

tersebut belum mampu diwujudkan. Perbedaan kemajuan masih 

terjadi baik antar wilayah maupun antar lapisan masyarakat. 

Ketimpangan wilayah terjadi karena kegiatan ekonomi masih 

terpusat di kapanewon perkotaan di Kabupaten Bantul, yaitu 

Kapanewon Bantul, Kapanewon Sewon, Kapanewon Kasihan dan 

Kapanewon Banguntapan. Kemajuan wilayah perkotaan belum 

mampu membawa dampak kemajuan wilayah perdesaan. Hal ini 

terpoteret dari persebaran masyarakat miskin yang banyak 

terdapat di wilayah perdesaan. Maka perlu mengembangkan pusat-

pusat pertumbuhan baru, meningkatkan aksesibilitas antar 

wilayah yang menunjang perekonomian, dan mengembangkan 

SDM unggul. 

 



 

Tabel 3.9 

Telaah Rekomendasi KLHS 

No Isu Strategis KLHS Rekomendasi Program Program 
Pengampu 

1 Tingginya angka kemiskinan Program 
Penyelenggaraan 
Statistik Sektoral 

Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika 

2 Ketimpangan Pendapatan Program 
Penyelenggaraan 
Statistik Sektoral 

Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika 

3 Ketimpangan Wilayah Program Aplikasi 
Informatika 

Dinas 
Komunikasi 
dan 
Informatika 

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bantul, 2020. 

 

Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan 16 Tujuan TPB dan 209 

indikator TPB yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten dari 17 Tujuan 

dan 220 indikator, Dari analisis indikator tujuan pembangunan berkelanjutan 

(SDGs) yang berkesesuaian dengan indikator Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 

Mengampu Indikator TPB Sebagai Berikut : 

Tabel 3.10 

Telaah indicator TPB/SDGs 

NO 
Indikator TPB 

Arahan 

Hasil KLHS 

Rekomenda

si Program 

Hasil KLHS 

Faktor 

Penghambat 

Faktor 

Pendorong 

4.4.1* Proporsi remaja 

dan dewasa 

dengan 

keterampilan 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi (TIK). 

Peningkatan 

program 

pembelajara

n TIK 

Peningkatan 

program 

pembelajara

n TIK 

Tidak ada Keterampilan 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

(TIK) pada 

remaja sudah 

menjadi 

matapelajaran 

wajib sekolah 

5.b.1* Proporsi individu 

yang 

menguasai/memil

iki telepon 

genggam. 

Peningkatan 

Kerjasama 

dengan 

mobile 

operator 

Peningkatan 

Kerjasama 

dengan 

mobile 

operator 

Tidak ada Harga Telepon 

genggam 

(Smartphone) 

sudah 

terjangkau 



 

9.c.1* 

Proporsi 

penduduk yang 

terlayani mobile 

broadband. 

Meningkatk

an akses 

terhadap 

teknologi 

informasi 

dan 

komunikasi 

Meningkatk

an akses 

terhadap 

teknologi 

informasi 

dan 

komunikasi 

Harga 

langganan 

mobile 

broadband 

relative masih 

mahal 

Perhatian 

pemerintah 

untuk 

memperluas 

Wifi public 

dengan akses 

gratis 

9.c.1.(a) Proporsi individu 

yang 

menguasai/memil

iki telepon 

genggam 

Peningkatan 

Kerjasama 

dengan 

mobile 

operator 

Peningkatan 

Kerjasama 

dengan 

mobile 

operator 

Tidak ada Harga Telepon 

genggam 

(Smartphone) 

sudah 

terjangkau 

9.c.1.(b) 

Proporsi individu 

yang 

menggunakan 

internet 

Meningkatk

an akses 

terhadap 

teknologi 

informasi 

dan 

komunikasi 

Meningkatk

an akses 

terhadap 

teknologi 

informasi 

dan 

komunikasi 

Harga 

langganan 

internet 

relative masih 

mahal 

Perhatian 

pemerintah 

untuk 

memperluas 

Wifi public 

dengan akses 

gratis 

16.10.2.(

c) 

Jumlah 

kepemilikan 

sertifikat Pejabat 

Pengelola 

Informasi dan 

Dokumentasi 

(PPID) untuk 

mengukur 

kualitas PPID 

dalam 

menjalankan 

tugas dan fungsi 

sebagaimana 

diatur dalam 

peraturan 

perundang-

undangan. 

Meningkatk

an 

pelayanan 

publik 

berbasis 

teknologi 

informasi 

Meningkatk

an 

pelayanan 

publik 

berbasis 

teknologi 

informasi 

Kepemilikan 

sertifikat 

Pejabat 

Pengelola 

Informasi dan 

Dokumentasi 

(PPID) masih 

pada PPID 

utama 

Upaya 

sertifikat 

Pejabat 

Pengelola 

Informasi dan 

Dokumentasi 

(PPID) sampai 

dengan PPID 

pembantu 

17.6.2.(b) 

Tingkat penetrasi 

akses tetap 

pitalebar (fixed 

broadband) di 

Perkotaan dan di 

Perdesaan. 

Meningkatk

an 

kesetaraan 

infrastruktu

r dan akses 

pada 

informasi 

dan layanan 

teknologi 

komunikasi 

Meningkatk

an 

kesetaraan 

infrastruktu

r dan akses 

pada 

informasi 

dan layanan 

teknologi 

komunikasi 

Insfrastruktu

r 

pengembanga

n fixed 

broadband 

membutuhka

n biaya yang 

besar 

Memaksimalk

an 

Insfrastruktur 

pengembanga

n fixed 

broadband 



 

17.6.2.(c) Proporsi 

penduduk 

terlayani mobile 

broadband 

Meningkatk

an 

kesetaraan 

infrastruktu

r dan akses 

pada 

informasi 

dan layanan 

teknologi 

komunikasi 

Meningkatk

an 

kesetaraan 

infrastruktu

r dan akses 

pada 

informasi 

dan layanan 

teknologi 

komunikasi 

Harga 

langganan 

mobile 

broadband 

relative masih 

mahal 

Perhatian 

pemerintah 

untuk 

memperluas 

Wifi public 

dengan akses 

gratis 

17.8.1* Proporsi individu 

yang 

menggunakan 

internet. 

Meningkatk

an 

kesetaraan 

infrastruktu

r dan akses 

pada 

informasi 

dan layanan 

teknologi 

komunikasi 

Meningkatk

an 

kesetaraan 

infrastruktu

r dan akses 

pada 

informasi 

dan layanan 

teknologi 

komunikasi 

Harga 

langganan 

internet.relati

ve masih 

mahal 

Perhatian 

pemerintah 

untuk 

memperluas 

Wifi public 

dengan akses 

gratis 

Sumber : Indikator TPB/SDGs Kabupaten Bantul, 2021 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan 

atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena 

dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat 

penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan 

tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. 

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal 

yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena 

dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang Suatu kondisi yang 

menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan 

yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk 

meningkatkan kualitas layanan. 

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas 

Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah dikaji pada sub-bab 

sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan 

Informatika yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 sebagai 

berikut: 

 

 



 

A. Empatik government, pemerintahan yang adaptif terhadap 

aspirasi masyarakat  

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai peran penting 

dalam penyebaran informasi dan komunikasi kepada masyarakat. 

Sekaligus berperan positif terhadap penyampaian berita dan 

pencegahan berita hoax yang menyesatkan. Baik buruknya Image 

Pemerintahan dipengaruhi oleh pengelolaan media, baik media 

kenvensional maupun media sosial paling banyak diminati. Oleh 

karena itu Pemerintah harus responsif terhadap perubahan trend 

terkini baik dari sisi pemanfaatan teknologi, maupun dari sisi konten 

berita yang tersampaikan. Keberhasilan dari program kegiatan ini 

diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap 

Kualitas layanan informasi dan komunikasi publik. 

B. Pengelolaan opini publik berbasis big data serta pengelolaan 

aduan masyarakat.  

Kemajuan teknologi informasi harus disertai dengan pengelolaan dan 

penyediaan sarana dan prasarana data yang memadai. Apa yang 

sedang trending di media sosial, baik berita positif maupun berita 

negatif (hoax) harus dapat kita rekam dan sajikan dalam big data. 

Hal ini diperlukan dalam rangka menganalisa kebenaran laporan dan 

mereduksi berita negatif yang berkembang di masyarakat. Trend 

perkembangan pemanfaatan saluran komunikasi masyarakat saat ini 

cenderung pada hal-hal yang praktis, cepat, mudah dan murah. 

Untuk itu dalam penyebaran informasi akan lebih efektif apabila 

menggunakan media online yang paling diminati dan digunakan oleh 

masyarakat. 

C. Pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan berbagai 

komunitas dalam proses komunikasi publik dan promosi potensi 

lokal; sasaran penyebaran informasi paling strategis perlu 

ketelibatan kelompok masyarakat dalam penyebaran informasi. 

Terdapat 31 Kelompok Informasi Masyarakat yang tersebar di 17 

Kapanewon dan 75 kalurahan. 

D. Penyebaran jaringan telekomunikasi yang merata  

Pembangunan jaringan telekomunikasi dibedakan dalam dua 

kategori, yaitu: Pembangunan jaringan Fiber Optic dan Jaringan 

Wireless, hal ini terkait dengan keluasan wlayah dan topografi 

wilayah. Untuk pelayanan entitas yang merupakan pelayanan public 



 

prioritas diutamakan untuk dibangun jaringan fiber optic. Sementara 

untuk entitas yang tidak terlewati jaringan backbone dibangun 

jaringan wireless. 

E. Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia di Tingkat Pusat 

dan Daerah  

Penyajian Geoportal dan Geospasial merupakan kebutuhan yang 

mendesak dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI). 

Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia di Tingkat Pusat dan 

Daerah  

F. Layanan pemerintahan dan  publik berbasis digital 

Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada 

Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik wajib dilakukan 

untuk  mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, 

transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas 

dan terpercaya. 

Pelayanan publik yang mudah, murah,  cepat dan akurat 

disesuaikan dengan kemajuan teknologi, menjadi tuntutan yang 

harus diimplementasikan dalam pelayanan oleh Pemerintah kepada 

masyarakat. Proses digitalisasi pelayanan publik ini bagian dari 

transformasi teknologi dilakukan secara bertahap dimulai dari 

penyediaan infrastruktur jaringan, Pengadaan piranti penunjang, 

pembangunan aplikasi, peningkatan kapasitas server dan ware 

house data, serta peningkatan standar keamanan informasi. 

G. Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang 

terpadu 

Integrasi sistem aplikasi untuk peningkatan kualitas layanan publik 

dan implementasi SPBE mutlak diperlukan, beberapa aplikasi yang 

dibangun ada yang fungsinya merupakan kelanjutan dari aplikasi 

dari yang lain, tetapi masing-masing berdiri sendiri. Oleh karenanya 

perlu diintegrasikan, demi memudahkan pengguna layanan. 

H. Terwujudnya komunikasi dan Informasi yang aman  

Dalam lalu-lintas informasi dan data dalam Pelayanan pemerintah 

baik pusat maupun daerah, memerlukan standart keamanan baik 

Tingkat Nasional maupun  Internasional. Hal ini sangat penting 

karena data dan informasi yang diberbagipakaikan  rawan terhadap 

penyimpangan, penyadapan, maupun penyalahgunaan.  Untuk itu 



 

Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya meningkatkan keamanan 

lalu lintas informasi, aplikasi, jaringan maupun data yang ada di 

server, melalui assessment yang dilakukan oleh pihak yang kredibel. 

 

 Adapun isu-isu strategis tersebut diperoleh dengan proses 

skoring sebagaimana dimuat pada tabel-tabel di bawah. 

Tabel 3.11 

Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis 

No Kriteria Bobot 

1 Memiliki Pengaruh Yang Besar/Signifikan 

Terhadap Pancapaian Sasaran Pembangunan 
Nasional 

20 

2 Merupakan Tugas Dan Tanggung Jawab 
Pemerintah Daerah 

10 

3 Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Daerah Dan 
Masyarakat 

20 

4 Memiliki Daya Ungkit Yang Signifikan Terhadap 
Pembangunan Daerah 

10 

5 Kemungkinan Atau Kemudahan Untuk Ditangani 15 

6 Prioritas Janji Politik Yang Perlu Diwujudkan 25 

 

Kemudian Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis tersebut 

diimplementasikan untuk setiap Isu Strategis yang telah di tentukan, 

kemudian kriteria dijumlahkan secara keseluruhan untuk 

mendapatkan total skor masing masing isu strategi, sehingga 

diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 3.12 

SKALA KRITERIA 

NO ISU STRATEGIS NILAI SKALA KRITERIA TOTAL 

SKOR 

1 2 3 4 5 6 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Empatik 

goverment, 
pemerintahan 

yang adaptif 

terhadap aspirasi 

masyarakat 

15 15 20 10 15 20 95 

2 Pengelolaan opini 

publik berbasis big 

10 10 15 5 15 10 65 



 

data serta 

pengelolaan aduan 
masyarakat 

3 Pemberdayaan 

masyarakat dan 

kemitraan dengan 
berbagai 

komunitas dalam 

proses komunikasi 

publik dan 

promosi potensi 
local 

20 10 20 10 10 10 80 

4 Persebaran 

jaringan 

telekomunikasi 
yang merata 

20 10 20 10 10 25 95 

5 Percepatan 

Implementasi Satu 

Data Indonesia di 
Tingkat Pusat dan 

Daerah 

15 10 15 10 10 10 70 

6 Layanan 

Pemerintahan dan 
publik Berbasis 

Digital 

20 10 15 10 10 25 90 

7 Terwujudnya 
Sistem 

Pemerintahan 

Berbasis 

Elektronik yang 

terpadu 

20 10 20 5 10 25 90 

8 Terwujudnya 

komunikasi & 

Informasi yang 

aman 

15 10 15 5 10 15 70 

Sumber : Dinas Kominfo, 2021, diolah 

Tabel 3.13 

Rata-rata skor Isu strategis 

No Isu-Isu Strategis Total skor Rata-rata Skor 

(1) (2) (3) (4) 

1 
Empatik goverment, pemerintahan 
yang adaptif terhadap aspirasi 
masyarakat 

95 15,83 

2 
Pengelolaan opini publik berbasis big 
data serta pengelolaan aduan 
masyarakat 

65 10,83 

3 

Pemberdayaan masyarakat dan 
kemitraan dengan berbagai 
komunitas dalam proses komunikasi 
publik dan promosi potensi local 

80 13,33 



 

No Isu-Isu Strategis Total skor Rata-rata Skor 

(1) (2) (3) (4) 

4 
Persebaran jaringan telekomunikasi 
yang merata 

95 15,83 

5 
Percepatan Implementasi Satu Data 
Indonesia di Tingkat Pusat dan 
Daerah 

70 11,66 

6 
Layanan Pemerintahan dan publik 
Berbasis Digital 

90 15 

7 
Terwujudnya Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik yang terpadu 

90 15 

8 
Terwujudnya komunikasi & 
Informasi yang aman 

70 11,66 

Sumber : Dinas Kominfo, 2021, diolah 

Dari perhitungan diatas, maka kemudian diperoleh total skor 

masing-masing isu Strategis dengan skor terbesar akan menjadi 

prioritas utama. adapun yang menjadi program prioritas adalah : 

Tabel 3.14 

Prioritas Utama Skor Isu Strategis 

No Isu-Isu Strategis 
Total 

skor 

(1) (2) (3) 

1 
Empatik goverment, pemerintahan yang adaptif terhadap 
aspirasi masyarakat 

95 

2 Persebaran jaringan telekomunikasi yang merata 
95 

3 
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang 
terpadu 

90 

4 Layanan Pemerintahan dan publik Berbasis Digital 
90 

5 
Pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan berbagai 
komunitas dalam proses komunikasi publik dan promosi 
potensi local 

80 

6 Terwujudnya komunikasi & Informasi yang aman 
70 

7 
Percepatan Implementasi Satu Data Indonesia di Tingkat 
Pusat dan Daerah 

70 

8 
Pengelolaan opini publik berbasis big data serta pengelolaan 
aduan masyarakat 

65 

Sumber : Dinas Kominfo, 2021, diolah 



 

BAB IV. 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang 

menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan 

daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome 

program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan 

dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana 

untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan 

tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika 

disajikan pada tabel berikut: 

 



 

Tabel 4.1 

 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 

Tujuan Sasaran 

Indikator 

Tujuan dan 

Sasaran 

Formula 

Kondisi awal 

Renstra 

(Tahun 

baseline/ Tahun 
2021) 

Target 
Kondisi 
akhir 

Renstra 2022 2023 2024 2025 2026 

Terwujudnya 

penyelenggar

aan 

pemerintaha

n yang 

berkinerja 

tinggi dan 

akuntabel 

 Indeks 
Sistem 
Pemerinta
han 
Berbasis 
Elektronik 
(SPBE) 

Penilaian 
dari 

Kementer
ian 

Pendayag
unaan 

Aparatur 
Negara. 

dan 
Reformas

i 
Birokrasi 

3,24 3,25 3,3 3,35 3,4 3,45 3,45 

 Meningkatny
a kualitas 
layanan 
publik terkait 
pelayanan 
komunikasi 
dan 

informatika 

Index 
kualitas 
layanan 
informasi 
publik 
 

Survey 

indeks 

Kualitas 

Layanan 

Informasi 

publik 

80 
 

83.75 84 84,25 84,5 84,75 84,75 

 Tersedianya 
infrastruktur 
TIK yang 
memadai 

Nilai 
Indeks 
Pembangu
nan TIK 

Survey 

Indeks 

Pembang

unan TIK 

N/A 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8 7,8 



 

 Pengembanga
n aplikasi 
dan statistik 

Nilai Tata 
kelola 
SPBE 

Diambil 

dari 

aspek 

Nilai Tata 

kelola 

SPBE 

pada 

Indeks 

SPBE  

2,7 2,7 2,75 2,8 2,85 3,0 3,0 

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, diolah 

 

 
 

 

 



 

BAB V.   

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang 

berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk 

mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah 

ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk 

menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran 

RPJMD secara bertahap.  

Dalam menentukan strategi Renstra Dinas Komunikasi dan 

Informatika, digunakan metode SWOT. Adapun uraian dari analisis SWOT 

dimuat pada bagian berikut: 

A. Faktor Internal dan Eksternal  

1. Kekuatan 

Dibalik permasalahan yang ada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Bantul masih memiliki kekuatan yang dapat mendorong 

dan memotivasi untuk tetap mengembangkan dunia Teknologi 

Informasi dan komunikasi yaitu : 

1.  Komitmen pimpinan daerah terhadap eksistensi Dinas Komunikasi 

dan Informatika sebagai pengelola sumber daya komunikasi dan 

informasi cukup tinggi; 

2. Adanya Kebijakan e-Government sebagai salah satu pengungkit 

percepatan Reformasi Birokrasi (Quick Wins). 

3.  Sumber Daya Manusia bidang Teknologi Informasi semakin 

meningkat. 

4.  Hasil-hasil pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

dapat dijadikan sebagai modal pembangunan selanjutnya. 

5.  Tersedianya sarana dan prasarana teknologi dan informasi bagi 

masyarakat. 

6.  Peraturan perundangan bidang komunikasi dan informatika yang 

mendukung pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi : 

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronis; 

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 



 

c. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan 

strategi nasional pengembangan e-Government; 

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06 

Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas 

Elektronik di Lingkungan Pemerintah; 

e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah 

Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan 

f. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

01/SE/M.KOMINFO/02/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Elektronik untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi 

Penyelenggaraan Negara 

g. Adanya Perbub nomor 45 tahun 2019 tentang Pelaksanaan dan 

Pengelolaan Keamanan Sistem Informasi 

h. Adanya Perbub Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pengembangan 

Dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan 

i. Adanya Perbub Nomor 47 Tahun 2019 Pengelolaan Data Center 

j. Adanya Perbub Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengembangan 

Dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi 

k. Adanya Perbub Nomor 61 Tahun 2019 SPBE Dalam 

Penyelenggaraan Pemda 

l. Komitmen pimpinan daerah terhadap terwujudnya Smart City 

tinggi. 

 

2. Kelemahan 

a.  Terbatasnya kualitas SDM yang bersertifikasi 

b. Perencanaan dan pengembangan terkait TIK belum terintegrasi 

dengan baik antar semua lembaga daerah 

c.  Sosialisasi pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai alat 

memperlancar pelaksanaan tugas belum optimal 

d. Sebagian besar aparat pemerintah atau masih enggan 

memanfaatkan fasilitas teknologi dan informasi; 

e.  Berbagai OPD memiliki system aplikasi sendiri-sendiri 

f.  Keterbatasan sumber daya komunikasi dan informasi dalam 

pembangunan Smart City 

  

 



 

3. Peluang 

a. Potensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

memiliki peluang yang besar. 

b. Komitmen Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan dan 

pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

c. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi mulai berkembang. 

d. Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat 

tinggi. 

e. Kepemilikan perangkat teknologi informasi semakin terjangkau 

oleh masyarakat. 

f. Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi/Pusat terhadap 

perwujudan Smart City 

  

4. Tantangan 

a. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek baru 

dalam dinamika pembangunan daerah. 

b. Pemerataan akses data dan informasi diberbagai sektor. 

c. Pengetahunan masyarakat tentang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi rendah. 

d. Sikap proaktif masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan 

Komunikasi belum optimal. 

e. Permasalahan pengawasan dan pengendalian semakin kompleks 

f. Lemahnya penegakan hukum di bidang teknologi dan informasi 

g. Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat 

terhadap program Smart City 

  

B. Alternatif Strategi  

1. Kekuatan dan Peluang (S-O) 

a. Memanfaatkan semua potensi Teknologi Informasi dan 

Komunikasi untuk mempertahankan eksistensi Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul; 

b. Mendorong terbitnya aturan/regulasi sebagai perwujudan 

dukungan penyelenggaraan pengelolaan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi di Kabupaten Bantul; 



 

c. Mendorong SDM yang ada untuk menciptakan sarana Teknologi 

Informasi dan Komunikasi untuk perkembangan usaha ekonomi 

masyarakat; 

d. Mendorong peningkatan investasi di bidang Teknologi Informasi 

dan Komunikasi dengan mengacu kepada hasil-hasil 

pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah 

ada.  

2. Kekuatan dan Tantangan (S-T) 

a. Mendorong inovasi-inovasi baru di bidang TIK seperti 

pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya 

saing tinggi 

b. Pembangunan Warehouse data dan infrastruktur jaringan 

meluas ke sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian. 

b. Pembangunan infrastruktur jaringan meluas ke sekt;or 

pendidikan, kesehatan dan perekonomian 

c. Memanfaatkan SDM yang ada untuk meningkatkan 

pengetahuan aparat dan masyarakat tentang TIK. 

d. Mendorong kegiatan sosialisasi melalui media yang ada kepada 

berbagai instansi pemerintah dan masyarakat agar bisa lebih 

proaktif. 

e. Menyediakan akses pelayanan data dan informasi secara efektif 

dan efisien 

f. Memantapkan regulasi-regulasi Teknologi Informasi dan 

Komunikasi guna mendukung pemerataan akses data dan 

informasi diberbagai sector 

g. Mempersiapkan SDM dan mensosialisasikan program Smart 

City keseluruh lapisan masyarakat 

  

3. Kelemahan dan Peluang (W-O) 

a. Mendorong terbentuknya petugas-petugas teknis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi yang bertanggung jawab untuk 

mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di instansi 

masing-masing; 

b. Proaktif dan berusaha memfasilitasi dalam segala kegiatan 

pembangunan; 

c. Pemanfaatan secara maksimal penggunaan sarana dan 

prasarana yang ada; 



 

d. Melakukan pemantapan secara maksimal peggunaan sarana 

dan prasarana yang ada; dan 

e. Meningkatkan pengetahuan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi aparat pemerintah baik dari staf sampai ke 

pimpinan melalui bimbingan teknis dan pelatihan. 

4. Kelemahan dan Tantangan (W-T) 

a. Mendorong SDM yang ada lebih kreatif dan profesional (handal 

dan berkualitas ) dalam era Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; 

b. Mendorong, proaktif dan berusaha memfasilitasi terlaksananya 

Musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten; 

c. Membangun berbagai aplikasi sistem informasi dan komunikasi 

untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan 

d. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan yang handal 

e.   

Dari penjelasan Permasalahan, Kekuataan, Kelemahan, Peluang, Tantangan 

dan alternatif strategi diatas dapat dibentuk matrik sebagai berikut : 

Tabel 5.1 

Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Dan Ancaman Dinas 

Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul 

    

  

 

  

 

 

PELUANG : 

1. Potensi Pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi memiliki 

peluang yang besar. 

2. Komitmen Pemerintah Pusat 

terhadap penyelenggaraan 

dan pengelolaan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi. 

3. Usaha ekonomi masyarakat 

dengan menggunakan 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi mulai 

berkembang. 

4. Investasi bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

sangat tinggi. 

5. Kepemilikan perangkat 

teknologi informasi semakin 

terjangkau oleh masyarakat. 

6. Adanya dukungan dari 

Pemerintah Provinsi/Pusat 

TANTANGAN 

1. Teknologi Informasi dan 

Komunikasi merupakan 

aspek yang tidak selalu 

mudah dikendalikan 

dalam dinamika 

pembangunan 

2. Kesenjangan akses data 

dan informasi diberbagai 

sektor. 

3. Kemampuan 

pengendalian 

masyarakat terhadap 

pemanfaatan teknologi 

informasi dan 

komunikasi masih 

lemah 

4. Sikap proaktif 

masyarakat terhadap 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi belum 

optimal. 

5. Permasalahan 

FAKTOR  

INTERNAL 

FAKTOR 

EKSTERNAL 



 

terhadap perwujudan Smart 

City. 

pengawasan dan 

pengendalian semakin 

kompleks 

6. Lemahnya penegakan 

hukum di bidang 

teknologi dan informasi 

7. Masih rendahnya 

pengetahuan dan 

kepedulian masyarakat 

terhadap program Smart 

City 

 KEKUATAN : 

1. Komitmen pimpinan 

daerah terhadap 

eksistensi Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika sebagai 

pengelola sumber daya 

komunikasi dan informasi 

cukup tinggi; 

2. 2.Adanya Kebijakan e-

Government sebagai salah 

satu pengungkit 

percepatan Reformasi 

Birokrasi (Quick Wins). 

3. 3.Sumber Daya Manusia 

bidang Teknologi 

Informasi semakin 

meningkat. 

4. 4.Hasil-hasil 

pembangunan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

dapat dijadikan sebagai 

modal pembangunan 

selanjutnya. 

5. Tersedianya sarana dan 

prasarana teknologi dan 

informasi bagi 

masyarakat. 

6. Adanya Perda yang 

mendukung hak akses 

informasi public 

7. Komitmen pimpinan 

daerah terhadap 

terwujudnya Smart City 

tinggi. 

  

  

Alternatif Strategi : 

Kekuatan dan Peluang 

 

1. Memanfaatkan semua 

potensi sumber daya 

teknologi dan informasi 

untuk mempertahankan 

eksistensi Dinas 

Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten 

Bantul 

2. Mendorong terbitnya 

aturan/regulasi sebagai 

perwujudan dukungan 

penyelenggaraan 

pengelolaan sumber daya 

komunikasi dan informasi 

di Kab. Bantul 

3. Mendorong SDM yang ada 

untuk menciptakan sarana 

sumber daya komunikasi 

dan informasi untuk 

perkembangan usaha 

ekonomi masyarakat 

4. Mendorong peningkatan 

investasi di bidang TIK 

dengan mengacu kepada 

hasil-hasil pembangunan 

TIK yang sudah ada 

5. Meningkatkan ketersediaan 

sarana dan prasarana 

teknologi dan informasi bagi 

masyarakat. 

6. Meningkatkan kualitas hak 

akses masyarakat terhadap 

informasi publik. 

7. Meningkatkan koordinasi 

dan kerjasama seluruh OPD 

dan semua pemangku 

kepentingan guna 

mendukung terwujudnya 

Smart City. 

Alternatif Strategi : 

Kekuatan dan Tantangan 

 

1. Mendorong inovasi- 

inovasi baru di bidang 

TIK seperti pemanfaatan 

teknologi yang ramah 

lingkungan dan berdaya 

saing tinggi 

2. Pembangunan 

Warehouse data dan 

infrastruktur jaringan 

meluas ke sektor 

pendidikan, kesehatan 

dan perekonomian. 

3. Pembangunan 

infrastruktur jaringan 

meluas ke sekt;or 

pendidikan, kesehatan 

dan perekonomian 

4. Memanfaatkan SDM 

yang ada untuk 

meningkatkan 

pengetahuan aparat 

dan masyarakat tentang 

TIK. 

5. Mendorong kegiatan 

sosialisasi melalui 

media yang ada kepada 

berbagai instansi 

pemerintah dan 

masyarakat agar bisa 

lebih proaktif. 

6. Menyediakan akses 

pelayanan data dan 

informasi secara efektif 

dan efisien 

7. Memantapkan regulasi-

regulasi Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi guna 

mendukung pemerataan 

akses data dan 



 

  

informasi diberbagai 

sector 

8. Mempersiapkan SDM 

dan mensosialisasikan 

program Smart City 

keseluruh lapisan 

masyarakat 

 KELEMAHAN : 

  

 

1.Penguasaan pimpinan 

terhadap penggunaan 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi masih 

kurang 

2. Terbatasnya sumber daya 

komunikasi dan informasi 

3.Sosialisasi pemanfaatan 

Teknologi Informasi 

sebagai alat 

memperlancar 

pelaksanaan tugas belum 

optimal 

4.Sebagian besar aparat 

pemerintah atau masih 

enggan memanfaatkan 

fasilitas teknologi dan 

informasi; 

5.Berbagai OPD memiliki 

system aplikasi sendiri-

sendiri 

6.Keterbatasan sumber daya 

komunikasi dan informasi 

dalam pembangunan 

Smart City 

Alternatif Strategi : 

Kelemahan dan Peluang 

 

1.Mendorong pimpinan untuk 

berkomitmen terhadap 

pentingnya pemanfaatan 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; 

2.Terbukanya peluang 

pengembangan sumber daya 

komunikasi dan informasi; 

3.Melakukan pemanfaatan 

secara maksimal peggunaan 

sarana dan prasarana yang 

ada untuk mendukung 

usaha peningkatan 

kesejahteraan masarakat; 

4.Meningkatkan pengetahuan 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi aparat 

pemerintah melalui 

bimbingan teknis dan 

pelatihan. 

5.Mensinergikan dan 

mengintregasikan berbagai 

database sistem aplikasi 

teknologi informasi. 

6. Menyediakan akses informasi 

yang mudah dan terjangkau 

bagi semua kalangan 

7.Menghimpun berbagai 

potensi untuk pembangunan 

Smart City 

Alternatif Strategi : 

Kelemahan dan 

Tantangan 

1. Memberikan dukungan 

pimpinan terhadap 

pengembangan 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; 

2. Mendorong peran serta 

masyarakat dalam 

pengembangan sumber 

daya komunikasi dan 

informasi; 

3. Membangun berbagai 

aplikasi sistem informasi 

dan komunikasi untuk 

penyelenggaraan 

pemerintahan; dan 

4. Meningkatkan sarana 

dan prasarana pelatihan 

yang handal; 

5. Meningkatkan 

kemampuan SDM 

teknisi dan fasilitas 

pendukungnya. 

2. Optimalisasi 

pengawasan dan 

pengendalian 

pemanfaatan teknologi 

informasi 

1. 7. Memaksimalkan 

semua potensi yang ada 

untuk membangun 

Smart City 

 



 

Strategi pembangunan daerah Kabupaten Bantul ditentukan 

berdasarkan hasil analisa SWOT di atas, selanjutnya untuk menentukan arah 

kebijakan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan Program 

Unggulan Bupati Terpilih. 

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran 

perangkat daerah adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.2 

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas 

Komunikasi dan Informatika 

VISI RPJMD: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, 
sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai 

NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika. 

MISI RPJMD: 1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang 
efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

(1) (2) (3) (4) 

Mewujudkan tata 
kelola 
pemerintahan yang 
efektif, efisien 
akuntabel dan 
bebas KKN 

1. Meningkatnya 
kualitas layanan 
publik terkait 
pelayanan 
komunikasi dan 
informatika 

1.1 Peningkatan 
layanan informasi dan 
komunikasi publik 
 

1.1.1 Meningkatkan 
pengelolaan 
Informasi dan 
Komunikasi Publik 
 

2. Tersedianya 
infrastruktur TIK 
yang memadai  
 

2.1 
Penyelenggaraan 
Keistimewaan 
Yogyakarta Urusan 
Kebudayaan berbasis 
Digital 

2.1.1 Membangun 
Ekosistem Kultural 
DIY Berbasis Digital 

2.2 
Peningkatan 
Pembangunan dan 
pengelolaan Aplikasi 
Informatika 
 
 
 
 
 
 

2.1.1  
Meningkatkan 
Pengelolaan Nama 
Domain yang telah 
Ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat 
dan Sub Domain di 
Lingkup Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Bantul dengan 
optimal 

3. Pengembangan 
aplikasi dan 
statistik  
 

3.1 Peningkatan 
Pembangunan dan 
pengelolaan Aplikasi 
Informatika 
 

3.1.2 Mengelola e-
government Di 
Lingkup Pemerintah 
Daerah Kabupaten 
Bantul dengan 
Optimal. 



 

3.2 Peningkatan 
Penyelenggaraan dan 
Pengelolaan Statistik 
Sektoral Daerah 
 

3.2.1 
Menyelenggarakan 
dan mengelola 
Statistik Sektoral di 
Lingkup Daerah 
Kabupaten Bantul 

3.3 Peningkatan 
Penyelenggaraan 
Persandian Untuk 
Pengamanan Informasi 
Pemerintah Kabupaten 
Bantul 
 

3.3.1 
Menyelenggarakan 
Persandian untuk 
Pengamanan 
Informasi 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bantul 

3.1.2 Menetapkan 
Pola Hubungan 
Komunikasi Sandi 
Antar Perangkat 
Daerah Kabupaten 
Bantul 

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2021-2026, diolah 

 

  



 

BAB VI. 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta 

pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan 

berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk 

program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub 

kegiatan disertai pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika 

disajikan pada tabel berikut: 



 

Table 6.1 

 Rencana Program Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 

TUJU
AN 

SASA
RAN 

KODE 

 Indikator 
Kinerja 
Tujuan, 

Sasaran, 
Program, 
Kegiatan 
dan Sub 

Kegiatan 

Formula Ca
pai
an 

Ta
hu
n 
20

20 

Ca
pai
an 

Ta
hu
n 
20

21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 
Kerj 

Peran

gkat 
Daera

h 
Pena

nggu
ng 

Jawa
b 

Lo
ka
si Program/

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 
Akhir Periode 

Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA

RG
ET 

Rp TA

RG
ET 

Rp TA

RG
ET 

Rp TA

RG
ET 

Rp TA

RG
ET 

Rp) TA

RG
ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2
2) 

Terwuj
udnya 
penyel

enggar
aan 

pemeri
ntaha

n yang 
berkin

erja 
tinggi 

dan 
akunt
abel 

     Indeks 
Sistem 

Pemerinta

han 
Berbasis 

Elektronik 
(SPBE) 

Penilaian 
dari 

kemenpan 

RB 

  3.2
4 

3,2
5 

  3.3
0 

  3.3
5 

  3.0
4 

  3.4
5 

  3.4
5 

   Kab. 
Bantu
l 

Ba
nt
ul  

 Meni
ngkat
nya 

kualit

as 
layan

an 
publi

k 
terkai

t 
pelay

anan 
komu
nikasi 
dan 

infor

  Index 
kualitas 
layanan 

informasi 

publik 

Survey 
indeks 

Kualitas 
Layanan 

Informasi 
publik 

83.
03 

80 83.
75 

 84  84,
25 

 84,
5 

 84,
75 

 84,
75 

  Kab. 
Bantu
l 

Ba
nt
ul  



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

matik

a 

    02.16 URUSAN 
PEMERIN

TAHAN 
BIDANG 
KOMUNIK

ASI DAN 
INFORMA
TIKA 

                                    

    02.16.
02 

PROGRA
M 
INFORMA

SI DAN 
KOMUNIK
ASI 
PUBLIK 

Persentas
e 

masyarak

at yang 
menjadi 
sasaran 

penyebar

an 
informasi 
publik, 

mengetah

ui 
kebijakan 

dan 
program 

prioritas 
pemerint
ah dan 

pemerint

ah daerah 
kabupate

n 

Jumlah 
masyarak
at yang 

menjadi 
sasaran 

penyebara
n 

informasi 
public/Ta
rgesasara
n *100% 

43.
40.
00 

50 70 Rp1.30

9.327.7

00 

 

71 Rp1.63

9.360.5

14 

 

72 Rp1.67

1.101.7

18 

73 Rp1.69

8.953.4

12 

 

74 Rp1.86

8.848.7

54 

 

74 Rp8.187

.592.09

8 

 

Bidan
g 
Penge

lolaan 
Infor
masi 
dan 

Komu
nikas
i 
Publi

k 

Ka
b. 

Ba

nt
ul 



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

    2.16.0

2.2.01 

Pengelola

an 
Informasi 
dan 
Komunik

asi Publik 
Pemerint
ah Daerah 
Kabupate

n/Kota 

Persentas

e 
diseminas

i dan 
layanan 

informasi 
publik 
yang 

dilaksana

kan 
sesuai 
dengan 
strategi 

komunika
si 

(STRAKO
M) dan 

SOP yang 
telah 

ditetapka
n 

Jumlah 

sararan 
diseminas
i dan 
layanan 

informasi 
public 
/jumlah 
Target 

diseminas
i dan 
layanan 
informasi 

public 
*100% 

10

0 

10

0 

10

0 

Rp1.30

9.327.7

00 

 

10

0 

Rp1.63

9.360.5

14 

 

10

0 

Rp1.67

1.101.7
18 

10

0 

Rp1.69

8.953.4

12 

 

10

0 

Rp1.86

8.848.7

54 

 

10

0 

Rp8.187

.592.09

8 

 

Bidan

g 
Penge
lolaan 
Infor

masi 
dan 
Komu
nikas

i 
Publi
k 

Ka

b. 
Ba
nt
ul 

    2.16.0
2.2.01

.02 

Monitorin
g Opini 

dan 
Aspirasi 
Publik 

Penangan
an aduan 

masyarak
at yang 
masuk 
melalui 

aplikasi 
Lapor 
Bantul 

dan Lapor 

SP4N 

Jumlah 
Penangan

an aduan 

100 10
0 

10
0 

Rp311.

165.00

0 

 

10
0 

Rp391.

657.13

9 

 

10
0 

Rp399.

490.28

2 

 

10
0 

Rp405.

482.63

6 

 

10
0 

Rp446.

030.90

0 

 

10
0 

Rp1.953

.825.95

6 

 

Seksi 
Penge

lolaan 
Opini 
Publi
k dan 

Pelay
anan 
Penga
duan 

Ka
b. 

Ba
nt
ul 



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

        Peliputan 

kegiatan 
pemerinta

h dan 
masyarak

at di 
Kabupate
n Bantul 

Jumlah 

peliputan 
yang 

dipublikas
ikan 

285 29

0 

30

0 

  33

0 

  36

0 

  40

0 

  45

0 

  45

0 

      

        Laporan 
indek 

kualitas 
pelayanan 

informasi 
public 

Jumlah 
laporan 

1 1 1   1   1   1   1   1       

       Laporan 
analisis 

isu publik 
bulanan 

Jumlah 
laporan 

bulanan 

12 12 12   12   12   12   12   12       

   2.16.0
2.2.01

.05 

Pengelola
an Media 
Komunik

asi Publik 

Konten 
informasi 

terkait 

program 
dan 

kebijakan 
pemerint

ah 
kabupate
n/kota 
sesuai 

dengan 
strategi 

komunika
si 

(STRAKO
M) 

Jumlah 
konten 

informasi 

22
5 

23
0 

23
8 

Rp636.

148.50

0 

 

24
4 

Rp795.

185.62

5 

 

24
8 

Rp811.

089.33

7 

 

25
4 

Rp826.

040.84

5 

 

26
0 

Rp908.

644.93

0 

 

26
0 

Rp3.977

.109.23

9 

 

Seksi 
Produ
ksi 

dan 
Distri
busi 
Infor

masi 
Publi
k 

Ka
b. 

Ba

nt
ul 



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

   2.16.0

2.2.01
.12 

Penyelen

ggaraan 
Hubungan 
Masyarak
at, Media 

dan 
Kemitraa
n 
Komunita

s 

Kelompok 

Informasi 
Masyarak
at (KIM) 

di 

Tingkat 
Desa yang 
dikemban
gkan dan 

diberdaya
kan 

Jumlah 

KIM yg 
ada 

21 42 52 Rp362.

014.20

0 

 

62 Rp452.

517.75

0 

 

72 Rp460.

522.09

9 

 

82 Rp467.

429.93

0 

 

90 Rp514.

172.92

4 

 

90 Rp2.256

.656.90

3 

 

Seksi 

Pemb
erday
aan 
dan 

Kemi
traan 

Ka

b. 
Ba
nt
ul 

        Badan 

public yg 
memiliki 

PPID 

Jumlah 

badan 
public yg 
memiliki 

PPID 

132 13

5 

13

2 

  13

2 

  18

1 

  18

1 

  21

1 

  21

1 

      

        Komunita
s 

masyarak

at/ mitra 
strategis 

pemerinta
h daerah 

kabupaten
/kota 
yang 

menyebar

kan 
informasi 

dan 
kebijakan 

pemerinta
h dan 

pemerinta
h 

Jumlah 
KIM telah 
memanfaa

tkan 
Media 
sosial  

21 29 34   44   54   64   75   75       



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

kabupaten

/kota 

        Publikasi 
kegiatan 
pemerinta
h oleh 

media 
massa 

Jumlah 
publikasi 

oleh 
wartawan 

n/a n/
a 

40   40   40   40   40   40       

 Penge
mban
gan 

aplika
si dan 
statis
tik 

  Nilai 
Tatakelola 

Sistem 

Pemerinta
han 

Berbasis 
Elektronik 

(SPBE) 

Diambil 

dari aspek 

Nilai Tata 

kelola 

SPBE 

pada 

Indeks 

SPBE 

2,7 2,7 2,7  2,7

5 

 2.8  2.8

5 

 3  3    

   02.16.

03 

PROGRA

M 
APLIKASI 
INFORMA
TIKA 

Tingkat 

Kematang
an Aspek 
Teknologi 
Informasi 

dan 
Komunik
asi SPBE 

Hasil 

penilaian 
Kematang
an Aspek 

Teknologi 

Informasi 
dan 

Komunika
si SPBE 

2,6

7 

2,6

7 

2,7

5 

Rp9.68

4.574.8

02 

 

2,8

5 

Rp9.82

4.181.4

68 

 

2,9 Rp10.2

06.599.

615 

 

2,9

5 

10.592.

259.57
6 

2,9

5 

Rp11.2

51.485.
534 

2,9

5 

Rp51.55

9.100.9
95 

Bidan

g 
Tata 
Kelol
a e-

Gover
nmen
t, 
Aplik

asi 
Infor
matik
a dan 

Statis
tik 

Ka

b. 
Ba
nt
ul 

          



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

            

            

        Persentas
e 

Perangkat 

Daerah 
(PD) yang 
terhubun
g dengan 

akses 
internet 

yang 
disediaka

n oleh 
Dinas 

Kominfo 

Jumlah 
Perangkat 

Daerah 

(PD) yang 
terhubung 

dengan 
akses 

internet/
Jumlah 

keseluruh
an OPD 

*100% 

10
0 

10
0 

10
0 

  10
0 

  10
0 

  10
0 

  10
0 

  10
0 

  Bidan
g 
Infras

trukt
ur 
Tekn
ologi 

Infor
masi, 
Keam
anan 

Infor
masi 
dan 
Persa

ndian 

Ka
b. 

Ba

nt
ul 

    

    

    

    2.16.0
3.2.01 

Pengelola
an Nama 

Domain 
yang 
telah 
Ditetapka

n oleh 
Pemerint
ah Pusat 
dan Sub 

Domain 
di 
Lingkup 
Pemerint

ah Daerah 
Kabupate
n/Kota 

Persentas
e Domain 

dan Sub 
Domain 
dalam 

Penyelen

ggaraan 
Pemerint

ahan 
yang 

diawasi 

Jumlah 
Domain 

dan Sub 
Domain 
dalam 

Penyeleng

garaan 
Pemerinta
han yang 
diawasi/J

umlah 
keseluruh

an 
Domain 

yang 
dimiliki 
*100% 

10
0 

10
0 

10
0 

Rp7.78

8.935.8

02 

 

10
0 

Rp7.86

6.825.1

60 

 

10
0 

Rp8.17

0.949.0

55 

 

10
0 

Rp8.47

5.182.9

93 

 

10
0 

Rp8.96

0.003.5

89 

 

10
0 

Rp41.26

1.896.5

99 

 

Bidan
g 

Infras
trukt
ur 
Tekn

ologi 
Infor
masi, 
Keam

anan 
Infor
masi 
dan 

Persa
n 

Ka
b. 

Ba
nt
ul 

    

    

    



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

        Layanan 

domain/s
ub 

domain 
yang 

dimanfaat
kan 

Jumlah 

domain/s
ub 

domain 
yg 

dimanfaat
kan 

n/a 34

1 

35

6 

  37

1 

  38

6 

  40

1 

  41

6 

  41

6 

    

    2.16.0

3.2.01
.03 

Penyelen

ggaraan 
Sistem 
Jaringan 
Intra 

Pemerint
ah Daerah 

Perangkat 

daerah 
yang 

terkoneks
i di 

Jaringan 
Intra 

Pemerint
ah atau 

menggun
akan 
akses 

internet 

yang 
diamanka

n yang 
disediaka

n oleh 
Dinas 

Kominfo 

Jumlah 

Organisasi 
Perangkat 

Daerah 
(OPD) 

yang 
terhubung 

dengan 
akses 

internet 

45 45 45 Rp7.78

8.935.8

02 

 

45 Rp7.86

6.825.1
60 

45 Rp8.17

0.949.0

55 

 

45 Rp8.47

5.182.9

93 

 

45 Rp8.96

0.003.5

89 

 

45 Rp41.26

1.896.5

99 

 

Kepal

a 
Seksi 
Infras
trukt

ur 
Tekn
ologi 
Peme

rinta
h 

Ka

b. 
Ba
nt
ul 

        Titik 
layanan 
yang 

terkoneke
ksi 
dengan 
jaringan 

Jumlah 
titik 

layanan 

233 23
3 

23
3 

  23
3 

  23
3 

  23
3 

  23
3 

  23
3 

  
  

    



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

    intra 

pemerinta
h 

        Perangkat 

daerah 
yang 

mengguna
kan akses 

internet 
yang 

berkualita
s yang 

disediaka
n Dinas 
Kominfo 

Jumlah 

perangkat 
daerah 

45 45 45   45   45   45   45   45       



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

        Sistem 

elektronik 
komunika

si intra 
pemerinta

h yang 
disediaka
n Dinas 
Kominfo 

(berbasis 
suara, 
video, 

teks, data 

dan sinyal 
lainnya) 
dengan 

memanfaa

tkan 
jaringan 

intra 
pemerinta

h 

Jumlah 

sistem 
elektronik 
komunika

si intra 

pemerinta
h yang 

disediakan 
Dinas 

Kominfo 

80 80 80   80   10

0 

  10

0 

  10

0 

  10

0 

      

        Perangkat 
daerah 
yang 

mengguna

kan 
layanan 

pusat data 
pemerinta

h 

Jumlah 
perangkat 
daerah 
yang 

mengguna
kan 
layanan 
pusat data 

pemerinta
h 

45 45 45   45   45   45   45   45       



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

        Perangkat 

daerah 
yang 

menyimpa
n data di 

pusat data 
pemerinta

h 

Jumlah 

perangkat 
daerah 
yang 

menyimpa

n data di 
pusat data 
pemerinta

h 

45 45 45   45   45   45   45   45       

    2.16.0
3.2.02 

Pengelola
an e-
governme

nt Di 
Lingkup 
Pemerint
ah Daerah 

Kabupate
n/Kota 

Persentas
e Layanan 
Publik 

yang 
diselengg
arakan 
secara 

online 
dan 
terintegra
si 

Jumlah 
Layanan 
Publik 

yang 
diselengg
arakan 
secara 

online 
dan 

terintegra
si/Jumlah 

keseluruh
an *100% 

70 70 79 Rp1.89

5.639.0

00 

 

84 Rp1.95

7.356.3

08 

 

89 Rp2.03

5.650.5

60 

 

95 Rp2.11

7.076.5

83 

 

95 Rp2.29

1.481.9

45 

95 Rp10.29
7.204.3

96  

Bidan
g 
Tata 

Kelol
a e-
Gover
nmen

t, 
Aplik
asi 
Infor

matik
a dan 
Statis
tik 

Ka
b. 

Ba

nt
ul 



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

2.16.0

3.2.02
.07 

Pengemba

ngan 
Aplikasi 
dan 
Proses 

Bisnis 
Pemerint
ahan 
Berbasis 

Elektroni
k 

Layanan 

publik 
dan 
layanan 
administr

asi yang 
terintegra
si dengan 
sistem 

penghubu
ng 
layanan 
pemerint

ah 

Jumlah 

layanan 
publik 

dan 
layanan 

administr
asi 

5 7 7 Rp862.

200.00

0 

 

9 Rp892.

914.13

8 

 

11 Rp928.

630.70

3 

 

13 Rp965.

775.93

2 

 

13 Rp1.02

3.722.4

88 

 

13 Rp4.673

.243.26

1 

 

Seksi 

Penge
mban
gan 
Aplik

asi 
Infor
matik
a 

Ka

b. 
Ba
nt
ul 

    Perangkat 
daerah 

yang 
memiliki 
portal dan 

situs web 
yang 
sesuai 
standar 

Jumlah 
perangkat 

daerah 
yang 

memiliki 

portal dan 
situs web 

yang 
sesuai 

standar 

45 45 45   45   45   45   45   45   Seksi 
Penge

mban
gan 
Aplik

asi 
Infor
matik
a 

Ka
b. 

Ba
nt
ul 



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

2.16.0

3.2.02
.10 

Pengemba

ngan dan 
Pengelola
an 
Sumber 

Daya 
Teknologi 
Informasi 
dan 

Komunik
asi 
Pemerint
ah Daerah 

menara 

telekomu
nikasi 
yang 
terkendal

i 

Jumlah 

menara 
yang 

terkendali 

31

0 

36

2 

37

7 

Rp814.

825.00

0 

 

39

2 

Rp839.

269.75

0 

 

40

7 

Rp872.

840.54

0 

 

42

2 

Rp907.

754.16

2 

 

43

7 

Rp962.

219.41

1 

 

43

7 

Rp4.396

.908.86

3 

 

Seksi 

Infras
trukt
ur 
Tekn

ologi 
Infor
masi 
Non-

Peme
rinta
h 

Ka

b. 
Ba
nt
ul 

    Wifi 
publik 

yang di 
Fasilitasi 

Jumlah 
Wifi 

publik 

n/a 35 45   55   65 75 75   85   85       

2.16.0
3.2.02

.11 

Pengelola
an 

Governm
ent Chief 
Informati

on Officer 
(GCIO) 

Layanan 
SPBE 

(layanan 
publik 
dan 

layanan 
administr
asi 
pemerint

ahan) 
yang 
tercantu
m dalam 

dokumen 
proses 
bisnis 

Jumlah 
layanan 

14 14 14 Rp218.

614.00

0 

 

14 Rp225.

172.42

0 

 

14 Rp234.

179.31

7 

 

14 Rp243.

546.48

9 

 

14 Rp305.
540.04

6 

14 Rp1.274
.433.03

9 

Seksi 
Tata 

Kelol
a e-
Gover

nmen
t 

Ka
b. 

Ba
nt
ul 



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

yang 

telah 
diimplem
entasikan 
secara 

elektroni
k 

    Layanan 
SPBE 

(layanan 
publik 

dan 
layanan 

administr
asi 

pemerinta
han) yang 
memanfaa

tkan 

sertifikat 
elektronik 

Jumlah 
layanan 
SPBE 

7 7 7   8   9   10   10   10       



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

    Perangkat 

daerah 
yang 

mengimpl
ementasik

an 
layanan 
aplikasi 
umum 

dan 
aplikasi 
khusus 

yang 

ditetapkan 
sesuai 
dengan 

ketentuan 

perundan
g-

undangan 

jumlah 

perangkat 
daerah 

yang 
mengimple

mentasika
n layanan 

aplikasi 

45 45 45   45   45   45   45   45       

    Sistem 
elektronik 

yang 
terdaftar 
sesuai 

ketentuan 
peraturan 
perundan

g-

undangan 

Jumlah 
sistem 

elektronik 

n/a n/
a 

77   75   73   71   71   71       



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

    Perangkat 

daerah 
yang 
mengimpl
ementasi 

inovasi 
yang 
menduku
ng Smart 

City 

Jumlah 

perangkat 
daerah 
yang 

mengimple

mentasi 
inovasi 

45 45 45   45   45   45   45   45       

    Aparatur 

Sipil 
Negara 
pengelola 
TIK yang 

tersertifik
asi 
kompeten
si di 

bawah 
pengelolaa
n Dinas 
Kominfo 

Jumlah 

ASN 
pengelola 
TIK yang 

tersertifika

si 

28 28 28   38   48   58   58   58       



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

    Peraturan 

daerah 
atau 

peraturan 
kepala 

daerah 
terkait 

implement
asi e-

governme
nt 

Jumlah 

peraturan 
daerah 

11 11 11   12   13   14   14   14       

02.20 URUSAN 
PEMERIN

TAHAN 
BIDANG 
STATISTI
K 

                                    

  2.20.02 

PROGRA
M 
PENYELE
NGGARAA

N 
STATISTI
K 
SEKTORA

L 

Persentas

e OPD 
yang 
menggun
akan data 

statistik 
dalam 
menyusu
n 

perencan
aan dan 
evaluasi 
pembang

unan 
daerah 

(Jumlah 

OPD yang 
mengguna
kan data 
statistik 

dalam 
menyusu

n 
perencana

an 
pembangu

nan 
daerah) 

dibagi 
(Jumlah 

OPD)*100
%  

10

0 

10

0 

10

0 

Rp176.

400.00

0 

 

10

0 

Rp170.

665.00

0 

 

10

0 

Rp207.

968.75

0 

 

10

0 

Rp228.

765.62

5 

 

10

0 

Rp251.

642.18

7 

 

10

0 

Rp1.035

.441.56
2 

Bidan

g 
Tata 
Kelol
a e-

Gover
nmen
t, 
Aplik

asi 
Infor
matik
a dan 

Statis
tik 

Ka

b. 
Ba
nt
ul 



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

2.20.0

2.2.01 

Penyelen

ggaraan 
Statistik 
Sektoral 
di 

Lingkup 
Daerah 
Kabupate
n/Kota 

Persentas

e 
perangkat 

daerah 
yang 

memperb
aharui 

datanya 
sesuai 

siklus 
data 

Jumlah 

perangkat 
daerah 

yang 
memperb

aharui//J
umlah 

OPD 
*100% 

10

0 

10

0 

10

0 

Rp176.

400.00

0 

 

10

0 

Rp170.

665.00

0 

 

10

0 

Rp207.

968.75

0 

 

10

0 

Rp228.

765.62

5 

 

10

0 

Rp251.

642.18

7 

 

10

0 

Rp1.035

.441.56

2 

 

Bidan

g 
Tata 
Kelol
a e-

Gover
nmen
t, 
Aplik

asi 
Infor
matik
a dan 

Statis
tik 

Ka

b. 
Ba
nt
ul 

    Persentase 

data yang 
dapat 

berbagi 

pakai 

Jumlah 

data yang 
dapat 

berbagi 

pakai/ 
Jumlah 

Keseluruh
an data 

*100%  

93 94 95  96  97  98  98  98       

    Persentase 
kelengkap

an 

metadata 
kegiatan 
statistik 

Jumlah 
kelengkap

an 

metadata 
kegiatan 

statistic/J
umlah 

ideal*100
% 

50 55 67   87   91   95   95   95       



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

    persentase 

kelengkap
an 

metadata 
variabel 

dari 
kegiatan 
statistik 

Jumlah 

kelengkap
an 

metadata 
variable 

statistic/J
umlah 

ideal*100
% 

n/a

  

n/

a   

67   87   91   95   95   95       

2.20.0
2.2.01

.01 

Koordinas
i dan 
Sinkronis

asi 
Pengump
ulan, 
Pengolah

an, 
Analisis 
dan 

Disemina
si Data 
Statistik 
Sektoral 

system 
data dan 
statistik 

yang 
terintegras

i 

Jumlah 
system 

informasi 

(aplikasi) 
tentang 

data dan 
statistik 

yang 
terintegras

i 

1 1 1 Rp176.

400.00

0 

 

1 Rp170.

665.00

0 

 

1 Rp207.

968.75

0 

 

1 Rp228.

765.62

5 

 

1 Rp251.

642.18

7 

 

1 Rp1.035

.441.56

2 

 

Seksi 
Penge
lolaan 

Data 
dan 
Statis
tik 

Ka
b. 

Ba

nt
ul 

    survey 
statistik 
sektoral 

yang 
dilakukan 

jumlah 
survey 

statistik 

sektoral 
yang 

dilakukan 

N/
A 

N/
A 

55   57   59   61   63   63       



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

    kompilasi 

statistik 
sektoral 

yang 
dilakukan 

jumlah 

kompilasi 
statistik 
sektoral 

yang 

dilakukan 

N/

A 

N/

A 

60   65   70   75   80   80       

    statistik 

sektoral 
yang 

mendapat 
rekomend

asi dari 
BPS 

jumlah 

survey 
statistik 
sektoral 

yang 

mendapat 
rekomend

asi 

N/

A 

N/

A 

5   10   15   20   25   25       

    kompilasi 
statistik 
sektoral 

yang 
mendapat 
rekomend

asi dari 
BPS 

jumlah 
kompilasi 

statistik 

sektoral 
yang 

mendapat 

rekomend
asi dari 

BPS 

N/
A 

N/
A 

5   10   15   20   25   25       

                                        

02.21 URUSAN 
PEMERIN

TAHAN 
BIDANG 
PERSAND
IAN 

                                    



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

02.21.

02 

PROGRA

M 
PENYELE
NGGARAA
N 

PERSAND
IAN 
UNTUK 
PENGAMA

NAN 
INFORMA
SI 

Tingkat 

keamana
n 

informasi 
pemerint

ah 

(Jumlah 

nilai per 
area 

keamanan 
informasi) 

dibagi 
(Jumlah 

area 
penilaian)*

100% 

57,

2 

60 65 Rp844.

457.00

0 

 

70 Rp1.33

2.186.5

60 

 

75 Rp1.37

4.185.3

13 

 

80 Rp1.30

1.129.6

21 

 

81 Rp2.50

8.509.8

84 

 

81 Rp7.360

.468.37
8 

Bidan

g 
Infras
trukt
ur 

Tekn
ologi 
Infor
masi, 

Keam
anan 
Infor
masi 

dan 
Persa
ndian 

Ka

b. 
Ba
nt
ul 

2.21.0
2.2.01 

Penyelen
ggaraan 
Persandia

n untuk 
Pengama
nan 
Informasi 

Pemerint
ah Daerah 
Kabupate
n/Kota 

Persentas
e 

kegiatan 

strategis 
yang 
telah 

diamanka

n melalui 
kegiatan 
pengama

nan 

sinyal 

Jumlah 
kegiatan 
strategis 

yang 
telah 

diamanka
n/ 

Jumlah 
kegiatan 
strategis 

yang 

harus 
diamanka
n x 100% 

10 10 10 Rp550.

632.00

0 

 

15 Rp862.
066.56
0 

 

20 Rp889.
961.71
3 

 

25 Rp841.

117.20

1 

 

25 Rp1.62

0.685.9

13 

 

25 Rp4.764

.463.38

7 

 

Bidan
g 
Infras

trukt
ur 
Tekn
ologi 

Infor
masi, 
Keam
anan 

Infor
masi 
dan 
Persa

ndian 

Ka
b. 

Ba

nt
ul 



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

2.21.0

2.2.01
.04 

Penyediaa

n Layanan 
Keamanan 
Informasi 
Pemerinta

h Daerah 
Kabupate
n/Kota 

Sistem 

elektronik 
yang telah 
menerapk
an prinsip 

sistem 
manajeme

n 
keamanan 

informasi 
(SMKI) 

Jumlah 

sistem 
elektronik 

129 12

9 

12

9 

Rp550.

632.00

0 

 

13

9 

Rp862.

066.56
0 

14

9 

Rp889.

961.71
3 
 

15

9 

Rp841.

117.20

1 

 

15

9 

Rp1.62

0.685.9

13 

 

15

9 

Rp4.764

.463.38
7 

Seksi 

Keam
anan 
Infor
masi 

dan 
Persa
ndian 

Ka

b. 
Ba
nt
ul 

    Sistem 
elektronik

/asset 
informasi 

yang telah 
diaudit 
dengan 
resiko 

kategori 
rendah 

Jumlah 
sistem 

elektronik
/asset 

informasi 
yang telah 

diaudit 

10 10 10   10   10   10   10   10       

2.21.0

2.2.02 

Penetapa

n Pola 
Hubungan 
Komunik
asi Sandi 

Antar 
Perangkat 
Daerah 
Kabupate

n/Kota 

Persentas

e titik 
yang 

diamanka
n 

berdasark
an Pola 

Hubungan 
Komunik

asi Sandi 
(PHKS) 
yang 

ditetapka
n 

titik yang 

diamanka
n/Keselur
uhan titik 

*100% 

n/a 40 48 Rp293.

825.00

0 

 

60 Rp470.

120.00

0 

 

72 Rp484.

223.60

0 

 

84 Rp460.

012.42

0 

 

84 Rp887.

823.97

1 

 

84 Rp2.596

.004.99

1 

 

Bidan

g 
Infras
trukt
ur 

Tekn
ologi 
Infor
masi, 

Keam
anan 
Infor

masi 
dan 

Ka

b. 
Ba
nt
ul 



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

Persa

ndian 

2.21.0

2.2.02
.01 

Operasion

alisasi 
Jaring 
Komunika
si Sandi 

Pemerinta
h Daerah 
Kabupate
n/Kota 

Titik yang 

diamanka
n 

berdasark
an Pola 

Hubungan 
Komunika
si Sandi 
(PHKS) 

yang 
ditetapkan 

Jumlah 

titik 

12 12 12 Rp293.

825.00

0 

 

12  

Rp470.

120.00

0 

 

12 Rp484.

223.60

0 

 

12 Rp460.

012.42

0 

 

12 Rp887.

823.97

1 

 

12 Rp2.596

.004.99

1 

 

Seksi 

Keam
anan 
Infor
masi 

dan 
Persa
ndian 

Ka

b. 
Ba
nt
ul 

      URUSAN 

PEMERIN
TAHAN 
BIDANG 

KEBUDAY
AAN 

                                    



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

 Terse

diany
a 

infras
trukt

ur 
TIK 
yang 

mema

dai 

  Nilai 

Indeks 
Pembangu
nan TIK 

 n/a n/

a 

6.6  6.9  7.2  7.5  7.8  7.8    

   02.22.
08 

PROGRAM 
PENYELE

NGGARAA
N 
KEISTIME
WAAN 

YOGYAKA
RTA 
URUSAN 

KEBUDAY
AAN 

Cakupan 
pemenuha

n sarana 
prasarana 
budaya 
berbasis 

digital 

Kawasan 
SRS dan 

budaya 
dengan 
jaringan 
informasi 

digital 
dibagi 
jumlah 

kawasan 
SRS dikali 
100% 

28,
57 

Per
sen 

28,
57 

Per
se
n 

42,
86 

Per
sen 

Rp500.

000.00

0 

 

57,
14 

Per
sen 

Rp1.68

0.350.0

00 

 

71,
43 

Per
sen 

Rp1.84

8.385.0

00 

 

85,
71 

Per
sen 

Rp2.03

3.223.5

00 

 

10
0 

Per
sen 

Rp2.23

6.545.8

50 

 

10
0 

Per
sen 

Rp 
8.298.5

04.350 

Bidan
g 

Infras
trukt

ur 
Tekn

ologi 
Infor
masi, 

Keam
anan 
Infor
masi 

dan 
Persa
ndian 

Ka
b. 

Ba
nt
ul  



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

    2.22.0

8.2.06 

Sarana 

Prasarana 
Keistimew
aan 
Urusan 

Kebudaya
an 

Capaian 

kinerja 
pembangu
nan 
sistem 

informasi 

Rata-rata 

Realisasi 
kinerja 
pembangu
nan 

sistem 
informasi 
tahun 
berjalan 

 n/

a 

10

0 
per
se
n  

10

0 
per
sen 

Rp 

500.00
0.000 

10

0 
per
sen 

Rp 

1.680.3
50.000 

10

0 
per
sen 

Rp 

1.848.3
85.000 

10

0 
per
sen 

Rp 

2.033.2
23.500 

10

0 
per
sen 

Rp 

2.236.5
45.850 

10

0 
per
sen 

Rp 

8.298.5
04.350 

Bidan

g 
Infras
trukt

ur 

Tekn
ologi 
Infor
masi, 

Keam
anan 
Infor
masi 

dan 
Persa
ndian 

Ka

b. 
Ba
nt
ul  

    2.22.0
8.2.06

.02 

Pembangu
nan 
Ekosistem 

Kultural 
DIY 
Berbasis 
Digital 

Sistem 
Informasi 
Penanda 

Keistimew
aan 

Jumlah 
Sistem 

Informasi 

Penanda 
Keistimew

aan 

1 
apli
kas

i 

1 
apl
ika

si 

1 
apl
ika

si 

Rp 
500.00
0.000 

1 
apli
kas

i 

Rp 
1.680.3
50.000 

1 
apli
kas

i 

Rp 
1.848.3
85.000 

1 
apli
kas

i 

Rp 
2.033.2
23.500 

1 
apli
kas

i 

Rp 
2.236.5
45.850 

1 
apli
kas

i 

Rp 
8.298.5
04.350 

Seksi 
Tata 
Kelol

a e-
Gover
nmen

t 

Ka
b. 
Ba

nt
ul  

        Lokasi 
Pembangu
nan 

jaringan 
Fiber 
Optik 

Lokasi 
Pembangu

nan 

jaringan 
Fiber 
Optik 

1 
lok
asi 

1 
lok
asi 

1 
lok
asi 

  1lo
kas

i 

  1 
lok
asi 

  1 
lok
asi 

  1 
lok
asi 

  1 
lok
asi 

      

        Jumlah 
CCTV 
monitorin
g 

keamanan 

Jumlah 
CCTV 

2 
Uni

t 

2 
Un
it 

2 
Uni

t 

  2 
Uni

t 

  2 
Uni

t 

  2 
Uni

t 

  2 
Uni

t 

  2 
Uni

t 

      



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

        Lokasi 

Pemelihar
aan 
Penanda 
Keistimew

aan 

Jml lokasi 

Pemelihar
aan 

Penanda 
Keistimew

aan 

1 

lok
asi 

1 

lok
asi 

1 

lok
asi 

  2 

lok
asi  

  3 

lok
asi  

  4 

lok
asi  

  5 

lok
asi  

  5 

lok
asi  

      

        pemelihar
aan 
jaringan 
Fiber 

optik 

Jml 
pemelihar

aan 
jaringan 

Fiber optik 

1 
lok
asi 

1 
lok
asi 

1 
lok
asi 

  2 
lok
asi 

  3 
lok
asi 

  4 
lok
asi 

  5 
lok
asi 

  5 
lok
asi 

      

        Pemelihar

aan 
jaringan 
internet  

Jml 

Pemelihar
aan 

jaringan 
internet 

1 

lok
asi 

1 

lok
asi 

1 

lok
asi 

  2 

lok
asi 

  3 

lok
asi 

  4 

lok
asi 

  5 

lok
asi 

  5 

lok
asi 

      

        Pemeilhar
aan CCTV 
monitorin

g 
keamanan  

Jml 
Pemeilhar
aan CCTV 

1 
uni
t 

1 
uni
t 

6 
uni
t 

  8 
uni
t 

  10 
uni
t 

  12 
uni
t 

  14 
uni
t 

  14 
uni
t 

      

        Jumlah 

Publikasi 
Penanda 
Keistimew

aan 

Jumlah 

Publikasi 

0 0 0   1 

pu
blik
asi 

  1 

pu
blik
asi 

  1 

pu
blik
asi 

  1 

pu
blik
asi 

  1 

pu
blik
asi 

      

        Pemberda
yaan KIM  

Jml 
Pemberda
yaan KIM 

0 0 0   1 
KI
M 

2.132.4
64.458 

1 
KI
M 

  1 
KI
M 

  0   0       

                                            



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

1 Capai

an 
Nilai 
AKIP 

X.XX.

01 

PROGRA

M 
PENUNJA
NG 
URUSAN 

PEMERIN
TAHAN 
DAERAH 
KABUPAT

EN/KOTA 

Nilai AKIP Penilaian  85,

25 

84 86 Rp7.48

4.997.4
30 

87 Rp7.95

1.876.7
62 

89 Rp8.06

9.809.9
08 

90 Rp8.33

4.604.5
70 

92 Rp8.66

6.931.0
95 

92 Rp40.50

8.219.7

65  

 

SEKR

ETAR
IAT 

Ka

b. 
Ba
nt
ul 

X.XX.
01.2.0

1 

Perencan
aan, 

Pengangg
aran, dan 
Evaluasi 
Kinerja 

Perangkat 
Daerah 

Capaian 
kinerja 

Perencan
aan, 

Pengangg
aran, dan 

Evaluasi 
Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

Jumlah 
kinerja yg 

dilaksanak
an/Target 

*100% 

10
0 

10
0 

10

0 

Rp84.9

30.000 

10

0 

Rp102.

765.18

1 

10

0 

Rp104.

820.48

5 

10

0 

Rp114.

254.32

8 

10

0 

Rp126.

822.30

5 

10
0 

Rp533.5

92.299  

 

SEKR
ETAR

IAT 

Ka
b. 

Ba
nt
ul 

X.XX.

01.2.0
1.06 

Koordinasi 

dan 
Penyusun
an 
Laporan 

Capaian 
Kinerja 
dan 
Ikhtisar 

Realisasi 
Kinerja 
SKPD 

Dokumen 

Akuntansi 
dan 

Pelaporan 
Keuangan 

Jumlah 

dokumen 

8 8 8 Rp84.9

30.000 

- 

8 Rp102.

765.18
2 

8 Rp104.

820.48
5 

8 Rp114.

254.32
8 

8 Rp126.

822.30
4 

8 Rp533.5

92.299 

Sub 

Bagia
n 
Progr
am 

dan 
Keua
ngan  

Ka

b. 
Ba
nt
ul 



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

    Dokumen 

Evaluasi 
Perangkat 

Daerah 

Jumlah 

dokumen 

4 4 4 0 4 0 4 0 4 0 4   4       

X.XX.
01.2.0

2 

Administr
asi 
Keuangan 

Perangkat 
Daerah 

Capaian 
Kinerja 

Pengelola

an 
Administr

asi 
Keuangan 

Jumlah 
kinerja yg 

dilaksanak

an/Target 
*100% 

10
0 

10
0 

10
0 

Rp5.80
0.035.9

32 

 

10
0 

Rp5.81
9.412.3

04 

10
0 

Rp5.87
4.099.3

04 

10
0 

Rp5.91
9.323.3

04 

10
0 

Rp5.97
1.623.3

04 

10
0 

Rp29.38
4.494.1

48 

SEKR
ETAR
IAT 

Ka
b. 

Ba

nt
ul 

X.XX.
01.2.0

2.01 

Penyediaa
n Gaji dan 

Tunjangan 
ASN 

Gaji ASN 

yang di 

bayarkan 

Jumlah 
pembayar

an 

14 14 14 Rp3.72
6.295.6

28 

14 Rp3.74

5.672.0

00 

14 Rp3.80

0.359.0

00 

14 Rp3.84

5.583.0

00 

14 Rp3.89

7.883.0

00 

14 Rp19.01

5.792.6

28 

Sub 
Bagia

n 
Progr
am 
dan 

Keua
ngan 

Ka
b. 

Ba
nt
ul 

  Tunjangan 

Tambahan 

Penghasila

n Pegawai 

yang 

dibayarka

n 

Jumlah 

pembayar
an 

12 12 12 

Rp2.07

3.740.3

04 

12 

Rp2.07

3.740.3

04 

12 

Rp2.07

3.740.3

04 

12 

Rp2.07

3.740.3

04 

12 

Rp2.07

3.740.3

04 

12 

Rp10.36

8.701.5

20 

  



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

X.XX.

01.2.0
2.05 

Koordinasi 

dan 
Penyusun
an 
Laporan 

Keuangan 
Akhir 
Tahun 
SKPD 

Laporan 

Koordinasi 
dan 

Penyusun
an 

Laporan 
Keuangan 

Akhir 
Tahun 

SKPD 

Jumlah 

laporan 

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Sub 

Bagia
n 
Progr
am 

dan 
Keua
ngan 
Aset 

Ka

b. 
Ba
nt
ul 

X.XX.
01.2.0

3 

Administr
asi 

Barang 
Milik 
Daerah 
pada 

Perangkat 
Daerah 

Capaian 
Kinerja 

Pengelola
an 

Administr
asi 

Kepegawa
ian 

Perangkat 

Daerah 

Jumlah 
kinerja yg 

dilaksanak
an /Target 

*100% 

10
0 

10
0 

0 0 10

0 

Rp5.00

0.000 

10

0 

Rp5.00

0.000 

10

0 

Rp5.00

0.000 

10

0 

Rp5.00

0.000 

10

0 

Rp 

20.000.

000 

SEKR
ETAR

IAT 

Ka
b. 

Ba
nt
ul 

X.XX.
01.2.0

3.04 

Pembinaa
n, 

Pengawas
an, dan 
Pengendal
ian 

Barang 
Milik 
Daerah 
pada 

SKPD 

Laporan 
Pembinaa

n, 
Pengawas
an, dan 

Pengendal

ian 
Barang 
Milik 

Daerah 

pada 
SKPD 

Jumlah 
Laporan 

1 1 1 0 1 Rp5.00
0.000 

1 Rp5.00
0.000 

1 Rp5.00
0.000 

1 Rp5.00
0.000 

1 Rp 
20.000.

000 

Sub 
Bagia

n 
Progr
am 
dan 

Keua
ngan 

Ka
b. 

Ba
nt
ul 

X.XX.

01.2.0
4 

Administr

asi 
Pendapat
an Daerah 

Capaian 

Kinerja 
Pengelola

an 

Jumlah 

kinerja yg 
dilaksanak
an /Target 

10

0 

10

0 

0 0 10

0 

Rp4.00

0.000 

10

0 

Rp4.00

0.000 

10

0 

Rp4.00

0.000 

10

0 

Rp4.00

0.000 

0 Rp 

16.000.

Bidan

g 
Infras
trukt

Ka

b. 
Ba
nt



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

Kewenang

an 
Perangkat 
Daerah 

Pendapat

an Daerah 
Kewenang

an 
Perangkat 

Daerah 

*100% 000 ur 

Tekn
ologi 
Infor
masi, 

Keam
anan 
Infor
masi 

dan 
Persa
ndian 

ul 

X.XX.
01.2.0
4.05 

Pengolaha
n Data 
Retribusi 
Daerah 

Laporan 
Pengolaha

n Data 
Retribusi 

Daerah 

Jumlah 
Laporan 

1 1 1 0 1 Rp4.00
0.000 

1 Rp4.00
0.000 

1 Rp4.00
0.000 

1 Rp4.00
0.000 

1 16.000.
000 

Seksi 
Infras
trukt
ur 

Tekno
logi 
Infor

masi 
Non-
Pemer
intah 

Ka
b. 

Ba
nt

ul 

                                        

X.XX.

01.2.0
5 

Administr

asi 
Kepegawa
ian 
Perangkat 

Daerah 

Capaian 

Kinerja 
Pengelola

an 
Administr

asi 
Kepegawa

ian 
Perangkat 

Daerah 

Jumlah 

kinerja yg 
dilaksanak
an /Target 

*100% 

10

0 

10

0 

10

0 

Rp10.0

00.000 

 

10

0 

Rp12.1

00.000 

 

10

0 

Rp12.3

42.000 

 

10

0 

Rp13.4

52.780 

 

10

0 

Rp14.9

32.586 

 

10

0 

Rp62.82

7.366 

 

SEKR

ETAR
IAT 

Ka

b. 
Ba
nt
ul 



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

X.XX.

01.2.0
5.09 

Pendidika

n dan 
Pelatihan 
Pegawai 
Berdasark

an Tugas 
dan 
Fungsi 

laporan 

Pendidika
n dan 

Pelatihan 
Pegawai 

Berdasark
an Tugas 

dan 
Fungsi 

Jumlah 

Laporan 

1 1 1 Rp10.0

00.000 

 

1 Rp12.1

00.000 

 

1 Rp12.3

42.000 

 

1 Rp13.4

52.780 

 

1 Rp14.9

32.586 

 

1 Rp62.82

7.366 

 

Sub 

Bagia
n 
Umu
m dan 

Kepeg
awaia
n 

Ka

b. 
Ba
nt
ul 

X.XX.
01.2.0

6 

Administr
asi Umum 
Perangkat 

Daerah 

Capaian 
Kinerja 

Pengelola

an 

Jumlah 
Kinerja yg 

dilaksanak

an/Target 
*100% 

10
0 

10
0 

10

0 

Rp688.

811.30

6 

10

0 

Rp918.

122.84

5 

10

0 

Rp957.

262.15

8 

10

0 

Rp1.06

6.182.4

60 

10

0 

Rp1.19

8.798.1

16 

10
0 

Rp 
4.829.1
76.885 

SEKR
ETAR
IAT 

Ka
b. 

Ba

nt
ul Administr

asi Umum 

X.XX.

01.2.0
6.01 

Penyediaa

n 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Pe

nerangan 
Bangunan 
Kantor 

Penyediaa

n alat 
listrik 

Jenis yang 

disediakan 

13 13 13 Rp10.1

00.000 

 

13 Rp12.2

21.000 

 

13 Rp12.4

65.420 

 

13 Rp13.5

87.308 

 

13 Rp15.0

81.912 

 

13 Rp63.45

5.639 

 

Sub 

Bagia
n 
Umu
m dan 

Kepeg
awaia
n 

Ka

b. 
Ba
nt
ul 

X.XX.
01.2.0

6.02 

Penyediaa
n 

Peralatan 
dan 
Perlengka
pan 

Kantor 

Penyediaa
n 

peralatan 
dan 

perlengka
pan 

kantor 

Jumlah 
peralatan  

10 10 10 Rp133.

500.00

0 

 

10 Rp255.

196.16

4 

 

10 Rp280.

896.94

4 

 

10 Rp328.

134.37

7 

 

10 Rp378.

574.74

4 

 

10 Rp1.376

.302.22

9 

 

Sub 
Bagia

n 
Umu
m dan 
Kepeg

awaia
n 

Ka
b. 

Ba
nt
ul 

dan 
perlengka

pan  

kantor 
yang 

disediakan 



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

X.XX.

01.2.0
6.03 

Penyediaa

n 
Peralatan 
Rumah 
Tangga 

Penyediaa

n 
Peralatan 
Rumah 
Tangga 

Jumlah 

yang 
disediakan 

7 7 7 Rp34.2

69.000 

 

7 Rp41.4

65.490 

 

7 Rp42.2

94.800 

 

7 Rp46.1

01.332 

 

7 Rp51.1

72.478 

 

7 Rp215.3

03.100 

 

Sub 

Bagia
n 
Umu
m dan 

Kepeg
awaia
n 

Ka

b. 
Ba
nt
ul 

X.XX.
01.2.0
6.05 

Penyediaa
n Barang 
Cetakan 
dan 

Penggand
aan 

Penyediaa
n Barang 
Cetakan 

dan 

Penggand
aan 

Jumlah 
yang 

disediakan 

2 2 2 Rp35.7

22.250 

 

2 Rp43.2

23.923 

 

2 Rp44.0

88.401 

 

2 Rp48.0

56.357 

 

2 Rp53.3

42.556 

 

2 Rp224.4

33.487 

 

Sub 
Bagia
n 
Umu

m dan 
Kepeg
awaia
n 

Ka
b. 

Ba
nt

ul 

X.XX.
01.2.0

6.06 

Penyediaa
n Bahan 

Bacaan 
dan 
Peraturan 
Perundan

g-
undangan 

Penyediaa
n Bahan 

Bacaan 

Jumlah 
yang 

disediakan 

3 3 3 Rp4.80

0.000 

 

3 Rp5.80

8.000 

 

3 Rp5.92

4.160 

 

3 Rp6.45

7.334 

 

3 Rp7.16

7.641 

 

3 Rp30.15

7.136 

 

Sub 
Bagia

n 
Umu
m dan 
Kepeg

awaia
n 

Ka
b. 

Ba
nt
ul 

X.XX.

01.2.0
6.09 

Penyeleng

garaan 
Rapat 
Koordinasi 
dan 

Konsultasi 
SKPD 

Laporan 

Penyeleng
garaan 
Rapat 

Koordinasi 

dan 
Konsultasi 

Jumlah 

Laporan 

1 1 3 Rp470.

420.05

6 

3 Rp560.

208.26

8 

3 Rp571.

592.43

3 

3 Rp623.

845.75

2 

3 Rp693.

458.78

5 

3 Rp2.919

.525.29
4 

Sub 

Bagia
n 
Umu
m dan 

Kepeg
awaia
n 

Ka

b. 
Ba
nt
ul 



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

X.XX.

01.2.0
8 

Penyediaa

n Jasa 
Penunjan
g Urusan 
Pemerint

ahan 
Daerah 

Capaian 

Kinerja 
Penyediaa

n Jasa 
Penunjan

g Urusan 
Pemerint

ahan 
Daerah 

Jumlah 

Kinerja yg 
dilaksanak
an/Target 

*100% 

10

0 

10

0 

10

0 

Rp390.

335.90

0 

 

10

0 

Rp472.

306.43

9 

 

10

0 

Rp481.

752.56

8 

 

10

0 

Rp525.

110.29

9 

 

0 Rp582.

872.43

2 

 

1  Rp2.45

2.377.6
38 
 

SEKR

ETAR
IAT 

Ka

b. 
Ba
nt
ul 

X.XX.
01.2.0

8.01 

Penyediaa
n Jasa 

Surat 
Menyurat 

Laporan 
Pengelolaa

n Jasa 
Surat 

Menyurat 

Jumlah 
laporan 

1 1 1 Rp25.3

90.000 

 

1 Rp30.7

21.900- 

1 Rp31.3

36.338 

 

1 Rp34.1

56.609 

 

1 Rp37.9

13.835 

 

1  Rp159.
518.682 

 

Sub 
Bagia

n 
Umu
m dan 

Kepeg
awaia
n 

Ka
b. 

Ba
nt
ul 

X.XX.
01.2.0
8.03 

Penyediaa
n Jasa 
Peralatan 
dan 

Perlengka
pan 
Kantor 

Laporan 
Jasa 

Peralatan 
dan 

Perlengka
pan 

Kantor 
yang 

disediaka
n 

Jumlah 
dokumen 

1 1 1 Rp81.1

09.900 

 

1 Rp98.1

42.979 

 

1 Rp100.

105.83

9 

 

1 Rp109.

115.36

4 

 

1 Rp121.

118.05

4 

 

1  Rp509.
592.136 
 

Sub 
Bagia
n 
Umu

m dan 
Kepeg
awaia
n 

Ka
b. 

Ba
nt

ul 

X.XX.

01.2.0
8.04 

Penyediaa

n Jasa 
Pelayanan 
Umum 

Kantor 

Laporan 

Penyediaa
n Jasa 

Pelayanan 

Umum 
Kantor 

Jumlah 

dokumen 

1 1 1 Rp283.

836.00

0 

 

1 Rp343.

441.56

0 

 

1 Rp350.

310.39

1 

 

1 Rp381.

838.32

6 

 

1 Rp423.

840.54

3 

 

1  Rp1.78

3.266.8
20 
 

Sub 

Bagia
n 
Umu

m dan 
Kepeg
awaia
n 

Ka

b. 
Ba
nt

ul 



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

X.XX.

01.2.0
9 

Pemelihar

aan 
Barang 
Milik 
Daerah 

Penunjan
g Urusan 
Pemerint
ahan 

Daerah 

Capaian 

Kinerja 
Pemelihar

aan 
Barang 

Milik 
Daerah 

Jumlah 

Kinerja yg 
dilaksanak
an/Target 

*100% 

10

0 

10

0 

10

0 

Rp510.

884.29

2 

 

10

0 

Rp618.

169.99

3 

 

10

0 

Rp630.

533.39

3 

 

10

0 

Rp687.

281.39

9 

 

10

0 

Rp762.

882.35

2 

 

10

0 

 Rp3.20

9.751.4
29 
 

SEKR

ETAR
IAT 

Ka

b. 
Ba
nt
ul 

 

X.XX.
01.2.0

9.01 

Penyediaa
n Jasa 

Pemelihar
aan, Biaya 
Pemelihar
aan dan 

Pajak 
Kendaraa
n 
Peroranga

n Dinas 
atau 
Kendaraa
n Dinas 

Jabatan 

Laporan 
pemelihar

aan 
Kendaraa
n dinas 

Jumlah 
dokumen 

1 1 1 Rp312.

010.90

0 

 

1 Rp377.

533.18

9 

 

1 Rp385.

083.85

3 

 

1 Rp419.

741.40

0 

 

1 Rp465.

912.95

3 

 

1  Rp1.96
0.282.2

95 
 

Sub 
Bagia

n 
Umu
m dan 
Kepeg

awaia
n 

Ka
b. 

Ba
nt
ul 

.XX.01
.2.09.

06 

Pemelihar
aan 

Peralatan 
dan Mesin 
Lainnya 

Laporan 
pemelihar

aan 
Peralatan 
dan Mesin 

kantor 

Jumlah 
dokumen 

1 1 1 Rp124.

750.00

0 

 

1 Rp150.

947.50

0 

 

1 Rp153.

966.45

0 

 

1 Rp167.

823.43

0 

 

1 Rp186.

284.00

8 

 

1  Rp783.
771.388 

 

Sub 
Bagia

n 
Umu
m dan 
Kepeg

awaia
n 

Ka
b. 

Ba
nt
ul 



 

TUJU

AN 

SASA

RAN 
KODE 

 Indikator 

Kinerja 
Tujuan, 
Sasaran, 
Program, 

Kegiatan 
dan Sub 
Kegiatan 

Formula Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
20 

Ca

pai
an 
Ta
hu

n 
20
21 

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit 

Kerj 
Peran
gkat 

Daera

h 
Pena
nggu
ng 

Jawa
b 

Lo

ka
si Program/

Kegiatan 

dan Sub 
Kegiatan 

2022 2023 2024 2025 2026 

Kondisi 
Kinerja Pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

  TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp TA
RG

ET 

Rp) TA
RG

ET 

Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (2) (2

2) 

  .XX.01

.2.09.
09 

Pemelihar

aan/Reha
bilitasi 
Gedung 
Kantor 

dan 
Bangunan 
Lainnya 

Laporan 

pemelihar
aan 

Pemelihar
aan/Reha

bilitasi 
Gedung 
Kantor 

dan 

Bangunan 
Lainnya 

Jumlah 

dokumen 

1 1 1 Rp74.1

23.392 

 

1 Rp89.6

89.304 

 

1 Rp91.4

83.090 

 

1 Rp99.7

16.569 

 

1 Rp110.

685.39

1 

 

1  Rp465.

697.746 
 

Sub 

Bagia
n 
Umu
m dan 

Kepeg
awaia
n 

Ka

b. 
Ba
nt
ul 

Total anggaran 

   Rp19.9

99.756
.932 

 Rp22.5

98.620
.304 

 Rp23.3

78.050
.304 

 Rp24.1

88.936
.304 

 Rp26.7

83.963
.304 

 Rp116.

949.32
7.148 
 

  

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 

       Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021, diolah 

 



 

BAB VII.   

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau 

kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak 

yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. 

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau 

keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah 

tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas 

tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang 

selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama 

lima tahun. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan 

sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam 

mencapai tujuannya. Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan informatika 

kaupaten bantul secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 

dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2021-2026. Rencana 

Strategis DDinas Komunikasi dan informatika kaupaten bantul merupakan 

dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang 

memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian 

terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-

undangan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan informatika kabupaten 

bantul serta Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul 2021-2026. Pada 

akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2021-2026 ini, 

penyelenggaran tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan informatika 

kabupaten bantul dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, 

sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan visi yang 

telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Dinas 

Komunikasi dan informatika kabupaten bantul yang mengacu pada tujuan 

dan sasaran RPJMD seperti tercantum di bawah ini : 



 

Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

No Indikator 
Satua

n 
Formula 

Kondisi 
Capaian 

Kinerja 

pada 

awal 

periode 

RPJMD 
(Tahun 

baseline

) 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondis

i 
Kinerja 

pada 

Akhir 

Periode 

RPJMD 

Ket*

) 

Tahun  

2021 

Tahu

n 

2022 

Tahu

n 

2023 

Tahu

n 

2024 

Tahu

n 

2025 

Tahu

n 

2026 

            

A. Indikator Tujuan:           

 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) 

 Penilaian dari 

Kementerian 

Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi 

3,24 3,25 3,3 3,35 3,4 3,45 3,45  

B.  Indikator Sasaran:           

 Index kualitas layanan informasi publik 

 

angka Survey indeks Kualitas 

Layanan Informasi 
publik 

80 
83,75 

 

84 

 

84,25 

 

84,5 

 

84,75 

 

84,75 

 

 

 Nilai Indeks Pembangunan TIK angka Survey Indeks 

Pembangunan TIK 

N/A 

 

6,6 

 

6,9 

 

7,2 

 

7,5 

 

7,8 

 

7,8 

 

 

 Nilai Tata kelola SPBE angka Diambil dari aspek Nilai 

Tata kelola SPBE pada 

Indeks SPBE  

2,7 

 

2,7 

 

2,75 

 

2,8 

 

2,85 

 

3 

 

3 

 

 



 

C. Indikator Program:           

 

PROGRAM 

INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI 
PUBLIK 

Persentase 

masyarakat 

yang menjadi 
sasaran 

penyebaran 

informasi 

publik, 

mengetahui 

kebijakan dan 
program 

prioritas 

pemerintah dan 

pemerintah 

daerah 
kabupaten 

Persen 

(Jumlah masyarakat 

yang menjadi sasaran 

penyebaran informasi 

publik,mengetahui 

kebijakan dan program 

prioritas pemerintah dan 
pemerintah daerah 

kabupaten) dibagi 

(Jumlah Penduduk) 

50  70  71  72  73  74  74  

 

 PROGRAM 

PENYELENGGARAA
N KEISTIMEWAAN 

YOGYAKARTA 

URUSAN 

KEBUDAYAAN 

Cakupan 

pemenuhan 
sarana 

prasarana 

budaya berbasis 

digital 

Persen 

Kawasan SRS dan 
budaya dengan jaringan 

informasi digital dibagi 

jumlah kawasan SRS 

dikali 100% 

28,57  42,86  57,14  71,43  85,71  100  100  

 

 

PROGRAM APLIKASI 

INFORMATIKA 

Tingkat 

Kematangan 

Aspek Teknologi 

Informasi dan 
Komunikasi 

SPBE 

Angka 

Hasil penilaian 

Kematangan Aspek 

Teknologi Informasi dan 
Komunikasi SPBE 

2,67 2,75 2,85 2,9 2,95 2,95 2,95 

 

 

 

Persentase 
Organisasi 

Perangkat 

Daerah (OPD) 

yang terhubung 

dengan akses 
internet yang 

Persen 

(Jumlah PD yang 

terhubung dengan akses 

internet yang disediakan 

oleh Dinas Kominfo) 

dibagi (Jumlah 

OPD)*100% 

100  100  100  100  100  100  100  

 



 

disediakan oleh 
Dinas Kominfo 

 

PROGRAM 

PENYELENGGARAA

N STATISTIK 

SEKTORAL 

Persentase 

Organisasi 
Perangkat 

Daerah (OPD) 

yang 

menggunakan 

data statistik 

dalam 
menyusun 

perencanaan 

pembangunan 

daerah 

Persen 

(Jumlah OPD yang 

menggunakan data 

statistik dalam 

menyusun perencanaan 

pembangunan daerah) 
dibagi (Jumlah 

OPD)*100% 

100  100 100  100  100  100  100  

 

 PROGRAM 

PENYELENGGARAA

N PERSANDIAN 

UNTUK 
PENGAMANAN 

INFORMASI 

Tingkat 

keamanan 

informasi 
pemerintah 

Persen 

(Jumlah nilai per area 

keamanan informasi) 

dibagi (Jumlah area 
penilaian)*100% 

60  65 70  75  80  81  81  

 

D. Indikator Kinerja Kegiatan           

 Pengelolaan Nama 

Domain yang telah 
Ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat 

dan Sub Domain di 

Lingkup Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase 

Domain dan 
Sub Domain 

dalam 

Penyelenggaraa

n Pemerintahan 

yang diawasi 

% Jumlah Domain dan Sub 

Domain dalam 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan yang 

diawasi/Jumlah 

keseluruhan Domain 

yang dimiliki *100% 

100 100 100 100 100 100 100  

  Layanan 

domain/sub 

domain yang 
dimanfaatkan 

% Jumlah domain/sub 

domain yg dimanfaatkan 

100 100 100 100 100 100 100  



 

 Pengelolaan e-
government Di 

Lingkup Pemerintah 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

 Persentase 
Layanan Publik 

yang 

diselenggarakan 

secara online 

dan terintegrasi  

% Jumlah Layanan Publik 
yang diselenggarakan 

secara online dan 

terintegrasi/Jumlah 

keseluruhan *100% 

70 79 84 89 95 95 95  

 Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral di 

Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase 

perangkat 

daerah yang 

memperbaharui 
datanya sesuai 

siklus data 

% Jumlah perangkat 

daerah yang 

memperbaharui/Jumlah 

OPD *100% 

100 100 100 100 100 100 100  

  Persentase data 

yang dapat 

berbagi pakai 

% Jumlah data yang dapat 

berbagi pakai/ Jumlah 

Keseluruhan data *100% 

94 95 96 97 9 98 98  

  Persentase 

kelengkapan 

metadata 

kegiatan 

statistik 

% Jumlah kelengkapan 

metadata kegiatan 

statistic/Jumlah 

ideal*100% 

55 67 87 91 95 95 95  

  persentase 

kelengkapan 

metadata 
variabel dari 

kegiatan 

statistik 

% Jumlah kelengkapan 

metadata variable 

statistic/Jumlah 
ideal*100% 

N/A 

 

67 96 91 95 95 95  

 Penyelenggaraan 

Persandian untuk 

Pengamanan 

Informasi 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah 

kegiatan 

strategis yang 

telah 

diamankan 

melalui kegiatan 
pengamanan 

sinyal 

% Jumlah kegiatan 

strategis yang telah 

diamankan/ Jumlah 

kegiatan strategis yang 

harus diamankan x 

100% 

10 10 15 20 25 25 25 

 



 

 Penetapan Pola 
Hubungan 

Komunikasi Sandi 

Antar Perangkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Persentase titik 
yang 

diamankan 

berdasarkan 

Pola Hubungan 

Komunikasi 

Sandi (PHKS) 
yang ditetapkan 

% Titik yang 
diamankan/Keseluruha

n titik *100% 

40 48 60 72 84 84 84 

 

 Sarana Prasarana 

Keistimewaan 
Urusan Kebudayaan 

Cakupan 

pemenuhan 
sarana 

prasarana 

budaya berbasis 

digital 

% Jumlah sarana 

prasarana budaya 
berbasis digital  yang 

disedianakan/ jumlah 

sarana prasarana 

budaya berbasis digita 

yang harus disediakan 
*100% 

100 100 100 100 100 100 100 

 

E. Indikator SDGs            

4.4.1* 

Proporsi remaja dan 

dewasa dengan 

keterampilan 
teknologi informasi 

dan komunikasi 

(TIK). 

Peningkatan 

program 

pembelajaran 

TIK % 

Jumlah remaja dan 

dewasa dengan 

keterampilan teknologi 

informasi dan 
komunikasi (TIK)/ 

Jumlah seluruh remaja 

dan dewasa *100% 

94.86 96,48 99,81 99.81 100 100 100 

 

5.b.1* 

Proporsi individu 

yang 

menguasai/memiliki 

telepon genggam. 

Peningkatan 

Kerjasama 

dengan mobile 

operator 
% 

Individu yang 

menguasai/memiliki 

telepon 

genggam/Jumlah 

seluruh masyarakat 
*100% 

87.71 95.86 100 100 100 100 100 

 

9.c.1* 

Proporsi penduduk 

yang terlayani 

mobile broadband. 

Peningkatan 

akses terhadap 
teknologi 

informasi dan 

% 

Jumlah penduduk yang 

terlayani mobile 
broadband./Jumlah 

seluruh masyarakat 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

 



 

komunikasi *100% 

9.c.1.(a) 

Proporsi individu 

yang 

menguasai/memiliki 

telepon genggam 

% 

Jumlah individu yang 

menguasai/memiliki 

telepon genggam/ 

Jumlah seluruh 

masyarakat *100% 

87.71 95.86 100 100 100 100 100 

 

9.c.1.(b) 

Proporsi individu 

yang menggunakan 
internet 

Peningkatan 

akses terhadap 

teknologi 
informasi dan 

komunikasi 

% 

Jumlah individu yang 

menggunakan internet/ 
Jumlah seluruh 

masyarakat *100% 

77,52 88,17 100 100 100 100 100 

 

16.10.2.(c

) 

Jumlah kepemilikan 

sertifikat Pejabat 

Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi 

(PPID) untuk 

mengukur kualitas 
PPID dalam 

menjalankan tugas 

dan fungsi 

sebagaimana diatur 

dalam peraturan 

perundang-
undangan. 

Peningkatan 

pelayanan 

publik berbasis 

teknologi 

informasi 

% 

Jumlah Pejabat 

Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) 

yang memiliki Sertifikat 

6 6 6 6 6 6 6 

 

17.6.2.(b) 

Tingkat penetrasi 

akses tetap pitalebar 

(fixed broadband) di 

Perkotaan dan di 

Perdesaan. 

Peningkatan 
kesetaraan 

infrastruktur 

dan akses pada 

informasi dan 

layanan 

teknologi 
komunikasi 

% 

Prosentase Tingkat 
penetrasi akses tetap 

pitalebar (fixed 

broadband) di Perkotaan 

dan di Perdesaan 

wilayah Kabupaten 
Bantul 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

 

17.6.2.(c) Proporsi penduduk Peningkatan % Proporsi individu yang n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a  



 

terlayani mobile 
broadband 

kesetaraan 
infrastruktur 

dan akses pada 

informasi dan 

layanan 

teknologi 

komunikasi 

terlayani mobile 
broadband. 

17.8.1* 

Proporsi individu 

yang menggunakan 

internet. 

Peningkatan 

kesetaraan 

infrastruktur 
dan akses pada 

informasi dan 

layanan 

teknologi 

komunikasi 

% 
Proporsi individu yang 

menggunakan internet. 
77,52 88,17 100 100 100 100 100 

 

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021, diolah



 

BAB VIII.  

PENUTUP 

 

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Bantul 2021-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2021-2026. Dalam RPJMD telah 

ditetapkan capaian dari indikator visi, indikator sasaran dan indikator kinerja 

program yang harus di penuhi oleh Perangkat Daerah. Renstra ini disusun 

sebagai pedoman Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 

untuk melaksanakan Program dan Kegiatan sampai 5 (lima) tahun mendatang. 

Indikator dan target yang di tetapkan dalam Renstra ini dimaksudkan untuk 

mendukung tercapainya indikator dan target RPJMD, sehingga visi Kabupaten 

Bantul 2021-2026 dapat terwujud.  

Dalam melaksanakan Renstra ini, maka dibutuhkan kaidah pelaksanaan 

antara lain: 

a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan 

tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan 

fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah. 

b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun 

Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah tahun 2022 sampai 

dengan 2026. 

c. Kepala dinas bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra 

Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat 

Daerah secara periodik. 

Harapan kami semoga Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Bantul 2021-2026 ini bermanfaat, khususnya dalam rangka 

meningkatkan pelayanan bidang urusan Komunikasi dan Informatika, 

Statistik dan Persandian untuk bahan perencanan pembangunan di berbagai 

bidang yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Kabupaten Bantul. 

Bantul,    September 2021 

Kepala 
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